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ABSTRAK 
 

 
Promosi hak asasi manusia dan demokrasi menjadi tema utama dalam 

kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) sampai hari ini. Promosi hak asasi 
manusia dan demokrasi sebagai nilai-nilai ideal politik AS menuai persoalan 
ketika harus berbenturan dengan kepentingan ekonomi dan keamanan. Akibatnya, 
persoalan hak asasi manusia dan demokrasi kerap diabaikan.  

Pada masa Perang Dingin persoalan ini terjadi ketika AS mendukung 
sejumlah diktator sayap kanan di beberapa negara. Di Chile, AS mendukung 
pemerintahan Augusto Pinochet (1973-1990) yang menjalankan pemerintahan 
dengan otoriter yang kerap melakukan pelanggaran HAM dan anti demokrasi.   

Persoalan ini tentu memunculkan beberapa pertanyaan di antaranya; Apa 
sebenarnya yang melandasi AS mendukung rezim Pinochet? Mengapa AS rela 
“mengorbankan” politik idealnya? Dan apa sejatinya makna HAM dan demokrasi 
bagi politik luar negeri AS pada masa Perang Dingin?  

Menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganilisis data terutama 
dari dokumen-dokumen yang sudah dirilis Departemen Luar Negeri AS, buku-
buku, jurnal dan sejumlah artikel di website, penelitian ini ingin menjawab 
berbagai pertanyaan di atas. 

Tesis penelitian ini adalah sebuah konsep yang penulis sebut sebagai 
“capital securitizing”. Konsep capital securitizing merupakan definisi operasional 
yang ingin menjelaskan bagaimana cara kerja dari proses pembuatan kebijakan 
luar negeri AS yang tidak sejalan dengan nilai-nilai ideal politiknya.  
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ABSTRACT 
 
 

Promotion of human rights and democracy become the main theme in U.S. 
foreign policy until today. Promotion of human rights and democracy as U.S. 
political values acquire issue when it collides with economic and security 
interests. As the result, the issue of human rights and democracy are often 
ignored.  

During the Cold War, this problem occurred when U.S. supported a 
number of right-wing dictators in some countries. In Chile, U.S. supported the 
regime of Augusto Pinochet (1973-1990) who run the government authoritatively 
which often committed violation against human right and democracy. 

This issue certainly brings out some questions, including: What is the basis 
of U.S. support the regime of Pinochet? Why is U.S. willing to “sacrifice” its 
political ideal? And what is the true meaning of human rights and democracy for 
U.S. foreign policy during the Cold War? 
 By using a qualitative approach to analyze the data primarily from some 
documents that already released by U.S. State Department, books, journals, and 
some website articles, this study wants to answer those questions above.  

This thesis is a concept which the author called as “capital securitizing” 
The concept of “capital securitizing” is an operational definition which attempts to 
explain the workings of the process of making U.S. foreign policy which is 
inconsistent with the values of its political ideal. 
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KATA PENGANTAR 
 

  
Sejak berdirinya negara, Amerika Serikat (AS) telah memiliki filosofi 

untuk mendedikasikan dirinya mendukung demokarasi liberal dan penegakan 
hukum. Komitmen ini dapat ditemukan dalam beberapa dokumen penting 
termasuk Declaration of Independence, Konstitusi, dan Deklarasi Umum Hak 
Asasi Manusia. Mulai dari George Washington sampai Barack Obama terus 
mengkliam dirinya bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi 
manusia (HAM) selama menjalankan pemerintahan baik di dalam maupun di luar 
negeri. Dalam sejarah kebijakan luar negerinya, AS merupakan negara yang aktif 
melakukan ekspansi memperluas teritorialnya, ekonomi dan persebaran kultur 
negaranya. Akibatnya, sering terjadi konflik antara keinginannya mempromosikan 
demokrasi dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip HAM dengan kepentingan 
nasionalnya dalam hal keamanan maupun dalam memajukan ekonomi negaranya. 

Pada masa Perang Dingin persoalan ini terjadi ketika AS mendukung 
sejumlah diktator sayap kanan di beberapa negara. Di Chile, AS mendukung 
pemerintahan Augusto Pinochet (1973-1990) yang menjalankan pemerintahan 
secara otoriter yang kerap melakukan pelanggaran HAM dan anti demokrasi.   

Persoalan ini tentu memunculkan beberapa pertanyaan di antaranya; Apa 
sebenarnya yang melandasi AS mendukung rezim Pinochet? Mengapa AS rela 
‘mengorbankan’ politik idealnya? Dan apa sejatinya makna HAM dan demokrasi 
bagi politik luar negeri AS pada masa Perang Dingin?  

Tentu saja, perilaku politik Amerika seperti ini banyak menuai kecaman 
dari negara-negara lain karena Amerika sering membanggakan dirinya sebagai 
kampiun dan garda demokrasi, dengan tradisi demokrasi yang kuat sejak deklarasi 
kemerdekaannya 4 Juli 1776 hingga kini. 

Di titik inilah politik luar negeri AS kerap bertolak belakang terhadap 
nilai-nilai ideal yang diyakini AS, yaitu dukungan terhadap demokrasi dan 
pemajuan HAM. Pertanyaannya kemudian adalah, mengapa hal itu bisa terjadi? 
Di mana posisi nilai-nilai tersebut dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri 
AS? 
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Bab I 

Pendahuluan 

 

I.1 Latar belakang  

Sejak berdirinya negara, Amerika Serikat (AS) telah memiliki filosofi untuk 

mendedikasikan dirinya mendukung demokarasi liberal dan penegakan hukum. 

Komitmen ini dapat ditemukan dalam beberapa dokumen penting termasuk deklarasi 

kemerdekaan (Declaration of Independence) 1776 –di mana di sana disebutkan 

bahwa kehidupan, kebebasan, dan meraih kebahagiaan adalah hak semua orang dan 

tidak dapat dihilangkan– Konstitusi, dan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Mulai 

dari George Washington sampai Barack Obama terus mengaku dirinya bekerja sesuai 

dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) selama menjalankan 

pemerintahan, baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam sejarah kebijakan luar 

negerinya, AS merupakan negara yang aktif melakukan ekspansi teritorial, ekonomi 

dan persebaran kultur negaranya. Akibatnya, sering terjadi konflik antara 

keinginannya mempromosikan demokrasi dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip 

HAM dengan tujuannya mengejar kepentingan nasionalnya dalam hal keamanan, 

maupun dalam memajukan ekonomi negaranya.1  

Realitas yang menunjukkan sikap ganda ini menimbulkan akibat-akibat yang 

saling bertentangan. Pada waktu tertentu sikap ini berarti tidak melibatkan diri dalam 

urusan dalam negeri negara lain, untuk tidak mengatakan campur tangan, pada 

kesempatan lain, sikap ini berarti internasionalisme dan melibatkan diri dengan aktif 

dalam politik dunia.2   

 
                                                            
1 David F. Schmitz, The United States and Right-Wing Dictatorships, 1965-1989, Cambridge 
University Press, 2006, hal. 1  
2 Peter R. Baehr, Hak-hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri, Yayasan Obor Indonesia, 1998, 
hal.87 
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Kebijakan luar negeri AS adalah hasil dari pertarungan kekuasaan baik hasil 

dari konflik maupun kerjasama di antara para pembuat kebijakan luar negeri. Di sana 

terdapat tarik-menarik kepentingan, ideologi (realis yang menekankan kepentingan 

nasional maupun idealis yang lebih mengedepankan nilai-nilai AS) di antara para 

para pembuat kebijakan.  

Masih menurut Baehr, secara singkat politik luar negeri AS ditandai oleh 

pemikiran dari sudut baik dan jahat, dari sudut moralisme, yang terwujud dalam 

sosok negarawan seperti Woodrow Wilson, John Foster Dulles, dan Jimmy Carter. 

Bersamaan dengan itu, ada sentuhan realisme yang kuat, yang didasarkan pada 

sejumlah alasan untuk kepentingan negara, yang terwujud dalam sosok mantan 

diplomat George Kennan dan mantan Menteri Luar Negeri Henry Kissinger. 

Kissinger, dengan tegas menolak HAM dimasukkan menjadi bagian dari tujuan 

politik luar negeri.3  

Kedua garis pemikiran ini –moralisme dan kepentingan nasional– dijumpai 

dalam politik luar negeri AS, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Di satu 

pihak, tekanan kuat pada HAM mengandung kadar moral yang kuat seperti terlihat 

dalam politik luar negeri Presiden Jimmy Carter. Di pihak lain, politik luar negeri AS 

juga mengandung ciri instrumen yang kuat: dengan menekankan HAM, maka tujuan 

politik luar negeri lainnya yang lebih utama dapat dicapai, seperti dalam 

pemerintahan Reagan dan Bush.  

Dukungan AS terhadap rezim-rezim anti demokrasi dan pelanggar HAM 

diuraikan oleh David F. Schmitz dalam bukunya yang berjudul “The United States 

and Right-Wing Dictatorships, 1965-1989” di mana ia menyimpulkan, melewati 

hampir seluruh abad ke-20, AS mendukung kediktatoran sayap kanan atas nama 

stabilitas, perdagangan, dan anti komunis. Sementara rezim-rezim diktator yang 

                                                            
3 Ibid., hal. 89  
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didukung berjanji untuk melaksanakan dan menjaga order, mencegah revolusi, dan 

menjaga investasi AS serta menjamin akses ke pasar.4   

Fakta dukungan AS terhadap rezim-rezim anti demokrasi dan pelanggar HAM 

juga dipertegas oleh Naomi Klein dalam bukunya “Shock Doctrine”.5 Klein 

membongkar berbagai pengabaian persoalan HAM dengan menggunakan dalih 

pembendungan terhadap ancaman komunisme dalam kebijakan luar negeri AS. Peran 

AS mendukung rezim-rezim pelanggar HAM dan anti demokrasi, terjadi di Amerika 

Selatan, Asia, Eropa dan Afrika. 

Dukungan AS terhadap rezim diktator anti demokrasi ini, menurut Klein, 

dimulai dari era Dwight Eisenhower dari Partai Republik, yang berhasil menangkap 

fenomena developmentalism, berikut gagasan untuk memeranginya. Proyek ini 

diinisiasi oleh serangkaian kejadian di Iran dan Indonesia ketika Mohammad 

Mossadegh dan Soekarno melakukan berbagai proyek nasionalisasi terhadap 

perusahaan-perusahaan minyak. Melalui serangkaian operasi, Central Intelligence 

Agency (CIA) sukses menggeser kekuasaan Mossadegh di Iran dan mendukung coup 

d’etat di Guatemala tahun 1953 dan 1954.  

Kesuksesan di Guatemala menuai tantangan yang lebih berat ketika memasuki  

belahan Selatan benua Amerika, di mana developmentalism memiliki akar ideologi 

dan massa yang kuat. Usaha ini dimulai ketika di Chile bertemu dua orang AS yaitu 

Albion Patterson, Direktur U.S International Cooperation Administration –badan ini 

kini menjadi USAID– dengan Theodore W. Schultz ketua program Departemen 

Ekonomi Universitas Chicago. Schultz berpendapat; 

“What we need to do is to change the formation of the men, to 
influence the education, which is very bad”. 6 

 

                                                            
4 David F. Schmitz, Op.Cit., hal. 241 
5 Naomi Klein, Shock Doctrine, Penguin Books, 2008, hal. 57-59   
6 Ibid., hal. 59 
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Banyak bukti menunjukkan bahwa CIA berperan serta aktif dalam 

mendukung sejumlah pihak di Chile untuk mengkudeta7 pemerintahan Salvador 

Allende. Budiarto Shambazy dalam pengantar buku Membongkar Kegagalan CIA 

yang ditulis oleh wartawan The New York Times, Tim Weiner, menggambarkan 

peran CIA dalam kudeta Allende meneruskan model kesuksesan CIA di Indonesia 

yang mendukung Soeharto mengkudeta pemerintahan Soekarno.  

Saking suksesnya CIA memakai metode ini untuk menunggangi 
Jendral Augusto Pinochet menggulingkan pemerintahan Chile 
yang dipimpin Presiden Gustavo Allende yang pro-komunis 
tahun 1973. Nama covert operation itu “Operasi Djakarta.”8  

Apa yang terjadi di Amerika Selatan sebelumnya terjadi di Benua Afrika. 

Pada pertengahan 1950-an Afrika Selatan memasuki babak paling kelam dengan 

pemerintahan apartheid. Nelson Mandela yang waktu itu adalah pemuda progresif 

yang tergabung dalam African Nationalist Congress (ANC) harus mengubur 

impiannya mewujudkan Afrika Selatan yang berdaulat dengan menjalankan Freedom 

Charter-nya. Politik apartheid yang dijalankan pemerintah tidak sekadar membagi 

kekuasaan politik termasuk hak suara bagi kulit putih, melainkan apartheid adalah 

satu bentuk sistem ekonomi yang menggunakan rasisme untuk menekan sejumlah 

perjanjian yang seluruhnya menguntungkan jumlah penduduk kulit putih, meski 

mereka sedikit jumlahnya.9 F.W de Klerk adalah pemimpin Partai Nasional yang 

didukung oleh kepentingan modal asing untuk menghalangi usaha Mandela dan 

kawan-kawannya menjalankan Freedom Charter. Keterlibatan AS dalam mendukung 

rezim apartheid ini sejak pertengahan tahun 1950-an menjadi tanda tanya besar bagi 

                                                            
7 Grace Livingstone, America’s Backyard: The United States and Latin America from the Manroe 
Doctrine to the War on Teror, Zed Books Ltd, 2009, hal. 58,  militer AS berkomunikasi sampai saat 
kudeta berlangsung, dan terus berkomunikasi mendukung junta militer. Dari dokumen yang telah 
dipublikasikan, AS tidak secara langsung mendukung kudeta, namun hanya menciptakan suasana yang 
tepat untuk melaksanakan kudeta. Tahun 1975, rapat senat mempertanyakan apakah AS secara 
langsung terlibat dalam kudeta? Komite menemukan tidak memiliki bukti untuk hal tersebut. Militer 
Chile dan stafnya yang melaksanakan kudeta. Sampai sekarang cerita utuh tentang kudeta Allende 
belum bisa dikatakan. Banyak dokumen AS yang telah dipublikasikan, disensor habis-habisan. 
8 Tim Weiner, Membongkar Kegagalan CIA, Spionase Amatiran Sebuah Negara Adidaya, Gramedia 
Pustaka Utama, 2008, hal. xv 
9 Klein, Op.Cit., hal. 196 
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kebijakan politik luar negeri AS, terutama menyangkut persoalan HAM dan 

demokrasi. 

Dalam masa pemerintahan Lyndon B. Johnson dari Partai Demokrat, AS 

banyak terlibat aktif melalui CIA-nya dalam kudeta militer di Indonesia yang 

dipimpin Soeharto tahun 1965. Kudeta militer tersebut diikuti dengan pembunuhan 

massal (massacre) dan penghilangan kader maupun simpatisan Partai Komunis 

Indonesia (PKI) serta pemenjaraan orang-orang yang dituduh komunis dengan 

maupun tanpa proses pengadilan. Klein mencatat, dalam sekitar satu bulan, setengah 

juta dan mungkin sampai satu juta orang dibunuh.10  

Tentu saja, perilaku politik Amerika seperti ini banyak menuai kecaman dari 

negara-negara lain karena Amerika sering membanggakan dirinya sebagai kampiun 

dan garda demokrasi, dengan tradisi demokrasi yang kuat sejak deklarasi 

kemerdekaannya 4 Juli 1776 hingga kini. 11 Hal ini dipertegas dengan doktrin Carter 

(1980) yang berusaha mengaitkan masalah HAM dalam kebijakan luar negeri AS 

terhadap negara lain. Presiden Carter setidaknya menyampaikan tiga kategori hak 

yang hendak disampaikan AS ke seluruh penjuru dunia, di antaranya;  

“the rights to be free from governmental violation of integrity 
of the person; the right to enjoy civil and political liberties; 
and the right to such vital needs as food, shelter, health care, 
and education”.12     

Kebijakan luar negeri HAM AS ini, mendapat tantangan serius ketika 

kepentingan strategis, ekonomi, dan keamanan AS terancam di negera lain. Persoalan 

ini kemudian menjadi pertarungan sengit di antara para pembuat kebijakan luar negeri 

AS dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya.  

                                                            
10 Ibid., hal. 67 
11 James Baker dalam Mevelin I. Urofsky, Basic Readings in US Democracy, United States 
Information Agancy, Washington DC, 1994, hal. 354-355    
12 Ibid.  
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Di Chile bahkan, AS pun berani mengubah tradisi demokrasi negara itu yang 

sudah berlangsung sejak tahun 1930-an, karena merasa kepentingan nasionalnya 

terganggu. Semasa pemerintahan Richard M. Nixon dari Partai Republik, CIA dan 

pejabat tinggi pemerintahan AS terlibat aktif dalam mendukung kudeta militer 

Augusto Pinochet, dalam menggulingkan pemerintahan Allende yang mendapat 

mandat sah dari pemilu yang demokratis. Setelah kudeta berlangsung, Direktur CIA 

William Colby mengkonfirmasi dan membenarkan dukungan ekonomi dengan 

jumlah US$ 6.476.166 kepada partai politik di Chile, media, dan organisasi sektor 

privat di Chile yang menentang Salvador Allende.13 Padahal, selama Pinochet14 

berkuasa, dia memimpin mejadi rezim pelanggar HAM dan anti demokrasi.  

Menurut Darren Hawkins dalam Encyclopedia of Human Rights,15 

pemerintahan junta militer dipimpin oleh empat orang yaitu; Augusto Pinochet untuk 

Angkatan Darat, Jose Merino untuk Angkatan Laut, Gustavo Leigh untuk Angkatan 

Udara, dan untuk Kepolisian Cesar Mendoza. Angkatan Darat secara tradisional 

menjadi paling berpengaruh dan sejak Desember 1974, Pinochet diangkat sebagai 

Presiden. Di bawah Pinochet, pemerintahan Chile memiliki tiga misi utama: 

mengeliminasi Marxisme, membangun ulang ekonomi, dan stabilisasi sistem politik 

baru.16 Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) atau dinas intelijen nasional di 

bawah kepemimpinan Manuel Contreras17 adalah badan yang paling bertanggung 

                                                            
13 Jeremi Suri, Henry Kissinger and the American Century, The Belknap Press of Harvard University 
Press, 2007, hal. 239 
14 Augusto José Ramón Pinochet Ugarte (Valparaíso, 25 November 1915–Providencia, 10 Desember 
2006). Menurut Oppenheim, Lois Hecth, Politics In Chile: Democracy, Authoritarianism, and the 
Search for Development, Second Edition, Westview Press, 1999, Komisi HAM Chile melaporkan 
sebanyak 2.279 orang dibunuh selama pemerintahan Pinochet, 17,8 persennya berasal dari partai 
sosialis, 16,9 berasal dari MIR, dan 15,5 berasal dari komunis militan. 
15 David P. Forsythe (ed), Encyclopedia of Human Rights, on the article “Chile in the Pinochet Era” by 
Darren Hawkins, Oxford, 2009, hal. 309-319  
16 Ibid. 
17 Adalah Kolonel Manuel Contreras, Kepala Dinas Intelijen di bawah Pinochet yang mengaku 
bertanggung jawab atas berbagai pembunuhan dan penyiksaan kejam tersebut. Dia menjadi agen 
bayaran CIA dan bertemu dengan petinggi CIA di Virginia dua tahun setelah kudeta. Contreras 
akhirnya dipenjara selama 7 tahun setelah rezim Pinochet yang berkuasa selama 17 tahun tumbang, 
Tim Weiner, Op.Cit., hal. 403-404. 
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jawab terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM selama 1973-1977 sebagai akibat dari 

politik eliminasi Marxis. 

Membangun ulang ekonomi dapat diartikan sebagai mengadopsi secara cepat 

prinsip-prisip ekonomi neoliberal. Prinsip-prinsip ini berfokus pada pengurangan 

peran pemerintahan dalam sektor ekonomi, terutama dengan memotong sejumlah 

anggaran subsidi; menurunkan pajak impor; dan menjual perusahaan milik negera. 

Stabilitas politik berarti pemerintahan akan dipimpin oleh junta militer selama 

beberapa waktu, karena demokrasi dan konstitusi tidak dapat berdiri bersama 

Marxisme. Otoritas resmi sering membuat klaim hanya militerlah yang mampu 

membasmi kangker Marxisme dari tubuh sistem politik Chile.18  

Meski jumlah komprehensif pelanggaran HAM selama pemerintahan junta 

belum pernah terpublikasi19 secara utuh, tahun 1990 pemerintahan demokratik baru di 

bawah Presiden Aylwin membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Komisi  

itulah yang pada 1991 menerbitkan laporan tentang jumlah korban meninggal dunia 

dan orang yang dihilangkan di Chile. National Corporation of Reparation and 

Reconciliation mencatat ada 1.792 orang mati akibat pelanggaran HAM oleh 

pemerintahan Pinochet, selama periode September-Desember 1973.  

Organisasi di bawah otoritas Gereja Katolik banyak mencatat detail persoalan 

orang hilang dan korban di bawah kepemimpinan junta militer. Adalah Committee of 

Cooperation for Peace (COPACHI) yang kemudian menjelma menjadi organisasi 

bernama Vicariate of Solidarity (Solidaritas Korban). COPACHI bekerja sama 

dengan jaringan di luar Chile dan mampu melakukan advokasi internasional dengan 

mengirimkan laporan tersebut kepada Amnesti International, International Committee 

                                                            
18 Forsythe (ed), Op.Cit., hal. 310-311 
19 Kumpulan dokumen resmi rahasia yang sudah dirilis dapat diakses di sini; 
http://www.foia.state.gov/SearchColls/Results.asp?ResultMaxDocs=-
1&ResultCount=50&SortField=DocDate&SortOrder=Desc&Page=1&Collection=state&DocumentCla
ss=Kissinger&DocumentClass=foiaitar&DocumentClass=Pinochet&DocumentClass=Chile2&QueryT
ext=&Search.x=35&Search.y=15#  
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of the Red Cross (ICRC), American Watch, the International Commission of Jursits, 

PBB, Organization of American State (OAS), dan lain-lain.  

Akibat laporan ini, untuk pertama kali Majelis Umum PBB mengutuk 

pemerintahan Chile pada bulan Desember 1974. Dan, untuk pertama kalinya, 

penyalahgunaan wewenang negara dengan pelanggaran HAM dikritisi, meski tanpa 

menghubungkan persoalan ini dengan masalah keamanan internasional. Inggris lantas 

menghentikan penjualan senjata ke Chili 1974, dan AS, berdasarkan tekanan yang 

dilakukan oleh Senator Edward Kennedy dan lain-lain, mengurangi bantuan ekonomi 

ke Chile. AS akhirnya menghentikan bantuan militer, namun tidak menghentikan 

penjualan senjata.20  

Hal-hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan 

penghormatan terhadap prinsip-prinsip HAM yang diyakini pemerintah dan warga 

AS. Di titik inilah politik luar negeri AS kerap menjadi bertolak belakang terhadap 

nilai-nilai yang diyakini AS, yaitu dukungan terhadap demokrasi dan pemajuan 

HAM. Pertanyaannya kemudian, mengapa hal itu bisa terjadi? Di mana posisi nilai-

nilai tersebut dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri?  

I.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah penelitian tesis ini adalah apa makna HAM dan demokrasi 

dalam politik luar negeri Amerika Serikat –yang memiliki iklim demokrasi di dalam 

negerinya? Bagaimana relevansi dukungan AS pada rezim yang anti demokrasi dan 

HAM terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM yang dianut oleh AS? Dan mengapa 

politik luar negeri AS di Chile, sejak masa pemerintahan Richard Nixon sampai 

George H.W. Bush, mendukung rezim Augusto Pinochet? Padahal, Pinochet dikenal 

sebagai presiden yang anti demokrasi dan telah banyak melakukan berbagai 

pelanggaran HAM, dan hal ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai AS seperti 

pemajuan demokrasi dan penghormatan serta perlindungan terhadap HAM. 

                                                            
20 Ibid., hal. 311-312 
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I.3 Kerangka Pemikiran 

Untuk menjelaskan hubungan antara dukungan AS terhadap rezim anti 

demokrasi dan pelanggar HAM, dibutuhkan kerangka pemikiran yang mampu 

mengurai persoalan ambivalensi21 ini, untuk menjawab pertanyaan, mengapa AS bisa 

mendukung rezim-rezim yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini 

negaranya, yaitu demokrasi dan penghormatan terhadap HAM? Hubungan antara 

tujuan dan dasar kebijakan luar negeri AS dengan nilai-nilai demokrasi serta HAM 

adalah hal mendasar yang perlu untuk dipahami.  

Sementara HAM sebagai sebuah rezim22 internasional akan diurai secara 

singkat dikaitkan dengan relevansinya dengan ilmu Hubungan Internasional, dan 

kebijakan luar negeri AS, dijelaskan pada bagian kerangka teori ini.  

I.3.1 Demokrasi dan HAM  

Sebagai nilai-nilai AS, promosi demokrasi dan HAM kerap mengasumsikan 

dan menempatkan dua hal ini dalam satu persoalan yang sama. Dukungan terhadap 

penghormatan HAM, disatukan dalam satu paket bantuan pemajuan demokrasi.23 

Padahal secara prinsip, aturan mainnya dan prakteknnya berbeda.  

Secara konseptual, pada dasarnya HAM adalah bagian dari demokrasi itu 

sendiri. Demokrasi dan HAM berbagai sebuah komitemen bersama untuk sebuah 

politik bermartabat yang ideal untuk semua. Selain itu, untuk melaksanakan prinsip-

prinsip HAM diperlukan pemerintahan demokrasi. Demokrasi berkontribusi untuk 

merealisasikan HAM. Meski di mana demokrasi dan HAM tidak berkonflik secara 

                                                            
21 Webster’s New World Dictionary, Second College Edition, 1978, kata ambivalensi berasal dari 
bahasa Inggris “ambivalence” yang artinya kurang lebih: perasaan atau sikap-sikap terhadap seseorang 
atau sesuatu yang timbul pada saat bersamaan, seperti misalnya rasa cinta dan benci    
22 Stephen D. Krasner, Structural Causes and Regime Consequences: Regime as Intervening 
Variables, hal.1. Dalam esai tersebut, Krasner mendefinisikan rezim sebagai “… principles, norms, 
rules, and decision-making procedures around which actor expectations converge in a given issue-
area.” 
23 Hampir setiap tahunnya, pemerintah AS menyiapkan dana sebesar US$ 700 juta yang sebagian besar 
disalurkan ke Centre or Democracy and Governance. Guilhot, Nicholas, The Democracy Makers; 
Human Rights and International Order, Columbia University Press, 2005, hal. 2-4 
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langsung, mereka sering menuju ke arah yang berbeda.24 Bahkan dapat dikatakan 

bahwa munculnya paham negara demokrasi liberal adalah untuk menjaga adanya 

eksistensi penghormatan HAM.  

Sementara dalam tataran praksis hubungan yang serupa pun terbentuk dalam 

hubungan internasional. Promosi terhadap HAM dikemas dalam paket bantuan 

pembangunan (development aid) yang berselimutkan demokrasi. Paket tersebut 

diberikan dengan indikator yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya, indikator 

tersebut menggunakan prinsip yang sama, yakni kasus pelanggaran HAM sebagai 

salah satu penentu tingkat demokrasi suatu negara. Dalam hal ini, hubungan yang 

terlihat antara HAM dan demokrasi adalah hubungan interdependent, di mana 

penghormatan HAM akan mungkin terjadi apabila negara yang bersangkutan 

menggunakan paham demokrasi. Begitu pula sebaliknya, negara yang demokratis 

akan jauh lebih memperhatikan masalah-masalah HAM dibanding negara yang tidak 

demokratis.  

Menurut Donnelly, hubungan antara HAM dan kebijakan luar negeri ada tiga 

macam, di anataranya:25 Pertama, the realist argument. Kaum realis melihat politik 

internasional sebagai perjuangan antara negara-negara yang mementingkan 

kepentingan nasionalnya masing-masing dalam lingkungan yang anarki. Berhadapan 

dengan dunia yang (berpotensi atau secara riil) bermusuhan satu sama lain, dan tidak 

ada pemerintahan global yang bisa melindungi, maka perhatian terhadap power 

menjadi mutlak dalam situasi apapun. Untuk mendapatkan keadilan atau pengakuan 

sebagai satu contoh, hal ini akan membuat negara terbuka atau “mengundang” negara 

lain untuk menyerang.  

Bagi Morgenthau, formula yang seharusnya mengenai kepentingan nasional 

dijelaskan dalam kaitannya dengan power. Memasukkan perhatian soal HAM dalam 

                                                            
24 Jack Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornell University Press, 2003, 
hal. 191 
25 Ibid., hal 156 
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kebijakan luar negeri, sebagai instrumen untuk kepentingan nasional, sangat tidak 

tepat dan akan membawa bahaya tersendiri. Menurut Morgenthau; 

“the principles of the defense human rights cannot be consistently 
applied in foreign policy because it can and must come in conflict 
with other interests that may be more important than the defense 
of human rights in a particular circumstances.”26 

Baginya, hubungan antar negera tidak didasarkan atas basis moral, dan basis 

moral hanya berlaku antar individu. Ronald Niebuhr’s dalam “Moral Man and 

Immoral Society” menekankan perbedaan antara dunia individu dalam hubungan 

moral dan dunia yang tak bermoral, atau amoral yang menjadi fakta hubungan 

internasional. Akademisi realis dan turunannya mengeluarkan domain moral dari 

lanskap kebijakan luar negeri. George Kennan menggambarkan secara kontras 

hubungan antara kepentingan nasional dan moralitas. Katanya, “Our interest rather 

than just sensibilities.” Dengan kata lain, ia membiarkan moralitas di bawah 

kepentingan nasional, dan membiarkan hal itu menjadi empiris sendiri sebagai 

argumentasi. Kepentingan tidak menurunkan power. Kaum realis melihat bahwa tidak 

bijak menempatkan HAM dalam politik luar negeri. Ia harus dilihat kasus per kasus. 

Kalangan realis secara sederhana mengeluarkan persoalan HAM dari kebijakan luar 

negeri.27 

Kedua, the statist (legalist) arguments. Hubungan internasional dibentuk 

dalam lingkaran kedaulatan, yang memberikan garansi ekslusif kepada negara untuk 

menegakkan yurisdiksinya di dalam teritori dan sumber dayanya serta penduduk 

masing-masing negara. Kedaulatan adalah hal yang menyebabkan prinsip non 

intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain. Kaum statis melihat, HAM harus 

dikeluarkan dari kebijakan luar negeri sebab apa yang dilakukan oleh negara dengan 

pertimbangan respek atas teritorinya masing-masing. Argumetasi statis menekankan 

pada penerimaan secara luas yang dibatasi power, yang dinamakan kedaulatan dan 

                                                            
26 Hans J. Morgenthau, "Human Rights and Foreign Policy," First Distinguished CRIA Lecture on 
Morality & Foreign Policy, 1979 
27 Donnelly, Op.Cit, 156 
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bentuk tradisional dari hukum internasional yang mengalir bersamanya. Kaum statis 

melihat struktur dan prinsip normatif adalah hal yang fundamental dari politik 

internasional.28  

Argumen statis membahas pengaturan dunia (public world order), dan hukum 

internasional adalah inti (core) dari kedaulatan hukum. Secara virtual, semua  negara 

di setiap wilayah tergabung dalam kedulatan dasar ini, kecuali jika negara itu itu 

dalam keadaan stake. Meski kedaulatan adalah titik awal dari hukum internasional, 

hal ini tidak menjadi titik akhir. Kenyataannya, hukum internasional dapat dilihat 

sebagai the body of restriction dari kedaulatan melalui berbagai perjanjian yang 

diterima dan dibuat. Selama lebih dari setengah abad “body of international human 

rights law” telah dan masih terus dibangun. HAM telah menjadi subyek yang 

memiliki legitimasi dalam hubungan internasional meski berangkat dari pengaturan 

yang ketat tentang kedaulatan. Kelemahan dari implementasi internasional dan 

mekanisme enforcement dapat disebabkan karena prinsipnya bertentangan dengan 

prinsip non-intervensi. Tapi penekanan secara memaksa (coerchive) tidak 

diperkenankan.29  

Ketiga, the relativist (pluralist) argument. Kalangan relativis menekankan 

pada prinsip “self determination” atau komitmen dalam international pluralism. 

Sebuah negara harus menghadapi yuridiksi negaranya, di mana dalam terminologi 

HAM hal itu bisa direfleksikan dengan mempraktekkan HAM di negaranya masing-

masing, seperti hak untuk berpartisipasi dalam politik. Setiap daerah melakukan 

kegiatan secara kolektif dan independen dalam situasi pemaksaan eksternal, 

dibolehkan untuk dipilih, dengan beberapa alasan kemerdekaan. Bagi kaum relativis, 

hukum internasional HAM dipandang sebagai imperialisme moral.30 

Sementara, prinsip demokrasi AS yang terus diperjuangkan dari awal 

beridirinya AS sampai saat ini adalah salah satu kunci mengapa AS kini memimpin 

                                                            
28 Ibid., hal.157 
29 Ibid., hal, 158 
30 Ibid. 
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dunia, selain karena faktor ekonomi dan militernya. Strobe Talbott dalam esainya 

yang berjudul “Democracy and the National Interest” menegaskan dukungan 

terhadap peningkatan demokrasi di seluruh dunia harus dilanjutkan. Hal itu menurut 

Talbott didasarkan pada; “the nature of society and on our character as a people as 

well as on our interests as a state”.31 Dalam esai itu juga Talbott mengurai 

bagaimana publik AS selalu menginginkan kebijakan luar negeri AS yang, “rooted in 

idealpolitik as well as realpolitik.”32 

Menurut Fareed Zakaria, promosi demokrasi menjadi sebuah keniscayaan 

bagi politik luar negeri AS. Banyak diskusi telah dilakukan para akhli hubungan 

internasional dan ditemukan jawaban secara statistik bahwa sesama Negara 

demokratis modern tidak pernah terjadi perang satu sama lain33. Sementara bagi 

Thomas L. Friedman hal ini dijelaskan dengan sebuah metofora yang cukup 

menggelitik; “No two countries that both have a McDonald’s have ever fought a war 

against each other”.34 

I.3.2 Identitas Nasional AS dan International Primacy   

Politik luar negeri AS di Amerika Latin dan di tempat lain pada waktu itu 

didominasi oleh doktrin “American Exceptionalism”. Menurut Noam Chomsky, 

Amerika Serikat tidak seperti great power lain –baik pada masa lalu maupun masa 

kini– karena menurutnya, AS memiliki “transcendcent purpose” yaitu ”the 

establishment of equality and freedom in America”35. Chomsky juga sejalan dengan 

Morgenthou yang menyatakan, pada kenyataannya kebijakan luar negeri AS yang 

“transcendent purpose” mengingkari realitas sejarah yang ada.36 

                                                            
31 G. Jhon Ikenberry, American Foreign Policy, Theoritical Essay, Third edition, Lonngman, 1999, 
hal. 309 
32 Ibid. 
33 Fareed Zakaria, The Future of Freedom, W.W. Norton & Company, New York London, 2003, hal. 
115 
34 Friedman, Thomas L., Big Mac I, New York Times, December 8, 1996 
35 Noam Chomsky, Hopes and Prospect, Penguin Books, 2010, hal. 39 
36 Ibid., hal. 39 
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Chomsky mengkritik keras kebijakan luar negeri AS di Amerika Latin di 

mana AS sendiri yang justru melakukan kejahatan terhadap politik AS yang ideal, 

yaitu komitmennya untuk mempromosikan demokrasi dan HAM.37  

Chomsky menjelaskan ambivalensi persoalan ini dengan mengutip Samuel P. 

Huntington pada jurnal International Security, bahwa AS melakukan berbagai 

tindakan yang bertentangan dengan politik idealnya, yang bertujuan menjadi dan 

mempertahankan “international primacy” dengan mempromosikan identitas 

nasionalnya.  Hal tersebut tidak bisa dijelaskan secara empiris, seperti penjelasan 2 + 

2 = 4. Jika dijelaskan secara empiris maka yang akan terjadi adalah penyangkalan 

realitas (abuse of reality).38    

Identitas nasional AS itu sendiri, bagi Huntington, adalah kumpulan dari nilai-

nilai ekonomi dan politik universal; kebebasan (liberty), demokrasi (democracy), 

persamaan (equality), kepemilikan pribadi (private property), dan pasar (market). AS, 

bagi Huntington, merasa berkewajiban menjalankan sendiri keunggulan international 

(international primacy) untuk kepentingan dan keuntungan masyarakat-masyarakat 

lain di dunia.39 

Huntington menilai, nilai-nilai ini memang diperjuangkan oleh negara-negara 

besar lain dari waktu ke waktu dan dengan derajat tertentu, meski komitmennya tidak 

seperti AS. Hal ini tidak mengatakan bahwa persoalan ini selalu menjadi prioritas 

utama kebijakan luar negeri AS. Keprihatianan dan kebutuhan lainnya juga menjadi 

pertimbangan. Pernyataan tersebut juga bukan berarti bahwa promosi demokrasi, 

HAM, dan pasar jauh lebih penting bagi kebijakan AS daripada kebijakan negara 

lain. Mengikuti apa yang telah dicapai oleh Carter, dan Ronald Reagen, Bill Clinton 

telah berkomitmen untuk mendedikasikan diri pada kebijakan luar negeri 

                                                            
37 Ibid., hal. 41 
38 Ibid., hal. 39-40 
39 Samuel P. Huntington, Why International Primacy Matters, International Security, Vol. 17, No. 4 
(Spring 1993)., hal. 82 
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“democrtatic realism” yang tujuan utamanya adalah promosi AS untuk demokrasi di 

dunia.40  

Mempertahankan “American primacy” dan memperkuat pengaruh AS di 

dunia sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Argumentasi ini untuk 

menjelaskan bahwa primacy tidak dapat dicapai tanpa adanya argumentasi nilai-nilai 

politik dan ekonomi, dan nilai-nilai ini tidak dapat dicapai tanpa demokrasi.41    

I.3.3 Sejarah Intervensi Moral dalam Kebijakan Luar Negeri AS  

Munculnya HAM di pentas hubungan internasional tidaklah datang tiba-tiba. 

Ia muncul melalui proses yang relatif panjang dan lama. Sejak perjanjian Wesphaslia 

tahun 1648 sampai awal abad ke-20, hubungan internasional pada hakikatnya 

merupakan hubungan antara badan-badan pemerintahan yang masing-masing 

berdaulat.42 

HAM dan demokrasi pada dasarnya adalah intervensi moral darah politik. 

Fenomena kebangkitan rezim moral ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ia telah melalui 

proses panjang dan baru memampatkan dirinya dan terjadi perubahan yang sangat 

signifikan, khususnya pada 30 tahun terakhir ini.43  

 Usaha memasukkan rezim moral dalam politik sejatinya sudah dimulai sejak 

zaman Mesir dan China kuno –kira-kira abad keempat sebelum masehi, ketika Sun 

Tzu menyusun sebuah aturan bagaimana seharusnya perang diselenggarakan. Abad 

keenambelas, di Prancis, hakim Jean Bodin menetapkan bahwa perang adalah setan 

utama dan domain resmi dari pemilik kedaulatan. Abad ketujuhbelas seorang praktisi 

hukum Hugo Grotius menjadi saksi arsitek perang 30 tahun, dan menuliskan 

bagaimana seharusnya melindungi non-kombatan dan mempromosikan perdamian. 

                                                            
40 Ibid. 
41 Ibid., hal. 83 
42 Abdul Hakim Garuda Nusantara, dalam pengantar buku Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah, 
karangan Antonio Cassese, Yayasan Obor, 2005, hal. viii-ix  
43 Leslie Gelb and Justine Rosenthal, Morality and Forign Policy, Foreign Affairs, vol. 82 May/June, 
2003, hal. 2 

Dukungan Amerika..., Awigra, FISIPUI,2011



 

16 

 

Universitas Indonesia 

Abad kesembilanbelas dan awal abad keduapuluh diselenggarakanlah Konvensi di 

Den Haag yang dilanjutkan di Jenewa dan menghasilkan hukum perang, dengan 

tujuan untuk melindungi kombatan dan non kombatan perang. Aturan-aturan tersebut 

menjadikan perang menjadi semakin terlihat humanis. Meski demikian belum 

dialamatkan sebagai pertanyaan-pertanyaan etis dari politik luar negeri. Kampanye 

internasional pertama kali dilakukan Quakers di Inggris dan AS guna menentang 

perbudakan dan hak bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.44 

Woodrow Wilsonlah orang modern pertama yang meletakkan perdebatan etis 

dan nilai-nilai universal HAM ke dalam jantung kebijakan luar negeri. Wilson, 

mengundang siapa saja untuk melakukan penentuan nasib sendiri (self determination) 

dan demokrasi. Kemudian tokoh lain adalah Jimmy Carter yang mendeklarasikan 

HAM sebagai prinsip absolut sebagai isu utama kampanyenya. Meski fakta 

menunjukkan, selama pemerintahannya, Carter mendukung diktator di Argentina, 

Uruguay dan Ethiopia. Ia juga abai dengan banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi 

di Philipina, Iran, dan Saudi Arabia. Pada akhirnya, para pemimpin hanya sanggup 

membahasakan persoalan keamanan dalam bahasa yang lebih etis.  

 Penerus Carter, Ronald Reagen, melanjutkan agenda etisnya dalam politik 

internasional. Bedanya, ia tidak mendukung diktator sayap kanan seperti yang 

dilakukan oleh Carter dan presiden sebelumnya, Reagen fokus terhadap diktator 

komunis. Pada akhirnya, persoalan moral dan etis kembali hanya menjadi retorika 

politik luar negeri dari pada implementasi substansinya. Persoalan moral dalam 

kebijakan luar negeri AS telah sangat baik disimpulkan oleh The Economist;  

Morality is not the only reason for putting human rights on the 
West’s foreign-policy agenda. Self-interest also plays a part. 
Political freedom tends to go hand in hand with economic 
freedom, which in turn tends to bring international trade and 
prosperity. And governments that treat their own people with 
tolerance and respect tend to treat their neighbours in the 
same way45 

                                                            
44 Ibid., hal. 2-3   
45 http://www.economist.com/node/146874, diunduh pada 4 April 2011 pukul 23.30 WIB 
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I.3.4 Hubungan Kepentingan dan Keamanan Nasional serta Nilai-nilai AS   

Kebijakan politik HAM dan promosi demokrasi yang merupakan inti dari 

kebijakan luar negeri AS tidak berdiri secara tersendiri, melainkan bersama dengan 

pertimbangan kepentingan dan keamanan nasional. Hubungan antara keamanan 

nasional dengan kepentingan nasional adalah hal yang selalu krusial. Henry 

Kissinger, pada saat diangkat sebagai asisten Presiden Nixon untuk urusan keamanan 

nasional dan kemudian menjadi Menteri Luar Negeri AS, mempertanyakan hal 

penting ini, yang kemudian menjadi rujukan untuk melihat konteks kemanan 

nasional. Ia menulis, “What is our national interest to prevent? What should we seek 

to accomplish?46 Dengan kata lain, kemanan nasional dari pertanyaan Kissinger ini 

berarti arena untuk melindungi kepentingan nasional.  

Mantan Menteri Pertahanan pada Pemerintahan Carter, Harold Brown 

mendefinisikan keamanan nasional AS adalah;  

U.S national security is the ability to preserve the nation’s 
phsycal integrity and teritory; to maintain its economic 
relations with the rest of the world on reasonable terms; to 
protect its nature, institutions, and governance from disruption 
from outside; and to control its border.47 

Definisi keamanan nasional ini kemudian sedikit berubah mengikuti 

perkembangan zaman, menyesuaikan situasi dan tantangan dalam maupun luar 

negeri. Pasca tragedi September 11, 2001 definisi keamanan nasional menjadi; 

U.S national security is the ability of national institutions to 
prevent adversaries from using force to harm Americans or 
their national interests and the confidence of Americans in this 
capability.48  

                                                            
46 Ibid., hal. 7 
47 Cynthia A. Watson, U.S National Security: a reference handbook, ABC-CLIO, 2002, hal. 2 
48 Sam C. Sarkesian, John Allen Williams, Stephen J. Cimbala, U.S National Security: Policymakers, 
Processes, and Politics, 4th edition, Lyne Rienner Publishers, 2008, hal. 4  
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Dari perubahan ini, menunjukkan bahwa untuk menganalisis kemanan 

nasional AS perlu dilihat konteks kebijakan luar negeri AS terhadap negara-negara 

lain. Setiap generasi di AS mencari interpertasi nilai-nilai nasional, kepentingan 

nasional, dan keamanan nasional dalam kaitannya dengan perspektif masing-masing 

generasi. Meski sudah ada elemen dasar yang telah disepakati bersama seperti tugas 

keamanan nasional adalah untuk menjaga kedaulatan tanah air AS, namun interpretasi 

tentang ancaman dari luar selalu berubah-ubah. Dan pertanyaan Kissinger tiga dekade 

lalu menjadi sulit dipahami saat-saat ini.49  

Kepentingan nasional AS adalah ekspresi dari nilai-nilai AS yang 

diproyeksikan ke dalam arena kebijakan nasional dan luar negeri. Tujuan kepentingan 

tersebut termasuk penciptaan dan melestarikan lingkungan internasional yang paling 

menguntungkan dalam mengejar nilai-nilai AS. Sama halnya dengan AS yang ingin 

mencegah perluasan sistem tertutup dengan penggunaan kekerasan atau mendukung 

agresi individu. Ada tiga hal yang dapat digunakan sebagai referensi dalam melihat 

kepentingan nasional. Pertama, nilai-nilai AS yang ingin diterapkan dalam 

lingkungan internasional adalah inti dari kepentingan nasional. Kedua, kepentingan 

nasional tidak dibatasi hanya berlaku di dalam tanah air AS sendiri. Dan ketiga, 

presiden adalah vocal point dalam pendefinisian kepentingan nasional.  

Kepentingan nasional dapat dikategorisasi menjadi tiga fungsi; fungsi pertama 

menyangkut perlindungan tanah air dan isu-isu terkait yang mempengaruhi 

kepentingan ini. Fungsi ini perlu mobilisasi total militer. Contohnya adalah 

perlawanan terhadap ancaman terorisme. Fungsi kedua adalah kepentingan-

kepentingan kritikal. Fungsi ini tidak secara langsung mengenai kedaulatan tanah air 

AS. Fungsi kedua, diukur pertama dari tingkat menjaga dan mengekspansi sistem 

terbuka. Sementara fungsi ketiga adalah tidak secara kritikal mempengaruhi fungsi 

perama dan kedua. Kategorisasi fungsi ini adalah kerangka kerja untuk menyediakan 

dasar rasional dan ruang debat untuk persoalan keamanan nasional.  

                                                            
49 Ibid.  
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Nilai-nilai AS didasarkan pada apa yang dibutuhkan secara filosofis, hukum, 

basis moral untuk melanjutkan sistem AS. Di antara dua perang dunia, AS menyadari 

bahwa kepentingan negaranya adalah sesuai dengan kepentingan dunia.  Nilai-nilai 

AS dilihat sebagai sesuatu yang tak dapat disangkal dan karena itu dapat dicari di 

seluruh tempat di dunia. Dalam konteks ini lalu, keamanan nasional AS pertama 

fokus pada perlindungan tanah air, yang membutuhkan pengerahan militer dengan 

strategi sederhana. Selanjutnya, adalah perjuangan untuk persebaran seputar nilai-

nilai AS dan bagaimana menjaganya di seluruh dunia, kecuali sesekali untuk 

kepentingan ekonomi internasional.50 

Menurut Sarkesian51 terdapat dua cara dalam memandang keamanan 

nasional, yaitu model elit dan model partisipasi. Model elit, melihat keamanan 

nasional sebagai bentukan dari lingkaran kecil termasuk persiden, staf-stafnya, 

beberapa anggota kunci Kongres, elit militer, dan komunitas bisnis, yang mampu 

mempengarauhi kebijakan. Sementara model partisipasi mengasumsikan eksistensi 

setiap elit telah terrepresentasi dalam beberapa segmen kehidupan publik, kelompok 

kepentingan, dan lembaga-lembaga.  

Tabel I.1 Cara Pandang Elit dan Partisipasi 

 

             elite              [elite]   [elite]   [elite]   [elite] 

 

 

 

Sumber: Sam C. Sarkesian, U.S National Security: Policymakers, Processes, and Politics 

 

                                                            
50 Ibid., hal. 14 
51 Ibid.,hal. 18-20 
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Sementara, pendekatan untuk menganalisis sistem dan konteks dalam 

penentuan keamanan nasional, tabel I.2 memberikan gambaran sistematisnya.  

Tabel I. 2 Konteks Politik dalam Proses Pembuatan Kebijakan Luar Negeri 

   The Political Environment  

Inputs     Policymaking machinery   Outputs 

                 Feedback  

Sumber: Sam C. Sarkesian, U.S National Security: Policymakers, Processes, and Politics 

Struktur kekuasaan proses pembuatan kebijakan luar negeri AS, seperti 

terlihat dalam tabel I.3 terbagi ke dalam empat kluster utama: (1) the policy triad; 

teridiri dari menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan penasehat kemanan nasional; 

(2) direktur intelijen nasional, kepala staf gabungan; (3) penasehat terdekat presiden 

di Gedung Putih, dan (4) Menteri Dalam Negeri.  

Tebel I.3 Power cluster 

 

 

 

 

 

   Remainder of the system  

Congres    Government bureaucracies  The media 

       Special‐interest groups 

Allies   The public  (opinion leaders)              Adversaries 

Sumber: Sam C. Sarkesian, U.S National Security: Policymakers, Processes, and Politics 

President 

Secretary of State 

Secretary of Defense 

National Security 
Advisofr 

National Intelligance 
Director 

Chairman of the JCS 

White House Staff 

Secretary of Homeland 
Security  
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Glenn P. Hastendt mengkritisi kepentingan nasional (national interest) secara 

substantif. Menurutnya, masalah kebijakan luar negeri dapat mengambil banyak 

bentuk, tetapi kosa kata umum dan seperangkat simbol yang ada, digunakan dalam 

membahas dan memilih tawaran kebijakan. Bahasa bersama ini memungkinkan para 

pembuat kebijakan dan komentator untuk berkomunikasi satu sama lain melalui 

semacam singkatan politik, di mana beberapa frase kunci dapat menyampaikan 

banyak informasi. Namun, seperti yang sering terjadi dengan bahasa apapun, istilah 

dalam bahasa analisis kebijakan luar negeri seringkali tidak tepat. Penggunaan kata 

“kepentingan nasional” oleh banyak kalangan pun sering terjadi kesalahan. Dari 

semua konsep dalam bahasa kebijakan luar negeri AS, "kepentingan nasional" adalah 

yang paling mendasar. Tidak hanya itu, kata “kepentingan nasional” juga digunakan 

sebagai alasan utama untuk hampir semua usaha kebijakan luar negeri. “Kepentingan 

nasional” kerap digunakan untuk menjawab pertanyaan dengan penuh kepastian dan 

keyakinan.52 

Hastendt kemudian, ia menawarkan cara menganalisis persoalan kebijakan 

luar negeri dengan menetapkan arah dasar kebijakan luar negeri AS dan mengontrol 

bahasa kebijakan luar negeri AS –dengan menempatkan beberapa poin referensi, 

asumsi dan simbol– merupakan langkah pertama yang diperlukan. Kepentingan 

nasional kemudian, ditempatkan sebagai simbol yang membangun dan mendukung 

pilihan kebijakan dan menmpatkan lawan pada posisi defensif.53  

Tabel I.4 di bawah ini54 adalah perspektif yang ditawarkan Hastedt yang 

memperlihatkan tiga persoalan kebijakan luar negeri AS (international economic 

policy, terrorism, and U.S –Latin America relations) dan menggambarkan bagaimana 

kepentingan nasional dapat digunakan untuk menjustifikasi insiatif kebijakan luar 

negeri AS.  

 
                                                            
52 Glenn P. Hastendt, American Foreign Policy: Past, Present, Future, 7th edition, Pearson Prentice 
Hall, 2009, hal. 23-24 
53 Ibid.  
54 Ibid. 
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Tabel I.4 Grand Strategy 

Level of 

Abstracftion  

international 

economic policy 

terrorism U.S –Latin 

America relations 

High U.S liberal principles 
prosper in an 
international economic 
order 

First war of 21st 
century  

Manifest Destiny: U.S. 
has special 
responsibility to lead in 
region  

Medium  Protectionalism must 
remain an exception to 
the rule 

 

Multinational 
corporations produce 
growth and 
development for all 
states in the 
international system 

Preemption 
Unilateralism 
Democratization 

U.S. (Capitalist) 
pattern of development 
is most appropriate for 
Latin America 

U.S. has special 
defense responsibilities 
in region 

Low Participation in WTO 

 

Rejection Kyoto 
Protocol Tie foreign 
aid to state’s 
willingness to adopt 
procapitalist economic 
strategies 

Invasion of Afganistan 

Invasion of Iraq 

Coaliting of the willing 

Foreign aid to key 
allies 

Caribbean Basin 
Initiative 

 

Isolate Cuba 

Invade Grenada when 
request for help is 
received 

NAFTA 

Sumber: Glenn P. Hastendt, American Foreign Policy: Past, Present, Future 

Hastendt juga melihat pentingnya mempertimbangkan grand starategy dalam 

proses penentuan kepentingan nasional. Grand strategy menurutnya;  

Grand strategy is concerned with harnessing all of a country’s 
military, political, and economic resources so that they work 
together at the highest level to advance the national interest.55 

                                                            
55 Ibid., hal. 25  
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Membangun sebuah grand strategy yang efektif bukanlah tugas yang mudah. 

Membutuhkan banyak keputusan dan aksi untuk merealisasikan tujuan-tujuan 

tersebut. Menempatkan antara tujuan dan taktik adalah strategi. Dimulai pada awal 

Perang Dingin, kebijakan grand strategy AS datang bersama dengan serangkaian 

doktrin-doktrin Presiden yang menetapkan tujuan dan sasaran kebijakan luar negeri 

AS dan menentukan sarana apa yang akan digunakan untuk mencapainya. Contoh 

awal kebijakan Grand Staregy AS adalah Doktrin Manroe yang mengundang untuk 

aktif di Benua Amerika dan absen dalam hubungannya dengan Eropa; atau kebijakan 

ekspansi benua dan Open Door adalah sebuah strategi untuk mengukuhkan hubungan 

AS di Asia.56 

Situasi yang ideal muncul, menurut Baehr, dari sudut pandang para pengambil 

kebijakan, jika pertimbangan kekuasaan dan etika moral ini berpadu menjadi satu. 

Situasi ini telah berlangsung bertahun-tahun dalam politik luar negeri AS dalam 

menghadapi Uni Soviet. Dalam keadaan demikian, AS dapat mengutarakan 

perhatiannya pada HAM tanpa harus khawatir hal itu akan membahayakan 

kepentingan keamanannya. Jeane Kirkpatrick yang selama pemerintahan Reagan 

untuk sementara menjabat menjabat duta besar AS untuk PBB, untuk membuat 

pembedaan, yang sering dikutip orang antara rezim otoriter (autoritharian) yang 

masih membuka perbaikan-perbaikan dapat diadakan (dalam arti mengembangkan 

demokrasi) dan rezim totaliter (totalitarian), artinya negara komunis, yang sangat 

tidak memungkinkan perbaikan semacam itu.57      

Seperti diuraikan Baehr kebijakan luar negeri adalah hasil dari pertarungan 

kekuasaan baik hasil dari konflik maupun kerjasama di antara para pembuat 

kebijakan luar negeri. Di sana terdapat tarik-menarik kepentingan, termasuk 

pertarungan yang lebih bersifat ideologis. Perspektif realis lebih menekankan 

pentingnya kepentingan nasional, sementara, perspektif idealis lebih mengedepankan 

penegakkan dan promosi nilai-nilai AS ke seluruh dunia. Pertarungan kepentingan 

                                                            
56 Ibid., hal. 26 
57 Baehr, Op.Cit., hal. 90  
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dan kekuasaan ini menjadi dinamika politik setiap pemerintahan dalam menentukan 

kepentingannya di negara-negara lain di bidang politik, ekonomi dan keamanan. 

I.4 Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. 

Penelitian ini dilakukan terhadap satu negara di Amerika Latin, Chile dan mengambil 

kasus dukungan AS terhadp rezim Augusto Pinochet yang berkuasa antara 1973 

hingga 1990. 

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena didasari oleh beberapa 

alasan, di antaranya; Pertama, karena penelitian ini ingin menghasilkan satu 

pembahaman baru dari munculnya sebuah fenomena politik HAM di dalam kebijakan 

luar negeri. Kedua, melalui studi kasus, penulis akan membangun argumentasi kausal 

mengapa AS melakukan dukungan terhadap pemerintahan Pinochet yang anti 

demokrasi dan kerap melakukan pelanggaran HAM – satu hal yang seharusnya 

bertentangan dengan nilai-nilai yang diyakini oleh warga dan pemerintah AS. Logika 

studi kasus yaitu sebuah argumen kausal mengenai bagaimana kekuatan sosial umum 

(general social focus) membentuk dan juga memproduksi hasil dalam setting 

tertentu.58 Ketiga, Neuman lebih terbuka untuk menggunakan variasi bukti dan 

pengungkapan isu-isu baru. Untuk itulah penulis memilih metode kualitatif dalam 

penelitian mengingat pembahasan mengenai isu HAM dalam kajian ilmu Hubungan 

Internasional dikaitkan dengan kebijakan luar negeri sebuah negara merupakan hal 

yang baru.  

 

 

 

 
                                                            
58 W. Laurance Neuman, Social Research Methods; Qualitative & Quantitative Approaches, Allyn 
&Bacon, 2003, hal. 33    
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I.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan adalah kajian kepustakaan 

dan dokumentasi. Tinjauan pustaka ini diharapkan dapat menemukan beberapa hal di 

antaranya:59 

1. Melihat gambaran secara komprehensif mengenai isu HAM dalam ranah ilmu 

Hubungan Internasional, khususnya ketika HAM dijadikan salah satu dari 

kebijakan luar negeri AS 

2. Melihat fenomena standar ganda akibat kebijakan HAM dan demokrasi ketika 

harus berkompromi dengan kebijakan politik, ekonomi dan keamanan AS.  

3. Dinamika proses pembuatan kebijakan luar negeri AS 

Studi dokumen dilakukan dari sumber data primer dan data sekunder,60 seperti 

dokumen resmi organisasi dan pemerintah yang terait dengan topik penelitian. 

Dokumen ini dapat berupa laporan-laporan institusi pemerintah, dan pernyataan-

pernyataan yang mempunyai keterkaitan dengan isu yang diteliti. Untuk dokumen 

yang bersifat sekunder, penulis memperolehnya dari buku-buku.  

I.6 Analisis Data 

Aktivitas dalam analisis data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini 

secara garis besar meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan61 dalam konteks penelitian ini, langkah analisa kualitatif akan 

diterapkan sebagai berikut: 

(i) Pereduksian data. Pada tahap ini, sekumpulan informasi yang didapat akan 

direduksi ke dalam ssatu pola, kategori, ataupun tema untuk kemudian 

                                                            
59 Ibid. 
60 Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan kepada penulis, dan sumber 
data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada penulis. Prof. Dr. 
Sugiyono., Metodologi Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta: Bandung, 2006, hal, 225 
61 Ibid., hal. 246 
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diintepretasikan dengan skema tertentu.62 Kategorisasi ini didasarkan pada 

pola tema, konsep, atau kesamaan sifat.63    

(ii) Penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan 

dalam bentuk urian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya.64 Yang paling sering digunakan penelitian ini, penulis akan 

melakukan penyajian data secara deskriptif analitik, yaitu melakukan 

pengujian terhadap perangkat kategori yang didapat untuk mencari: (1) 

hubungan antara kategori-katogori yang muncul dari data, ataupun (2) 

perbandingan antar katagori data. 

(iii)Kesimpulan. Berdasarkan penafsiran data yang dilakukan pada tahap 

sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan dari penelitian yang telah 

dilakukan. Kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang 

telah diajukan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan 

temuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripisi atau 

gambaran suatu objek, yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap, 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Ia dapat berupa hubungan kausal atau 

interaktif, hipotesis atau teori.65 

Perlu diketahui bahwa kategorisasi yang dilakukan akan terus mengalami 

pengecekan dan perubahan tema seiring dengan bertambahnya terus data yang 

didapat. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi peneliti dalam memilih metode 

kualitatif, karena sulit untuk akhirnya memutuskan pada waktu apa proses 

pengumpulan data harus dihentikan.  

Berbeda dengan analisa kuantitatif, teknik analisa kualitatif akan berjalan 

secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, dan penulisan laporan naratif. 

Hal ini akan memberikan tantangan tersendiri dalam proses penelitian. Namun 

                                                            
62 John W. Creswell, Research Design: Quantitaive and Qualitative Approach, SAGE Publications, 
Inc, California, 1994, hal. 154 
63 Neuman.Op.Cit., hal.420-421  
64 Sugiyono, Op.Cit, hal. 249 
65 Ibid., hal. 253 
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demikian, hasil dari penelitian kualitatif mampu memberikan harapan bahwa hasil 

akhirnya adalah sesuatu yang mendalam dan menyeluruh. Peneliti pun akan lebih 

merasa bebas atau fleksibel dalam melihat dan menarik temuan-temuan baru seiring 

jalannya penelitian. Dalam penelitian ini, pemaparan jelas dan rinci dibutuhkan untuk 

dapat meyakinkan pembaca, bagaimana HAM dan demokrasi dalam politik luar 

negeri AS harus berhadapan dengan kepenmtingan-kepentingan lain yaitu ekonomi 

dan politik.  

I.7 Tujuan, Manfaat dan Signifikasi Penelitian  

 Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apa makna HAM dan Demokrasi 

dalam kebijakan luar negeri AS. Penelitian ini akan mencoba menemukan faktor-

faktor apa saja yang menentukan pemerintah AS dalam membuat kebijakan luar 

negeri yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diyakini negaranya, yaitu 

pemajuan demokrasi dan penghargaan terhadap HAM. Signifikansi penelitian ini 

adalah ingin membahas lebih rinci bagaimana HAM dan Demokrasi dalam politik 

luar negeri AS, dalam lanskap hubungan internasional, khususnya menyangkut Chile 

semasa pemerintahan Pinochet.  

I.8 Sistematika Penulisan  

Tesis ini akan disusun dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, kerangka teori, 

metode penulisan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab II Kebijakan 

Luar Negeri AS terhadap Demokrasi dan HAM. Dalam bab ini akan diurai peran dan 

aktor pembuat kebijakan luar negeri AS. Selain itu, bab ini juga ingin menunjukkan 

profil setiap pemerintahan dari mulai Presiden Nixon sampai Bush Sr. Bab III penulis 

akan membahas persoalan kepentingan-kepentingan AS di Chile. Apa sejatinya 

kepentingan yang melatarbelakangi AS mendukung Chile sebagai negara yang anti 

demokrasi dan pelanggar HAM. Bab IV adalah inti tesis ini di mana penulis 

mengajukan sebuah konsep untuk menjawab pertanyaan penelitian. Bab V Penutup 

adalah bab terakhir penelitian tesis ini berisi kesimpulan dan rekomendasi.     
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Bab II 

HAM dan Demokrasi Sebagai Kebijakan Luar Negeri AS 

 

Bab ini akan membahas politik luar negeri HAM dan demokrasi AS. Apa 

tujuan, siapa saja aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, filosofi apa yang 

mendasarinya, dan perdebatan macam apa yang ada di dalamnya, serta bagaimana 

implementasi kebijakan luar negeri tersebut, khususnya pada masa pemerintahan 

Richard Nixon sampai George H.W. Bush. Setiap periode kepemerintahan akan 

dibahas. Bagaimana peran Presiden, Kongres, Departemen Luar Negeri atau 

Department of State, bantuan luar negeri, dan tantangan-tantangan apa saja dalam 

membuat kebijakan luar negeri. Dengan kata lain, bab ini akan membuat profil secara 

lebih rinci kebijakan HAM dan Demokrasi AS pada setiap pemerintahan, mulai 

Nixon sampai Bush Sr. 

Menurut Clair Apodaca,66 kebijakan luar negeri AS adalah hasil dari 

pertarungan kekuasaan (power struggle) baik hasil dari konflik dan kerjasama di 

antara para pembuat kebijakan luar negeri. Di sana terdapat tarik-menarik ideologi, 

kepentingan antara presiden dan kongres, dan para senat. Dalam level praksis, U.S 

Department of State adalah lembaga formal di bawah Presiden yang 

bertanggungjawab terhadap persoalan kebijakan luar negeri AS. Meskipun demikian, 

akan dijelaskan lebih lanjut peta distribusi kekuasaan menyangkut pembutan 

kebijakan luar negeri AS.  

II.1 Kebijakan HAM dan Demokrasi AS     

Dalam situs resminya U.S. Department of State dikatakan, maksud dari 

kebijakan HAM AS adalah:  

                                                            
66 Clair Apodaca, U.S Human Rights Policy, a Paradoxical Legacy, Routledge, 2006, hal. 27 
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The protection of fundamental human rights was a foundation 
stone in the establishment of the United States over 200 years 
ago. Since then, a central goal of U.S. foreign policy has been 
the promotion of respect for human rights, as embodied in the 
Universal Declaration of Human Rights. The United States 
understands that the existence of human rights helps secure the 
peace, deter aggression, promote the rule of law, combat crime 
and corruption, strengthen democracies, and prevent 
humanitarian crises67. 

Berdasarkan maksud tersebut, Pemerintah AS mencoba mengimplementasikannya 

dengan: 68 

‐ Menjaga pemerintahan yang bertanggungjawab terhadap kewajiban mereka 

berdasarkan norma-norma universal hak asasi manusia dan instrumen 

internasional HAM; 

‐ Mempromosikan penghormatan HAM, termasuk kebebasan dari penyiksaan, 

kebebasan berekspresi, kebebasan pers, hak-hak perempuan, hak-hak anak, 

dan perlindungan kaum minoritas; 

‐ Mempromosikan aturan hukum, akuntabilitas, dan penolakan terhadap setiap 

bentuk impunitas; 

‐ Membantu upaya reformasi dan memperkuat kapasitas kelembagaan 

Komisioner Tinggi PBB untuk HAM dan Komisi Hak Asasi Manusia PBB, 

dan 

‐ Mengkoordinasikan kegiatan hak asasi manusia dengan sekutu penting, 

termasuk Uni Eropa, dan organisasi regional.  

Sementara demokrasi, bagi U.S.Department of State adalah:  

Democracy and respect for human rights have long been 
central components of U.S. foreign policy. Supporting 
democracy not only promotes such fundamental American 
values as religious freedom and worker rights, but also helps 
create a more secure, stable, and prosperous global arena in 

                                                            
67 http://www.state.gov/g/drl/hr/index.htm, diunduh pada 16 Maret 2011 pukul 22.05 WIB 
68 Ibid. 
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which the United States can advance its national interests. In 
addition, democracy is the one national interest that helps to 
secure all the others. Democratically governed nations are 
more likely to secure the peace, deter aggression, expand open 
markets, promote economic development, protect American 
citizens, combat international terrorism and crime, uphold 
human and worker rights, avoid humanitarian crises and 
refugee flows, improve the global environment, and protect 
human health.69 

Dengan tujuan tersebut Pemerintah AS melaksanakannya dengan;70  

‐ Mempromosikan demokrasi sebagai alat untuk mencapai keamanan, stabilitas, 

dan kemakmuran untuk seluruh dunia; 

‐ Membantu negara-negara demokrasi yang baru dibentuk dalam menerapkan 

prinsip-prinsip demokrasi; 

‐ Membantu pendukung demokrasi di seluruh dunia untuk membangun 

demokrasi hidup di negara mereka sendiri, dan 

‐ Mengidentifikasi dan mengkritik rezim yang menyangkal hak warganya untuk 

memilih pemimpin mereka dalam pemilu yang bebas, adil, dan transparan. 

Saat mencermati setiap tujuan yang ditetapkan dan yang ingin dicapai 

pemerintah AS (Department of State), dan mengaitkannya dengan realitas sejarah 

kebijakan luar negeri AS di beberapa negara, terdapat banyak sekali ketidaksesuaiaan 

antara prinsip dan implementasinya. Ada semacam gap yang tercipta dari persoalan 

ini. Sehingga tujuan normatif kebijakan luar negeri AS terhadap HAM dan demokrasi 

ambivalen terhadap realitas politik yang dilaksanakan.  

Sama seperti Apodaca, Alen P. Dobson dan Stave Mars melihat ambivalensi 

ini terjadi karena konflik kepentingan dan kompleksitas antara aktor pembuat 

kebijakan, ideologi yang diperjuangkan, kepentingan nasional yang diprioritaskan 

dan pilihan strateginya serta faktor-faktor eksternal global yang memengaruhinya. 

                                                            
69 http://www.state.gov/g/drl/democ/index.htm, diunduh pada 16 Maret 2011, pukul 21.15 WIB 
70 Ibid. 
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Komplekstias tersebut muncul ketika ingin menyelesaikan berbagai ketegangan 

antara nilai-nilai demokratis yang diyakini negara, dan bagaimana mereka 

menentukan kepentingan nasional serta mengimplementasikan kebijakan luar 

negerinya dalam situasi yang dinamis. 71 

Pada bagian berikut, kompleksitas tersebut akan diurai mulai dari bagaimana 

kebijakan luar negeri dibuat. Mulai dari persoalan paradigma apa yang digunakan 

oleh para pembuat kebijakan luar negeri, bagaimana perdebatannya dalam khazanah 

ilmiah, strategi apa yang dipilih oleh AS untuk melaksanakan politik luar negerinya, 

sampai, aktor-aktor siapa saja yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya, akan diurai 

siapa saja aktor pembuat kebijakan luar negeri dan apa saja kewenangannya.  

II.1.1 Ideologi dalam Kebijakan Luar Negeri AS   

Debat mengenai bagaimana membuat kebijakan luar negeri terbentur pada 

argumentasi antara teori ideologi yang melatarbelakanginya; realisme dan idealisme. 

Realisme menjelaskan bagaimana kebijakan luar negeri dalam kaitannya dengan 

keamanan untuk mencapai power yang maksimum. Hal ini didasari oleh argumentasi 

bahwa arena internasional adalah ruang yang anarki (tanpa adanya central 

government). Power yang maksimum diperlukan untuk mencari “survive” bagi 

dirinya sendiri. Penggunaan kekuatan militer, diplomasi, balance of power membuat 

sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi adalah seluruh pilihan 

yang dapat dieksplorasi demi tercapainya keamanan nasonal. Negara-negara lain 

tidak bisa dinilai sebagai teman atau karakter domestiknya atau dengan intensi negara 

tersebut. Karena, dengan power mereka dan pertemanan kini bisa jadi berubah 

menjadi musuh pada hari esok dan sebaliknya72. Bagi realis, rezim adalah tergantung 

disposisinya dan penggunaan kekuatan moral seluruhnya adalah tidak relevan. Persis 

seperti apa yang ditangkap Stalin dalam sebuah pertanyaan, “berapa jumlah pasukan 

yang dimiliki Paus? Realis, lalu akan berkonflik dengan klaim bawa antar negara 

                                                            
71 Alan Dobson and Steve Marsh, US Foreign Policy Since 1945, Routledge, 2nd Edition, 2006    
72 Ibid., hal 3 
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demokrasi tidak akan berperang satu sama lain dan dengan tujuan Amerika Serikat 

saat ini untuk mendemokratisasi dunia sebagai satu strategi untuk mencapai 

perdamaian dunia.”73           

Pendekatan realis sering disebut amoral, tetapi kaum realis memiliki dua 

jawaban. Pertama, dalam ketidaksempurnaan dunia adalah bertolak belakang untuk 

melihat lembaga moral sebagai pilihan antara mengikuti atau berpaling dari prinsip-

prinsip moral. Lebih dari itu lembaga moral perlu dilihat sebagai sebagai praktek 

dilematis dari pilihan imperatif-imperatif moral – bertarung hanya karena ada 

penyebabnya, atau geram karena tidak dibunuh. Kedua, kaum realis justru ingin 

mengamankan Negara, sebab mereka percaya hal ini dijiwai dengan moral yang 

tinggi.74     

Idealis memiliki pandangan optimis mengenai humanitas dan hal itu 

berpotensi untuk berkompromi, akomodasi, melakukan tindakan rasional dan bekerja 

sama. Idealis Amerika Serikat berdiri untuk “self determination”, pemilihan umum 

bebas, diplomasi terbuka, hak asasi manusia, pembangunan ekonomi melalui pasar 

bebas, dan menolak penggunaan perang, namun melalui organisasi internasional 

membuat hukum dan collective security. Tidak seperti realis, mewujudkan salah satu 

visinya yaitu kerjasama multilateral dengan negara-negara lain lebih dari sekadar 

percaya kepada aliansianya. Idealis memandang setiap orang adalah unik dan 

berharga dan harus tidak bisa diancam dalam arti penghilangan hak politiknya. Idealis 

mempertahankan prinsip-prinsip tersebut dengan menghitung secara teliti dalam 

merumuskan kepentingan nasional dan pencapaian hasilnya serta dengan hati-hati 

masuk dalam sistem internasional yang anarki dan bahaya.75      

Debat antara idealis dan realis telah berkembang dan menghasilkan berbagai 

teori hubungan internasional. Pertama, neo-realis yang menerima beberapa asusmsi 

                                                            
73 M.W. Doyle, ‘Kant, Liberal Legacies and Foreign Affairs,’ Philosophy and Public Affairs, 12:3, 
1983, 205–35; 12:4, 1983, 323–53. 
74 Dobson, Op.Cit., hal. 3 
75 H.J. Morgenthau, A New Foreign Policy for the United States, London: Pall Mall Press, 1969, 
Chapter 7 
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dasar realisme dan melakukan identifikasi karaketer dan distribusi power dalam 

sistem anarki sebagai kunci dalam menjelaskan variabel-variabelnya atau sebagai 

logika dalam melihat sistem internasional. Kedua, neo-liberal yang membagikan 

premis dasar idealisme percaya bahwa dirinya mampu melampaui dunia yang anarki 

dan dilema keamanan sebagai logika dasar neo-realis.  

Ketiga, Alexander Wendt membangun teori konstruktivisme yang meragukan 

pemikiran dasar realis, idealis, neo-realis dan neo-liberal tentang anarki. Baginya, 

anarki adalah apa yang negara lakukan sendiri untuk mereka (anarchy is what states 

make of it). Anarki hanya membutuhkan logika sebagai berfungsinya struktur yang 

harus di letakkan di dalamnya. Wendt melihat struktur internasional sebagai 

konstruksi sosial (social construct) dan terbuka kemungkinan untuk berubah secara 

radikal dan hal ini menjadi kontemplasi baik bagi neo-realis maupun neo-liberal. 

Tetapi setelah menegaskan kemungkinan tersebut ia menyebut terdapat tiga level 

makro struktur sistem; Hobesian, Lockean dan Kantian yang dikarakterkan berturut-

turut dengan cara penuh kekerasan, fatalis atau kekerasan singkat serta tanpa 

kekerasan.76 

II.1.2 Strategi Politik Luar Negeri AS 

 AS seperti diyakinkan oleh para pendirinya sebagai negara dengan misi 

menyebarkan bentuk khusus dari politik moral, sering diungkap dalam terminologi 

‘exceptionalism’. Adalah John Winthrop sebelum deklarasi kemerdekaan AS 

memiliki visi untuk membangun bangsa bermoral seperti “a shining City upon the 

Hill.”77 Seperti revolusi yang lain, orang-orang Amerika juga membawa sesuatu yang 

berbeda bagi pemerintahannya.  

Humanitas diyakini sebagai hak untuk hidup, merdeka dan memperoleh 

kebahagiaan, dan pencerahan rasionalitas yang membentuk pemerintah yang 

                                                            
76 A. Wendt, Social Theory of International Politics, Cambridge: Cambridge University Press, 1998, 
hal. 249 
77 Dobson, Op.Cit., hal. 4 
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seharusnya melindungi hak-hak warga negaranya. Hal ini telah dibuktikan dengan 

mengontrol kekuasaan dengan konstitusi dan sebuah “bill of rights” serta membuat 

sistem yang memungkinkan untuk dilakukannya “check and balances” di antara 

pemerintahan federal (federal executives), legislator, dan para penegak hukum serta 

palemen di Kongres.  

Dari sana, sejarah komitmen pada penghormatan terhadap kebebasaan yang 

dibatasi hukum lahir dan berkembang. Ketika proses pembuatan kebijakan dalam 

negeri dibuat secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai lingkungan 

politik, yang terus mencari konsensus  dari nilai-nilai yang diyakininya benar.  

Arena politik luar negeri jelas berbeda. Hal itu tidak mudah membuat sebuah 

kebijakan dalam lingkungan yang memiliki tradisi kuat menegakkan prinsip-prinsip 

demokrasi di mana semuanya bisa dibandingkan dengan cara pembuatan kebijakan 

dalam negeri serta sedikitnya institusi yang mampu membuat persamaan bentuk 

aturan bersama. Lingkungan internasional berciri anarkis, self-help, dan politik untuk 

power, di mana survival adalah prioritas utamanya. Hal ini jelas menelurkan 

persoalan tersendiri.    

Pertengahan tahun 1970-an, Presiden Carter menegaskan jika HAM sebagai 

prisip yang absolut. Namun pada prakteknya ditemukan bahwa kebutuhan utama 

untuk kepentingan nasional mampu mengubahnya menjadi nilai-nilai moral yang 

relatif. Contohnya, Iran adalah aliansi yang sangat penting untuk membendung 

komunisme. Fakta bahwa Iran mengabaikan HAM hal tersebut akhirnya bisa 

ditoleransi. Pertanyaannya kemudian, untuk hal apa saja AS menggunakan prinsip 

kebijakan luar negeri yang demokratis? Dan seberapa jauh AS mampu menyebarkan 

nilai-nilai universal tersebut?  

Pertanyaan-pertanyaan tersebut selalu berhadapan dengan pandangan maupun 

strategi AS sendiri setiap merespon berbagai situasi dalam hubungan internasional. 

Pertama adalah strategi isolasionis, di mana AS tidak campur tangan terhadap apa 

yang terjadi di Eropa, sebab negara-negara di Eropa waktu itu lebih kuat dari AS dan 
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karena mereka bereprang satu sama lain, dalam perebutan kekuasaan politik yang 

imoral. Isolasionis juga sering diidentifikasi serupa dengan unilateral yang ingin 

bertindak sendiri dalam arena hubungan internasional.  

Kedua adalah internasionalisme yang mana bertujuan untuk menyebarkan 

gagasan kebebasan, untuk mengejar kepentingan ekonomi AS, dan membentuk abad 

ke-20 dengan prinsip-prinsip AS. Selama Perang Dingin, terjadi situasi kontras di 

mana prinsip-prinsip ini dijalankan di luar negeri, sementara di dalam negeri AS 

sendiri mengabaikan hak-hak kulit hitam, dan hak-hak masyarakat adat di Amerika 

bagian Utara. Hal ini menjadi amunisi bagi Soviet untuk melakukan propaganda. 

Internasonalisme sering disatukan dalam kebijakan multilateral dalam kaitannya 

dengan kerjasama dengan negara-negara lain untuk mencapai tujuan bersama yang 

lebih besar, meski terkadang tidak begitu penting. George W. Bush adalah seorang 

internasionalis, dengan menjalin kerjasama dengan komunitas dunia. Tetapi 

administraturnya memiliki ciri unilateralis dalam hal menentukan dan melaksanakan 

kebijakan.78 

Pada abad ke-18 dan ke-19 isolasionis dan internasionalis dilihat secara lebih 

kuat. Isolasionis dari Eropa mendapat kritik tajam pada 1823 ketika muncul Doktrin 

Manroe, yang menentang tindakan isloasinis terhadap Eropa sebagai tindakan yang 

tidak bersahabat. Isolasionis kemudian menjadi kebijakan yang kompromistis sejak 

melihat persoalan Eropa. Di tempat lain, AS memburu dengan kejam orang-orang 

Indian, Canada dan Mexico. Perang dengan Spanyol pada 1898 membawa AS 

menguasi Philipina, Kuba, dan beberapa kepulauan di Pasifik. Pada akhirnya, politik 

lebih digerakkan oleh keserakahan. Baik dari perluassan wilayah, keuntungan 

ekonomi dan keinginan untuk menyiarkan kebebasan ke seluruh penjuru dunia.79   

Pada awal abad ke-20, tepatnya ditahun 1918, Wilson mengundangkan empat 

belas poinnya yang terkenal. Mereka rekonsiliasi dengan isolasionisme dan 

internasionalisme dengan menguniversalisasi nilai-nilai AS. Sistem dunia lama 
                                                            
78 Ibid., hal. 6 
79 Ibid. 
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digantikan oleh sistem dunia baru yaitu internasionalisme –perdagangan bebas, self-

determination, dan membentuk organisasi collective security yaitu Liga Bangsa-

Bangsa, untuk mencegah perang terjadi.80  

Sampai saat ini tanda pertempuran antara unilateralisme dan multilateralisme 

untuk menentukan karakter internasionalisme AS masih terus berlangsung. Baik 

unilateralisme maupun multilateralisme memiliki kelebihan dan kekurangan bagi para 

pembuatan kebijakan. Uniteralisme memiliki ciri lebih menentukan dengan sedikit 

kompromi dan akomodasi dan sering dilihat sebagai sebagai strategi utama satu-

satunya superpower. Pemerintahan Bush lebih terlihat unilaterisme dengan 

menggunakan hard power AS untuk kepentingan keamanan AS dan untuk 

mendemokratisasi dunia. Meski bagaimana pun kuatnya hard power AS kini harus 

berhadapan dengan nilai-nilai AS dan harus melalui proses legitimasi dan memiliki 

kewenangan –apa yang disebut Joseph S. Nye harus mengacu soft power yang sangat 

diperlukan oleh AS.81 

Jadi pertanyaannya kemudian, bisakah politik luar negeri AS hanya bisa 

didikotomikan pada definisi antara isolasionisme dan internasionalisme, realisme dan 

idealisme, serta unilateralisme dan multilateralisme? Jawabannya tentu saja tidak. 

Faktanya, tidak ada pemisahan yang jelas antara politik luar negeri dan politik dalam 

negeri yang sejatinya bisa membentuk dikotomi isolasionisme dan internasionalisme. 

Sama halnya dengan idealisme dan realisme, selalu terjadi percampuran di antara 

keduanya. Tidak ada realis AS yang menjalankan kebijakan luar negerinya tanpa 

merayakan hak-haknya, kebebasan, dan kebijakan ekonomi yang mengijinkan nilai-

nilai untuk mempengaruhi sebuah kebijakan. Begitu sebaliknya, tidak ada idealis 

yang menjalankan prinsip moralnya secara penuh ketika berhadapan dengan 

kebutuhan keamanan negaranya sendiri yang berharga. Kebijakan Bush menginvasi 

Iraq pada Maret 2003, bisa dilihat sebagai satu kebijakan yang didasari oleh strategi 

                                                            
80 Ibid., hal. 7 
81 J.S. Nye, The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower Can’t Go It Alone, 
New York: Oxford University Press, 2002 

Dukungan Amerika..., Awigra, FISIPUI,2011



 

37 

 

Universitas Indonesia 

unilateralisme. AS pada waktu itu tampil sebagai super power tunggal, namun 

seharusnya juga dilihat bahwa ada fakta dukungan dari pasukan Inggris dan Polandia 

dalam melaksanakan invasi tersebut. Unilateralisme masih juga terkontaminasi 

multilateralisme.82  

Menempatkan berbagai strategi di atas harus lebih sensitif dan jeli. 

Seharusnya hal tersebut (idealisme-realisme, isolasiosionisme-internasionalisme, dan 

unilateralisme-multilateralisme) bukan sekadar dimaknai sebagai pengertian definisi 

keilmuan per se, melainkan juga harus dilihat sebagai nuanasa dan seharusnya 

digunakan sebagai alat analisa awal. Dengan kata lain, tidak pernah ada jawaban yang 

pasti secara tepat dengan posisi dikotomis. Selalu ada irisan dalam setiap pembutan 

kebijakan di jantung pembuat kebijakan luar negeri AS.83 

II.1.3 Aktor Pembuat Kebijakan Luar Negeri AS  

Secara formal pembuat kebijakan luar negeri di AS terdiri atas Eksekutif dan 

Legislatif. Judikatif memiliki peran yang tidak signifikan. Pemisahan power dalam 

pembuatan kebijakan luar negeri dimulai pada 1945 dengan serangkaian birokrasinya. 

Presiden sebagai Commander in Chief (CIC) dari angkatan bersenjata dan 

kepala diplomat dengan power untuk membuat sejumlah perjanjian diplomatik dan 

menegosiasikan perjanjian internasional. Ia juga bisa membuat kebijakan di dalam 

negerinya seperti Doktrin Truman (1949). Distribusi kekuasaan Presiden sebagai CIC 

menguasai angkatan bersenjata dibatasi baik oleh Congress’s constitutional 

prerogative untuk mendeklarasikan perang maupun War Powers Act (1973). Presiden 

diijinkan untuk menurunkan pasukan dan melakukan penyerangan hanya dalam 

waktu 90 hari tanpa persetujuan dari Kongres (Chapter 7).  Pada cabang pembagians 

kekuasaan di eksekutif, terdapat mekanisme check and balances terhadap presiden. 

                                                            
82 Dobson, Op.Cit., hal. 7 
83 Ibid., hal. 8 
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The State Department-lah sebagai formal foreign office dari AS. Pada abad ke-19 

departemen ini masih kecil dan amatir, tidak banyak yang bisa dilakukan.84  

U.S. Department of State atau Departemen Luar Negeri adalah institusi resmi 

sebagai wakil presiden untuk urusan luar negeri dengan tugas khususnya sebagai 

berikut;  

the lead U.S. foreign affairs agency, and the Secretary of State 
is the President’s principal foreign policy adviser. The 
Department advances U.S. objectives and interests in shaping 
a freer, moresecure, and more prosperous world through its 
primary role in developing and implementing the President’s 
foreign policy85 

Department of State khususnya biro Demokrasi, HAM dan Buruh (DRL) atau 

yang sekarang dikenal dengan Beaureau Human Rights and Humanitarian Affairs 

(HA) juga wajib mengumpulkan informasi mengenai HAM dan melaporkannya 

kepada Kongres dalam bentuk country reports pelaksanaan dukungan terhadap HAM 

di negara-negara lain yang mendapat bantuan ekonomi AS kepada Kongres. 

Sementara, kemampuan Kongres dalam merespon laporan dan menentukan jumlah 

bantuan luar negeri AS terhadap negara-negara lain adalah kunci penting bagi 

kebijakan luar negeri. Dengan kata lain, bantuan adalah alat penting bagi politik luar 

negeri AS. Persoalan bantuan luar negeri AS akan dibahas pada bagian tersendiri 

dalam bab ini.86  

Departemen ini berkembang sejak berakhirnya Perang Dunia II dan awal 

Perang Dingin ketika Presiden Truman menunjuk George Marshal dan Dean 

Archeson (1949-53). Setelah itu, setiap pemerintahan memiliki orang-orang yang 

cukup berpengaruh dalam kebijakan luar negeri AS selain Presiden sendiri. Nama-

nama sepeti Warren Christoper (1993-97), Madeline Albright (1997-2001), Donald 

Rumsfled (2001-09), serta Hilary Clinton tentu tidak asing lagi dalam khazanah 

                                                            
84 Ibid., hal. 9 
85 http://www.state.gov/r/pa/ei/rls/dos/436.htm, diunduh pada 4 April 2011 
86 Ibid.  
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politik luar negeri AS. Pada masa pemerintahan Bush Wakil Presiden Dick Cheney 

juga mengambil bagian paling strategis dari kebijakan luar negeri keamanan AS.87 

Secara umum pembagian kekuasaan dalam pembuatan kebijakan luar negeri 

membuat hubungan semacam ini; Kongres menempatkan pondasi untuk kebutuhan 

HAM AS dalam kaitannya dengan mengikat Presiden pada komitmennya 

mewujudkan visi AS dan menempatkan urusan moral dalam kebijakan luar negeri. 

Maka agenda HAM dalam kebijakan luar negeri AS seperti sebuah konsekuensi yang 

tidak diinginkan atau tidak disengaja (unintended consequences). Bantuan luar negeri 

adalah alat berharga untuk kebijakan luar negeri AS. Melawan eksekutif, Konggres 

menekan persyaratan HAM melalui State Department, Treasury Department.  

II.1.4 Bantuan Luar Negeri AS dan HAM  

Menurut Apodeca,88 AS menyediakan bantuan luar negeri untuk membantu 

persoalan ekonomi dan meningkatkan standar hidup. Promosi demokrasi dan 

perlindungan terhadap HAM adalah tujuan utama dari strategi bantuan luar negeri 

AS. Bantuan AS berkontribusi terhadap keamanan global dengan mencegah  ancaman 

human security, seperti pelanggaran HAM, persebaran penyakit, ledakan penduduk, 

degradasi lingkungan, dan meningkatnya kesenjangan sosial antara yang kaya dan 

yang miskin. Ketidakstabilan politik sering terjadi sebagai pelanggaran HAM akibat 

ketidakmerataan penghasilan. Banyak yang percaya bahwa kemiskinan dan represi 

sering menyebabkan ketidakstablian sosial dan kerusuhan sipil, yang mana hal 

tersebut dapat mendorong terjadinya pengungsian, terorisme, dan membuat AS 

kurang aman. Bantuan ini membuat AS lebih aman, dan menciptakan dunia lebih 

damai, yang mana hal tersebut juga mendukung kepentingan AS.   

Tetapi, seringkali bantuan AS disediakan untuk kepentingan-kepentingan AS 

daripada untuk tujuan kemanusiaan. Bantuan AS juga bisa digunakan lebih lanjut 

untuk kepentingan ekonomi seperti membuka pasar luar negeri, mensubsidi 
                                                            
87 Dobson, Op.Cit., hal. 12 
88 Apodaca, Op.Cit., hal.13-28 
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perusahaan-perusahaan lokal, dan menyediakan lapangan kerja bagi tenaga kerja AS. 

Bantuan AS juga dapat digunakan sebagai promosi kepentingan strategis AS untuk 

memiliki hak membangun dan mempertahankan kepentingannya di luar negeri, 

memperkuat aliansi, atau menjaga rezim pro-AS tetap berkuasa. Bantuan AS 

digunakan untuk menjaga hubungan baik dengan pemerintah luar negeri. Tetapi, 

bantuan juga bisa digunakan untuk mendukung rezim otoriter juga. Artinya, 

kebijakan luar negeri juga dapat digunakan untuk tujuan politik, sebagai hadiah 

menjaga kepentinagn AS.89  

Dalam konteks menjaga hubungan strategis dengan negara lain banyak orang-

orang di pemerintahan AS percaya bahwa AS seharusnya mengabaikan persoalan 

HAM dalam mengejar tujuan yang lebih krusial. Sebagai contoh, perang melawan 

terorisme, AS harus berpartner dengan negara-negara yang diragukan komitmen 

perlindungan HAM-nya seperti Pakistan. Argumentasi pertama adalah pemerintah AS 

percaya bahwa kepentingan ekonomi, militer dan dukungan strategis tidak dapat 

terhabat oleh apa yang sering disebut sebagai keprihatinan ideal untuk HAM. 

Kepentingan AS melawan terorisme bisa akan sangat baik dilayani dengan 

mendukung rezim otoriter dan lalim. Argumentasi kedua adalah bagaimana HAM 

dapat diabaikan karena standar HAM kerap diasosiasikan kalim cultural relativist 

sebagai hal yang tidak universal, tetapi sangat kultural dan spesifik setiap wilayah. 

Ide HAM barat fokus pada persoalan hak sipil dan politik. Oleh karena itu, dengan 

memaksakan pemerintahan negara lain mengikuti standar HAM AS hal tersebut 

sesungguhnya AS telah mengingkari integritas negara yang bersangkutan.90  

Argumentasi ketiga hubungan antara bantuan asing dan HAM adalah bahwa 

bantuan asing adalah salah satu strategi Amerika Serikat digunakan untuk 

mempengaruhi pemerintah asing pada berbagai isu. Bantuan militer dan bantuan 

ekonomi kadang-kadang hanya dipandang sebagai alat politik yang memungkinkan 

AS dapat mengakses dan mempengaruhi masalah dalam negeri dan luar negeri negara 

                                                            
89 Ibid. 
90 David Heaps, Human Rights and U.S. Foreign Policy, New York, 1984, hal. 23  
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lain. Keempat adalah argumentasi jika menolak bantuan ekonomi dan militer AS 

maka bisnis pabrik-pabrik senjata AS akan terancam.91  

II.1.5 Perubahan Konteks dan Tantangan Demokrasi  

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, terjadi perubahan tantangan dari 

hubungan internasional. Bagaimana mendamaikan ketegangan antara respon untuk 

konstrain konstitusional berdasar prinsip-prinsip demokrasi dan praktek kebijakan 

luar negeri dimana power telah dikorupsi dalam domain dalam maupun luar negeri. 

Pembangunan teknologi persenjataan (khususnya, Intercontinental Ballistic Missiles 

[ICBMs]) menjadi domain presiden dari sekadar membangun institusi pada masa 

Perang Dingin. Khususnya dalam merespon Blokade Berlin tahun 1948 dan Krisis 

Misil Kuba oleh Soviet tahun 1962.  

Situasi berakhirnya Perang Dingin ditandai dengan tumbangnya Tembok 

Berlin juga diikuti oleh penyesuaian respon kebijakan luar negeri AS khususnya 

terhadap negara-negara eks anggota Pakta Warsawa di Balkan. Dari sana pun, NATO 

atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara harus mereformasi dirinya ketika lawan 

politiknya telah mengundurkan diri dari arena “pertempuran”. Demokratisasi di 

negara-negara eks komunis menjadi prioritas utama politik luar negeri AS.  

Sementara, pasca 9/11 situasi dunia menjadi semakin kompleks. Perang 

melawan terorisme menjadi respon AS –khususnya pada saat Pemerintahan Bush, 

atas situasi dunia yang berubah ini. Kompleksitas ini disebabkan oleh ciri teroris yang 

tidak tidak terlalu berkepentingan melakukan diplomasi dan negosiasi dan hal ini 

perlu ditangkal.  

II.2 Implementasi Kebijakan HAM AS  

Kebijakan HAM AS secara periodesasi, dikategorikan ke dalam empat fase 

pasca Perang Dunia II:92 

                                                            
91 Ibid. 
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‐ 1945 – 1952: Limited support  

‐ 1953 – 1974: Neglect  

‐ 1974 – 1980: Renewed Interest  

‐ 1981 – 1988: Exceptionalism Triumphant  

Kebijakan luar negeri AS dari 1945 sampai akhir 1980-an didominasi oleh isu 

antikomunis. Meski selama masa kepemimpinan (liberal democratic) seperti Presiden 

Harry Truman, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, dan Jimmy Carter, ketakutan 

akan komunis tetap menjadi keprihatinan penting. Buktinya adalah Perang Korea 

dimulai sejak masa kepemimpinan Truman, kemudian perang Vietnam dimulai pada 

saat kepemimpinan Kennedy dan Johnson.  

Sementara kebijakan luar negeri Jimmy Carter yang lebih memprioritaskan 

promosi penghormatan terhadap HAM dan demokrasi dengan membuat kebijakan 

yang mengabaikan ‘another Cuba’. Menurut Carter AS memiliki tanggung jawab dan 

hak legal di bawah piagam PBB dan hukum internasional untuk menentang setiap 

kekerasan terhadap HAM. Carter juga tidak setuju bahwa persoalan HAM adalah 

persoalan Negara masing-masing. Namun, kebijakan ini banyak ditentang oleh 

presiden-presiden lain.  

 Kebingungan terhadap HAM dan sentimen antikomunis diperkuat oleh apa 

yang dikatakan ilmuan politik sebagai American exceptionalism, sebuah kepercayaan 

bahwa AS adalah bentuk lain (dan secara umum superior) dari hampir semua negara. 

Isolasionis adalah variasi lain dari American exceptionalism, tercermin dengan 

gamblang dalam George Washington’s Farewell Address; AS adalah Negara seperti 

pelita dari harapan untuk sebuah oppressed world. Intervensionis lebih sering 

dilekatkan pada kepentingan internasional AS dengan HAM atau sebagai AS 

biasanya meletakkan itu dalam bingkai “demokrasi”. Logika yang akhirnya bekerja 

                                                                                                                                                                          
92 David P. Forsythe, Human Rights in U.S Foreign Policy: Retrospect and Prospect, Political Science 
Quarterly, No. 3, 1990, hal. 436-442    
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adalah: komunis berlawanan dengan HAM. Untuk itulah, kebijakan AS melawan 

komunisme internasional sama artinya dengan perjuangan HAM. 

American exceptionalism, sering disama artikan dengan pendefinisian sepihak 

tentang HAM. Fakta yang terjadi adalah ketika exceptionalism dan anti komunis 

menyumbang pada sebuah pemahaman AS untuk menghilangkan hak ekonomi, sosial 

dan budaya. AS hanya menjamin hak sipil dan politik. Sebab hampir semua 

pemahaman masyarakat AS jika mendengar kata HAM, ada tendensi kuat untuk 

melihat sisi pemenuhan hak ekonomi dan sosial, sebagai hal yang terpenting.  

II.2.1 Pemerintahan Nixon dan Ford 

 Agenda kebijakan luar negeri pemerintahan Richard Nixon beserta 

birokrasinya kerap didasarkan pada kepntingan nasional dan power dan tidak 

didasarkan pada moral. Kolaborasi Nixon-Kissinger dalam memajukan perspektif 

kebijakan luar negerinya dengan apa yang disebut dengan ‘real politik’. Realpolitik 

didasarkan pada praksis politik dengan mengadopsi paradigma realis dan menolak 

intervensi moral. Pemerintahan Nixon juga menghubungkan antara bantuan luar 

negeri dengan prestasi pemajuan HAM suatu negara. Realpolitik menjadikan HAM 

sebagai agenda sekunder dari keamanan nasional AS.  

Bagi Henry Kissinger kepentingan keamanan nasional AS pertama adalah 

membendung Soviet, selalu mengalahkan persyaratan HAM. Keputusan membuat 

kebijakan luar negeri harus didasarkan pada pertimbangan persyaratan keamanan 

nasional, bukan moralitas. Dalam audiensinya di Senat pada 1973, Kissinger 

mengkonfirmasi bahwa Pemerintahan Nixon  menolak tujuan HAM dalam kebijakan 

luar negeri;  

I believe it is dangerous for us to make the domestic policy of 
countries around the world a direct objective of American 
foreign policy. . . . The protection of basic human rights is a 
very sensitive aspect of the domestic jurisdiction of . . . 
governments. . . . If the infringement of human rights is not so 
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offensive that we cannot live with it, we will seek to work out 
what we can with the country involved in order to increase our 
influence. If the infringement was so offensive that we cannot 
live with it, we will avoid dealing with the offending country.93 

Penolakan Nixon pada HAM berimplikasi langsung pada alokasi bantuan luar 

negeri AS. Di bawah Nixon, alokasi bantuan luar negeri ditujukan untuk melihat 

catatan HAM sebuah negara, atas nama kerjasama, keamanan, perdamaianan dunia, 

dan prinsip kedaulatan negara. Bantuan luar negeri menjadi alat yang digunakan 

untuk tujuan geopolitik dan kepentingan strategis –membendung persebaran 

komunisme dan untuk menjaga kekuatan Soviet terkontrol. Pemerintahan Nixon 

langsung mengalokasikan bantuan luar negeri untuk tujuan pembendungan 

komunisme dan memperkuat kampanye militer. Bagi Nixon, yang berperspektif 

realis, HAM adalah urusan domestik. Maka, pada masa Noxon, kebijakan luar negeri 

AS tidak mengambil peran aktif pada isu-isu HAM. 

Presiden mendapat perlawanan dari kongres menyangkut kebijakan luar 

negerinya yang mengabaikan isu HAM. Nixon terus ditekan oleh Kongres untuk 

memberikan prioritas yang tinggi terhadap masalah-masalah HAM. Rekomendasi 

dari tekanan Kongres ini pada akhirnya melahirkan biro HAM di dalam tubuh State 

Department. Adalah Donald Fraser, anggota Konggres yang didaulat sebagai 

chairman dari Sub Komisi International Organizations (selanjutnya diubah namanya 

menjadi Sub Komisi HAM dan Organisasi Internasional) telah melakukan 40 (empat 

puluh) kali rapat dengar pendapat untuk membuktikan berbagai pelanggaran HAM di 

berbagai penjuru dunia dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perhatian 

prioritas kepada HAM sebagai garda depan kebijakan luar negeri AS.  

Tantangan dari Kongres adalah bagaimana kebijakan luar negeri AS harus 

merupakan cerminan prinsip-prinsip moral negara. Dan bantuan luar negeri juga 

ditujukan seharusnya bagi rezim yang demokratis dan menghargai HAM serta 

kebebasan fundamental. Tetapi Kongres tidak menurunkan anggaran bantuan luar 

                                                            
93 Apodaca, Op.Cit., hal., 31 

Dukungan Amerika..., Awigra, FISIPUI,2011



 

45 

 

Universitas Indonesia 

negerinya. Kongres justru menghubungkan bantuan luar negeri dengan keuntungan 

perdagangan. Dengan kesepakatan bersama, Kongres berhasil mengamandemen 

Foreign Assistance Act (FAA) pada bagian 32 sebagai ‘sense of Congress’ di mana 

merujuk pada instruksi bahwa bantuan ekonomi dan militer seharusnya ditunda 

terhadap negara-negara yang menahan warganya sendiri atas alasan politik.  

It is the sense of Congress that the President should deny 
economic or military assistance to the government of any 
foreign country that practices the internment or imprisonment 
of that country’s citizensfor political purposes. (Public Law 
No. 87-195, Section 32)94   

Reaksi Nixon adalah menolak instruksi kongres untuk menghubungkan antara 

pemberian bantuan luar negeri kepada negara-negara yang memiliki catatan HAM. 

Nixon berargumen, tidak ada gunanya membedakan pemerintahan baik dan buruk 

sejak pelanggaran HAM menyebar dan secara diam-diam. Secara sederhana, Nixon 

menolak usulan Kongres.  

Karena penolakan Nixon, maka Fraser mengirimkan kembali surat kepada 

Kissinger dan ditandatangani oleh 115 anggota kongres yang memkberi peringatan 

bahwa kongres akan mendukung bantuan luar negeri tergantung dari penyertaan 

HAM pada keputusan kebijakan luar negeri presiden. Namun, kembali, Nixon dan 

Kissinger mengabaikan surat tersebut. Sebagai konsekuensinya, bagian 502B 

ditambahkan pada FAA. Meskipun, bagian ini adalah baru namun masih 

mencerminkan “sense of Congress”. Bagian 502B (a) (1) dari FAA tahun 1974;  

It is the sense of Congress that, except in extraordinary 
circumstances[,] the President shall substantially reduce or 
terminate security assistance to any government which 
engages in a consistent pattern of gross violations of 
internationally recognized human rights, including torture or 
cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; 

                                                            
94 Ibid., hal. 35 
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prolonged detention without charges; or other flagrant denials 
of the right to life, liberty, and the security of the person.95 

Bagian 502B bertujuan untuk mencegah pemerintahan luar negeri yang 

menggunakan bantuan keamanan AS untuk melakukan pelanggaran HAM terhadap 

warganya sendiri. Modifikasinya dari bagian 32 yang mengatur militer menjadi 

persoalan keamanan pada bagian 502B, hal ini berarti juga keinginan Kongres untuk 

membatasi bukan hanya bantuan militer namun juga penjualan senjata dan 

perlengkapan polisi. Kongres mengalamatkan bagian 502B untuk mempromosikan 

pemenuhan HAM terhadap dunia internasional.96  

 Perbedaannya adalah, jika negara akan memberikan bantuan luar negeri 

terhadap negara pelanggar HAM, maka eksekutif harus menyertakan alasan 

extraordinary circumstances kepada Kongres. Arti dari extraordinary circumstances 

adalah beberapa hal yang berkaitan dengan kepentingan keamanan AS. AS telah dan 

dan akan terus (tak terhitung jumlahnya) mempertahankan kepentingan keamanan 

nasionalnya di seluruh dunia dengan pertimbangan geografis, ideologis, mineral, 

ekonomi, strategis, atau militer. Lebih lanjut perdebatan mengenai extraordinary 

circumstances membuat pembedaan antara sesuatu yang vital dan minor bagi 

kepentingan keamanan nasional.97  

Sejak tahun 1974 versi 502B di bawah kepemimpinan Presiden Gerald Ford 

secara legal dapat mengabaikan aturan ini. Hal ini tepat seperti yang diharapkan oleh 

Kissinger yaitu dapat menentang menghubungkan persoalan HAM dan kebijakan luar 

negeri. Pada tahun 1976, Amandemen Humphrey-Cranston bertujuan memperkuat 

bagian 502B dari Undang-Undang Bantuan Luar Negeri dengan menghilangkan arti 

bahasa Kongres di bagian asli, dan menggantinya secara eksplisit dengan mandat 

                                                            
95 Lars Schoultz, Human Rights and United States Policy toward Latin America, Princeton, NJ: 
Princeton University Press, 1981, hal. 341 
96 Roberta Cohen, Human Rights Decision-Making in the Executive Branch: Some Proposals for a 
Coordinated Strategy, in Human Rights and American Foreign Policy, ed. Donald Kommers and Gil 
Loescher, 216–246. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1979, hal. 218-219 
97 Ibid.  
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untuk penghentian bantuan keamanan bagi pelanggar HAM. Amandemen Humphrey 

Cranston diarahkan bahwa presiden harus secara hukum berkewajiban untuk menolak 

atau membatasi bantuan kepada negara-negara yang melanggar HAM, kecuali dalam 

kondisi luar biasa yang dapat dibuktikan. Kongres juga disediakan ruang untuk 

menolak Eksekutif. Dengan demikian, 1976 versi diubah dari 502B dimasukkan ke 

tempat lain metode kontrol kongres atas bantuan keamanan dan hak prerogatif 

presiden. Jika Kongres ingin menantang keputusan presiden untuk memberikan 

bantuan militer ke suatu negara, pertama kali dapat meminta laporan rinci dari 

sekretaris negara tentang situasi HAM di negara yang bersangkutan. Jika laporan 

tersebut tidak dikirim dalam tiga puluh hari, semua bantuan keamanan akan secara 

otomatis dan langsung diakhiri sampai laporan diajukan.98  

Terakhir, inisiatif Kongres pada periode ini mencoba mengatur kebijakan luar 

negeri HAM AS dengan bagian 301 dari the International Security Assistance and 

Arms Export Control Act tahun 1976. Aturan ini menginstruksikan presiden untuk 

membuat formulasi program-program bantuan militer yang untuk mempromosikan 

HAM dan mengabaikan rezim yang represif. Kongres menyatukan fungsi HA dalam 

memantau situasi HAM dunia di dalam tubuh Departemen Luar Negeri AS.    

II.2.2 Pemerintahan Carter 

 Berbeda dengan Pemerintahan Nixon-Ford, Presiden James Eearl “Jimmy” 

Carter memiliki komitmen yang sangat tinggi terhadap moralitas dalam kebijakan 

luar negeri. Di bawah Carter, State Department berfungsi sebagai lembaga yang 

bertanggungjawab mempromosikan HAM. Justru pada masa pemerintahan Carter 

persoalan HAM di AS menjadi lebih paradoks dengan realitas politik power dan 

ekspansi persebaran pengaruh Soviet. Kebijakan HAM AS justru dikorbankan pada 

                                                            
98 Ibid. 
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saat “presiden HAM” duduk di Washington. Selama pemerintahan Carter justru 

HAM menjadi tidak konsiten.99  

  Fokus kampanye presiden Carter pada isu moralitas dalam kebijakan luar 

negeri AS. Sebagai seorang idealis, ia menempatkan seharusnya kebijakan luar negeri 

harus sesuai dengan prinsip-prinsip moral sebab nilai-nilai tersebut mencerminkan 

karakter sesungguhnya AS dan masayarakatnya. Kebijakan moral dalam kebijakan 

luar negeri dapat mencegah AS bersekutu dengan rezim otoriter represif yang mana 

akan membahayakan dalam jangka panjang karena tidak akan didukung oleh publik 

kebanyakan.  

Jimmy Carter adalah orang yang membawa perdebatan HAM dari Kongres 

menuju Gedung Putih. Tendensi moral Carter ingin memposisikan segala sesuatunya 

menjadi oposisi biner, benar lawan salah, jahat lawan baik. Dalam inagurasinya, 

Carter mendeklarasikan bahwa HAM adalah komitmen AS;    

Because we are free we can never be indifferent to the fate of 
freedom elsewhere. Our moral sense dictates a clear-cut 
preference for those societies which share with us an abiding 
respect for individual human rights... Our commitment to 
human rights must be absolute... 100  

Carter berkomitemen mendasarkan kebijakan luar negeri pada persyaratan 

moral. Pada tahun 1977 AS menandatangani Kovenan Internasional Hak-hak 

Ekonomi, Sosial dan Kultural serta Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. 

Dalam masa pemerintahannya Carter menetapkan HAM sebagai komitemen absolut 

dalam arti diterapkan baik kepada pemerintahan yang pro maupun yang anti rezim 

AS. Metode implementasinya saja yang dilihat case by case. Pemerintahan Carter 

                                                            
99 Ibid., hal. 54 
100 John Dumbrell, American Foreign Policy: Carter to Clinton, New York, 1997, hal. 17  
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memberlakukan secara fleksibel implementasi pendekatan “carrot and stick” 

terhadap kebijakan HAM.101      

Kritik terhadap kebijakan Carter adalah persoalan standar ganda (double 

standard) implementasi kebijakan AS yang masih mengabaikan persoalan HAM di 

Amerika Latin ketika AS memainkan peran dominan di sana baik di sektor militer, 

ekonomi, atau kepentingan strategis. Kebijakan luar negeri HAM mutlak atau absolut 

dilihat dari distribusi bantuan menjadi tidak relaistis. AS hanya memberikan bantuan 

ekonomi dan perdagangan bagi negara-negara aliansinya. Konsekuensinya, bantuan 

AS hanya mendukung sayap kanan pro rezim AS. AS tidak menyediakan bantuan 

ekonomi atau militer kepada musuh-musuh, yang selama Perang Dingin didefinisikan 

sebagai sayap kiri atau negara komunis.102  

Anthony Lake, Direktur Staf Kementrian Luar Negeri untuk Perencanaan 

Kebijakan berargumen, AS memiliki pengaruh besar terhadap Amerika Latin dari 

pada daerah lain. Lebih dari itu, di sana sedikit kepentingan ekonomi dan keamanan 

di daerah itu, dan tingkat pelanggaran HAM-nya cukup tinggi. Orang yang percaya 

pada HAM akan dengan mudah mengkritik kebijakan HAM Carter sebagai retorika 

belaka. Sebaliknya, orang-orang yang percaya bahwa HAM berpikiran sederhana, 

naif, atau bahkan kekhawatiran berbahaya bagi kepentingan AS di dunia internasional 

mengeluh bahwa kebijakan Carter terfokus pada penyalahgunaan sekutu. Akhirnya, 

kelompok ketiga memprotes bahwa HAM Carter dihukum oleh kebijakan strategis. 

Sebagai contoh, Amerika Serikat sementara memotong bantuan ke Ethiopia, 

Guatemala, El Salvador, Argentina, dan Uruguay sedangkan bantuan luar negeri 

sebenarnya meningkat untuk Korea Selatan, Iran, dan Filipina, negara bagian dengan 

sama-sama melampaui kondisi HAM.103 

                                                            
101 Apodaca, Op.Cit., hal. 57  
102 Ibid., hal. 57  
103 Victor Kaufman, The Bureau of Human Rights during the Carter Administration, 1998. hal.  66 
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Pemerintahan Carter sendiri membagi kondisi HAM negara-negara dalam tiga 

kategori: good, bad, dan ugly. Kategori pertama merujuk pada negara yang memiliki 

catatan baik terhadap persoalan-persoalan HAM. Memberikan bantuan keamanan 

terhadap negara-negara tersebut jelas tidak akan menimbulkan kontroversi. Kategori 

kedua termasuk negara-negara yang melakukan pelanggaran HAM namun tidak 

konsisten dalam jumlah pelanggarannnya. Kategori ini menimbulkan sedikit kesulitan 

dalam menentukan bantuan keamanan karena dengan sangat mudah dibaca 

maksudnya. Kategori ketiga adalah negara-negara yang rutin melakukan pembunuhan 

dan penyiksaan terhadap warganya. Kategori ini akan dikeluarkan dari persyaratan 

penerima bantuan keamanan.104 

Celakanya, negara-negara yang masuk kategori ketigalah yang banyak 

melakukan pelanggaran HAM terhadap warganya seperti Iran, Philipina, Korea 

Selatan, dan Zaire adalah masuk dalam kriteria extraordinary circumstances.  

Extraordinary circumstances yang dimaksudkan adalah tepat seperti contoh 

Indonesia yang pro rezim AS, anti komunis, dan menyediakan counterbalance 

terhadap Soviet dan China di daerahnya serta memiliki cadangan minyak. Meskipun 

telah terbukti secara faktual membunuh sekitar 100.000 dan memenjarakan 30.000 

orang, Indonesia tetap diberi bantuan semasa pemerintahan Carter. William Burr dan 

Michael Evans mengestimasikan sekitar 60.000-100.000 orang Timor Leste dibunuh 

selama tahun pertama penduduikan Indonesia. Padahal, tahun 1979, the U.S Agency 

for International Development mengestimasikan jumlah seluruh penduduk Timor 

Leste pada saat itu 300.000 orang, berarti sekitar hampir separuhnya dikuasi oleh 

militer Indonesia.105  

Menurut laporan CAVR106 yang berjudul Chega!107 didapati bahwa persoalan 

pelanggaran HAM di Timor Leste tidak hanya merupakan tanggung jawab 

                                                            
104 Apodaca, Op.Cit., hal. 58  
105 Ibid., hal. 60  
106 Comissiao de Acholhimento, Verdade e Reconciliacao atau Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan 
Rekonsiliasi Timor –Leste (CAVR). Komisi ini adalah komisi kebenaran pertama di Wilayah Asia 
Pasifik. CAVR berjalan selama empat tahun, 2002-2005, dan merupakan satu otoritas resmi 
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pemerintah Indonesia. Selain pemerintah Indonesia, dalam laporan tersebut juga 

berkesimpulan bahwa pemerintah Portugal, Australia, Amerika Serikat, dan 

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) juga bertanggungjawab terhadap berbagai kasus 

yang menyebabkan jatuhnya ratusan ribu korban sipil di Timor Leste selama kurun 

waktu tahun 1974-1999.108 

Carter justru menemui tantangan dari birokrasinya sendiri yang menghambat 

efektivitas kebijakan luar negerinya. Di awal pemerintahannya, Scretary of State 

Cyrus Vance dapat mempengaruhi politik Carter, seperti HAM, détente, dan arms 

control. Vance juga peduli dengan HAM namun tidak menjadi isu yang ekslusif di 

bandingkan dengan isu-isu lainnya. Contohnya, Vance adalah orang pertama dalam 

pemerintahan Carter yang melakukan advokasi untuk détente dan perjanjian 

pembatasan senjata dengan Soviet. Kepedulian utama Vance adalah bekerja sama 

dengan pemimpin Soviet untuk memperkuat détente dan negosiasi sebuah perjanajian 

Strategic Arms Limitation Talks (SALT). Sementara di sisi lain, penasehat keamanan 

Carter, Zbigniew Brzezinski mencela kebijakan Vance yang kompromis terhadap 

Soviet. Pada kenyataannya, implementasi Vance mengecewakan dan Brzezinski 

cenderung meningkat popularitasnya. Sebagai seorang realis, ia tidak melihat HAM 

sebagai hal penting dalam kebijakan luar negeri AS dan lebih mengedepankan 

kepentingan keamanan nasional.109  

In the first two years of the Administration, [the issue of human 
rights] tended to overshadow the pressing requirements of 
strategic reality. In the last two, we had to make up for lost 
time, giving a higher priority to more fundamental interests of 
national security.110 

                                                                                                                                                                          
independen Timor-Leste. Komisi ini diberi mandat untuk menetapkan kebenaran mengenai 
pelanggaran HAM yang dilakukan di semua sisi, 1974-199, untuk membantu rekonsiliasi komunitas 
pada tindak kejahatan yang kurang berat, dan melaporkan mengenai temuan dan rekomendasinya.   
107 Chega adalah kata dalam bahasa Portugis yang artinya “tak akan lagi, hentikan, cukup”.  
108 Laporan CAVR itu telah menetapkan secara ilmiah bahwa setidaknya 102.800 orang (penduduk 
sipil) mati dalam kurun waktu 1974-1999 karena sebab-sebab terkait konflik. Dari seluruh jumlah ini 
sekitar 18.600 orang dibunuh secara tidak sah atau hilang, dan setidaknya 84.200 orang mati karena 
kelaparan dan penyakit, Buku Panduan, hal. 12    
109 Apodaca, Op.Cit., hal. 62-63 
110 Ibid.  
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 Pemerintahan Carter di bawah perintah Brzezinski membuat program 

normalisasi hubungan dengan China. Sebagai realis, ciri Brzezinski meyakinkan 

Carter untuk menggunakan China sebagai pengimbang kekuatan Soviet.  Brzezinski 

menormalisasi perdagangan dengan China tahun 1980. Brzezinski juga ingin 

membantu pengembangan kapabilitas militer China untuk mengimbangi Soviet. 

Sementara kebijakan ini ditentang oleh Vance yang melihat Brzezinski memainkan 

kartu China dengan alasan sekadar anti-Soviet.  

Ketika Soviet menyerang Afganistan pada 1979, AS di bawah Carter 

meningkatkan pengeluaran pembelanjaan negara untuk urusan militer. Dan Carter 

mengeluarkan Doktrin Carter yang intinya akan melindungi kepentingan AS di 

Wilayah Teluk Persia. Carter menunda SALT II dan mengakhiri détente .  

Let our position be absolutely clear: An attempt by any outside 
force to gain control of the Persian Gulf region will be 
regarded as an assault on the vital interests of the United 
States of America, and such an assault will be repelled by any 
means necessary, including military force.111 

Dengan keputusan ini Brzezinski memenangkan pertarungan di antara 

penasehat presiden di bidang luar negeri. Sementara, Soviet mengubah pemerintahan 

Afganistan menjadi pemierintahan komunis garis keras. 

II.2.3 Pemerintahan Reagan 

 Seperti masa Pemerintahan Nixon, pada Pemerintahan Rondald Reagan, 

persoalan HAM menjadi perdebatan antara kongres dan eksekutif. Kongres ingin 

mengatur secara lebih ketat persoalan pembatasan bantuan luar negeri, kontrain 

prioritas anggaran presiden, dan menyerukan perlunya War Power Act. Namun, 

pemerintahan Reagan mengabaikan semua hal-hal tersebut. Kongres pun terbelah 

posisinya. Partai republik menguasai senat sementara kubu demokrat menguasai 

parlemen atau house representative. Meski demikian situasi umum tetap memberi 

                                                            
111 Ibid., hal. 64 
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perhatian pada perang melawan bahaya ideologi komunis yang menghasilkan 

peningkatan anggaran militer, bantuan keamanan, dan transfer senjata. 

Reagan mendefinisikan kembali konsep HAM menjadi sangat sempit, yakni 

persoalan demokrasi dan antikomunis. Pada masa pemerintahan Reagan, HAM harus 

selalu dilayangkan kepada usaha mengutuk Soviet. Namun terdapat paradoks selama 

Reagan berkuasa, karena HAM justru diatur dalam kebijakan luar negeri AS. Bagi 

Reagan yang sangat simpilisitis, percaya bahwa AS dan aliansinya ada dalam poros 

kebaikan dan harus berperang melawan kejahatan dengan resisten terhadap Soviet. 

Reagan menolak konsep détente Nixon yang dipandang sebagai kegagalan moral. 

Bagi Reagan yang konservatif, moralitas dan American Exceptionalism adalah 

komponen vital dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri.112 Sebab, Soviet 

adalah sumber ancaman jahat sejati yang akan membawa pada kesengsaraan global. 

Maka, berkolaborasi dan bekerjasama dengan Soviet adalah tindakan yang 

salah perhitungan. Soviet bagi Reagan dipandang sebagai kerajaan setan (evil 

empire), memajukan tirani dan agresi, ketika AS sedang menggalakkan kebebasaan 

dari tidanakan opersi, menawarkan demokrasi dan kesejahteraan. Alexander Haig 

selaku Secreatry of State mendeklarasikan bahwa melawan terorisme (yang 

dimaksudkan adalah Soviet) adalah bagian dari HAM. 

By identifying international terrorism as the most significant 
threat to human rights, and by further identifying the Soviet 
Union as the chief source of international terrorism, it was 
possible to bundle human rights, national security, and 
international terrorism into a single package that fit neatly 
(and subtly) into the broader United States fight against global 
communism.113    

Reagan pun, mendefinisikan HAM secara eksklusif sebagai demokrasi, 

kebebasan individu, dan perjuangan idiologis melawan Soviet. Dalam rangka 

mewujudkan visi HAM-nya, Reagan tidak bekerja sama dengan negara-negara yang 
                                                            
112 Hauke Hartmann. US Human Rights Policy under Carter and Reagan, 1977–198, Human Rights 
Quarterly, 2001, hal. 403 
113 Ibid. 
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telah menjadi sekutunya. Reagan justru ingin mencegah persebaran komunisme di 

negara-negara lain. Pemerintahan Reagan mendeklarasikan;  

“Our greatest contribution to human rights would be to help 
prevent a democratic or anauthoritarian state from being 
conquered or subverted by totalitarian forces”.114 

Dilema yang terjadi adalah pembedaan apa yang akan dilakukan untuk 

negara-negara rezim anti demokratis dan pelanggar HAM namun pro kepentingan 

AS, dengan rezim tolalitarian komunis? Dalam “Dictatorship Double Standards” 

Kirkpatrick menilai, tidak hanya rezim otoriter yang bersahabat dengan AS, namun 

juga rezim yang melakukan represi. Rezim-rezim otoriter secara esensial dipandang 

sebagai fase transisi menuju pemerintahan yang benar-benar demokratis. Totalitarian 

rezim (komunis) yang secara ekstrim anti AS, tidak dikategorikan dalam proses 

demokratisasi ini. Dengan logika ini pemerintahan Reagan tetap mendukung dengan 

memberikan bantuan ekonomi dan militer kepada negara-negara otoriter, anti 

demokrasi dan pelanggar HAM. Solusinya adalah dengan strategi “quiet diplomacy” 

untuk mendorong kebabasan politik. Kekhawatiran pemerintahan Reagan adalah 

Amerika Tengah akan jatuh ke dalam rezim komunis, yang pada akhirnya akan 

mengancam keamanan AS. Melawan revolusi Saninista adalah bukti dukungan AS di 

Nikaragua untuk menghancurkan komunisme di Amerika Tengah di satu sisi. 

Sementara di sisi lain, diterjemahkan dengan perlawanan terhadap dominasi rezim 

neo-liberal.115 

Pada masa Reagan Departemen Luar Negeri menjadi institusi legal dengan 

biro HAM dan Humanitarian Affairs yang didukung penuh oleh Kongres. Bantuan 

sebagai alat strategis untuk menjaga kepentingan-kepentingan AS di luar negeri. 

Bantuan luar negeri hanya diberikan kepada negara-negara yang bisa mendukung 

kepentingan AS atau negara-negara yang berpotensi dapat mendukung kepentingan 

AS. Dengan hal ini berarti standar ganda bagi HAM terus dijalankan semasa 

                                                            
114 Apodaca, Op.Cit., hal. 85 
115 Ibid., hal. 86 
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pemerintahan Reagan. Dengan negara-negara sahabat yang melakukan pelanggaran 

HAM terhadap warganya AS menggunakan ‘quiet diplomacy’ sementara bagi negara-

negara yang komunis dikenakan strategi isolasi atau intervensi militer, seperti yang 

terjadi di Nikaragua dan El Savador.  

Pada akhir masa pemerintahan Reagan, ketika anggaran belanja pertahanan 

AS yang besaar, hubungan AS dengan Soviet pun kian membaik. Mikhail Gorbachev 

justru menyadaari bahwa Soviet harus menghentikan upayanya untuk terus 

berlawanan dengan AS. Gorbachev ingin mengembangkan ekonomi Soviet dan hal 

itu hanya bisa dilakukan dengan jalan mengembangkan kerjasama dengan AS.   

II.2.3 Pemerintahan George H.W Bush  

George Bush adalah mantan direktur CIA, pernah menjadi duta besar AS 

untuk China, dan perwakilan AS untuk PBB. Ia adalah seorang yang sangat 

pragmatis. James Baker sebagai Secretary of State memberikan testimoni mengenai 

visi HAM Bush:  

Some have described my philosophy as ‘pragmatic’... I am 
actually a Texas Republican, all of whom are conservative. I 
will admit to pragmatism, however, if by that you mean being 
realistic about the world and appreciating the importance of 
getting things done.116 

Semasa kepemimpinan Bush, sejarah Perang Dingin berakhir. Kemenangan 

AS atas Perang Dingin pada akhirnya menempatkan persoalan HAM menjadi sesuatu 

yang konsisten. Bagi pemerintahan Bush, tanpa komitmen moral terhadap HAM, 

HAM menjadi sekadar pilihan politik semata.117  

                                                            
116 James Baker, Statement of Secretary of State-Designate James A. Baker III at Senate Confirmation 
Hearing before the Foreign Relations Committee. Current Policy III., Washington DC: U.S. 
Department of State, January 17, 1989 
117 Apodaca, Op.Cit., hal. 133 
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Meski, HAM yang ideal tetap dalam pengertian sebagai hak politik dan sipil. 

Sama seperti pendahulunya Reagan. Bush mendukung senat meratifikasi Kovenan 

Internasional Hak Sipil dan Politik serta mendeklarasikan bahwa Kovenan 

Internasional Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan adalah bukan hak, melainkan tujuan. 

Maka, pada masa kepemimpinan Bush laporan mengenai ekonomi, sosial dan 

kebudayaan dikeluarkan dari Country Reports yang dibuat oleh State Department. 

Meskipun, pada masa pemerintahannya Bush tetap mendukung HAM sebagai 

visi membentuk tata dunia baru, namun hal ini pada akhirnya tertinggal sebagai 

retorika belaka. Mengingat, Bush yang dikenal sebagai pemimpin pragmatic 

conservatism, cenderung mempertahankan status quo AS sebagai pemenang perang 

dining dan mengabaikan persoalan HAM riil seperti pelanggaran HAM di China, 

kelaparan di Somalia, mengabaikan situasi buruk terhadap Muslim Bosnia, dan 

sebagainya.   
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Bab III 

Kepentingan-kepentingan AS di Chile 

"It is not a part of our country's history that we are proud of." 

-- Secretary of State Colin Powell, answering a question 
about the morality of U.S. policy toward the September 

11, 1973 military coup in Chile and its relevance to the invasion of Iraq 
 
 

Bab ini akan mengurai kepentingan HAM dalam politik luar negeri AS, yang 

dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan lain yaitu politik, keamanan dan ekonomi 

AS di Chile pada masa pemerintahan Pinochet (1973-1990). Data-data dari bab ini 

diambil dari dokumen-dokumen yang sudah dirilis Departemen Luar Negeri AS. Data 

lain sebagai pelengkap diambil dari sejumlah jurnal, website resmi dan buku-buku 

yang membahas persoalan intervensi AS selama pemerintahan Pincohet. 

Terdapat lebih dari 24.000 dokumen berisi kawat diplomatik Deprtemen Luar 

Negeri AS, laporan intelijen CIA, sejumlah korespondensi penting menyangkut 

dukungan pemerintah AS terhadap kudeta, pemerintahan Pinochet –yang 

menyingkirkan Allende dari kursi kepresidenan, sudah dirilis ke publik118 oleh 

Pemerintah AS di bawah Presiden Clinton pada 1998. Keputusan untuk merilis 

                                                            
118 Melalui proyek “Chile Declassification Project”, Dewan Keamanan Nasional, Departemen Luar 
Negeri dan CIA membuka dokumen-dokumen rahasianya antara tahun 1968-1991 yang dapat menjadi 
gudang penerangan atas berbagai kasus yang masih menjadi misteri di antaranya; pelanggaran HAM, 
teroris, dan beberapa kejahatan politik di Chile. Dokumen-dokumen tersebut dirilis tiga kali; Tranche 
I, dirilis pada 30 Juni 1999 merilis 5.800 laporan. Dokumen-dokumen tersebut berisi 5 tahun pertama 
pemerintahan Pinochet, di mana masa tersebut adalah periode represi diktator. Sekitar 5.000 dokumen 
dari Departmen Luar Negeri AS berisi laporan pelanggaran HAM perintahan Pinochet. CIA juga 
membuka ratusan dokumen analisis pemerintahan Pinochet namun rekaman dalam dokumen lain yang 
berisi dukungan terhadap rezim Pinochet dipotong. Tranche II sekitar 1.100 catatan dirilis pada 8 
Oktober 1999. Dokumen-dokumen tersebut berisi dokumen antara tahun 1968-1973 berisi kebijakan 
Pemerintah AS terhadap pemilu dan Pemerintahan Allende. Paper CIA dalam aksi rahasianya (covert 
action) di Chile antara 1970-1973, termasuk yang digunakan oleh laporan Church Committee pada 
pertengahan 1970-an juga seharusnya ada dalam kategori ini. Tranche III dirilis pada 30 Juni 2000 
sekitar 1.900 dokumen dan hampir seluruhnya berasal dari Departemen Luar Negeri AS yang berisi 
kasus-kasus pembunuhan dan penghilangan warga AS: Charles Horman, Frank Teruggi dan seorang 
pendaki bernama Boris Weisfeiler yang hilang pada Januari 1985. Bdk. Peter Kornbluch, Open Up the 
Files: Chile Declassified, NACLA Report on the Americas; Jul/Aug2003, Vol. 37    
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dokumen rahasia tersebut diambil, akibat tekanan dari para korban dan keluarga 

korban Pinochet –terutama korban warga AS, 33 anggota Kongres, serta masyarakat 

internasional dengan Pemerintah Spanyol sebagai pionir yang ingin mengajukan 

Pinochet ke mahkamah internasional atas tuduhan crimes against humanity setelah 

penangkapannya pada 16 Oktober 1998.119   

Dokumen-dokumen tersebut –baik yang sifatnya terbuka maupun rahasia, 

diharapkan mampu membuka tabir sebearapa jauh keterlibatan AS dalam sejumlah 

pelanggaran HAM yang dilakukan semasa pemerintahan Pinochet. Dibukanya 

dokumen-dokumen ultra rahasia tersebut, bagi Peter Korbluch, setidaknya dapat 

menjadi titik terang awal dalam membantu publik mencari jawaban atas beberapa 

pertanyaan public AS menyangkut hubungan antara Chile dan AS selama 

pemerintahan Pincohet, seperti; apa dan seberapa jauh peran sejatinya AS dalam 

kudeta 11 September 1973 yang membawa Augusto Pinochet menduduki kursi 

kekuasaan? Apa yang memotivasi Presiden Nixon dan Penasehat Keamanan Nasional 

Henry Kissinger memberi kewenangan dalam mengawasi dan membatasi demokrasi 

di Chile? Bantuan apa yang diberikan CIA dalam konsolidasi kekuasaan Pinochet? 

Bantuan apa yang diberikan oleh CIA dalam mendukung sejumlah pembunuhan yang 

dilakukan oleh dinas rahasia Chile? Apa yang diketahui intelijen AS tentang Operasi 

Condor? Bisakah pemerintahan AS mendeteksi dan menangkal serangan bom mobil 

yang menewaskan Orlando Letelier dan Roni Karpen Moffitt pada 21 September 

1976? Dan peran apa yang dimainkan Washington dalam usaha mendukung jutaan 

warga Chile mengakhiri kekuasaan sang diktator?120  

III. 1 Kepentingan Politik dan Keamanan 

Kebijakan politik dan keamanan di Chile tak lepas dari kepentingan militer 

strategis AS (khususnya angkatan laut dan Departemen Pertahanan) di Chili adalah 

lokasi perairan Chile yang menjadi satu di antara dua perairan yang mampu 

menghubungkan Samudra Atlantik dan Pasifik. Chile yang terletak di belahan selatan 
                                                            
119 Ibid.  
120 Ibid.  
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benua Amerika dan memiliki Selat Magellan adalah negara paling penting di 

Amerika Selatan. Status ini dikuatkan dengan Chile yang memiliki cadangan mineral 

yang melimpah seperti tembaga dan litium. Orientasi pasar bebas atau liberalisasi 

ekonomi adalah prioritas tertinggi kebijakan luar negeri AS.  

III.1.1 Politik Pembendungan  

Kebijakan AS di Chile ini juga tidak bisa dilepaskan dengan kebijakan AS 

terhadap negara-negara lain di seluruh dunia dalam konteks Perang Dingin.121 Inti 

dari kebijakan politik luar negeri AS pasca Perang Dunia II adalah pembendungan 

(containment) terhadap ideologi komunis. Pada masa Perang Dingin, ancaman 

persebaran pengaruh ideologi Marxisme yang diusung oleh Soviet menghasilkan 

sebuah teori domino. Di mana ketika ada satu negara di sebuah kawasan masuk ke 

dalam sistem komunisme, maka negara-negara lain di sekitarnya akan masuk ke 

dalam komunisme juga. Pada masa Perang Dingin, pemerintah dan warga Amerika 

percaya bahwa demokrasi dan nilai-nilai AS harus disebarluaskan ke seluruh dunia, 

karena mereka percaya bahwa demokrasi dan nilai-nilai AS tersebut adalah juga 

kebutuhan dunia.  

Melewati seluruh masa Perang Dingin, kepentingan nasional AS adalah 

melawan Marxism-Leninist dan sistem politik otoriter lain dan 

menumbangkankannya dengan order internasional yang didasarkan pada prinsip 

penentuan kehendak sendiri (self-determination). Kebijakan pembendungan 

(containment) mencerminkan sebuah konsensus kebijakan AS untuk mencegah 

ekspansi Soviet dan sistem komunismenya. Ancaman terhadap komunisme ini, 

                                                            
121 Perang Dingin kerap disebut banyak orang sebagai masa berakhirnya Perang Dunia II sampai 
runtuhnya tembok Berlin pada 1989. Meski tidak ada perang secara langsung antara AS dan Uni 
Soviet, pada masa Perang Dingin terjadi beberapa kali perang di negara-negara periphery kedua 
superpower itu. Perang Dingin sendiri berlangsung selama empat dekade. Dari tahun 1947 sampai 
1989. Puncaknya terjadi pada 1947-1963, ketika di sana ada ketegangan negosiasi antara AS dan Uni 
Soviet. Menurut Joseph S. Nye dalam bukunya "Understanding International Conflict" menjelaskan, 
apa yang membuat Perang Dingin menjadi begitu luar biasa adalah bahwa ada periode ketegangan 
yang berlarut-larut dan tidak berakhir dalam perang antara dua negara saingan (AS dan Uni Soviet). 
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dimaknai berbeda-beda oleh pemerintahan-pemerintahan dengan mengeluarkan 

doktrinnya masing-masing sebagai landasan argumentatsi politik AS.122  

Inti dari Doktrin Nixon adalah ingin membantu negara-negara yang bebas 

untuk mempertahankan dirinya sendiri. Tetapi negara-negara tersebut harus 

menyediakan pertahanan militer sendiri, sementara AS menyediakan bantuan 

ekonomi dan militer. Singkatnya, tidak akan terjadi seperti di Vietnam. Konsekuensi 

dari doktrin ini adalah meningkatnya level pengiriman senjata secara masif di daerah 

kekuasaan, yang mana Nixon berharap mereka akan menjadi pengganti untuk 

mencegah bahaya komunisme. Dukungan terhadap pemerintahan Soeharto untuk 

menginvasi dan menguasai Timor Leste123 adalah salah satu contohnya. Indonesia di 

bawah Soeharto menyediakan diri dengan mengirimkan tentaranya menginvasi Timor 

Leste karena dikhawatirkan akan jatuh ke tangan komunisme. Dalam kasus 

dukungannya melalui aksi rahasia (covert action) CIA terhadap kudeta Pinochet, 

menunjukkan Nixon tidak setia terhadap doktrinnya sendiri karena operasi intelijen 

CIA terlibat langsung dalam persiapan kudeta 11 September 1973.  

Pada masa pemerintahan Carter, doktrinnya mengganti apa yang telah 

ditetapkan Nixon sebagai power politic dengan berjanji akan menekankan pada 

kebijakan HAM dan moralitas. Pada tahun 1977, Carter langsung menegosiasi 

terusan Panama, di mana dalam perjanjian tersebut, akan terjadi pemindahan 

kedaulatan terhadap seluruh terusan Panama sejak 1 Januari  2000. Kemudian Carter 

juga menggelar inisiatif menggelar perundingan Camp David bersama Israel dan 

Mesir. Carter seperti dipaksa mengubah doktrinnya sendiri ketika mendapati berita 

bahwa April 1978 pemerintahan baru di Afganistan dimenangkan oleh kelompok pro-

Marxist dan secara radikal mereformasi ekonomi Afsganistan. Pada Desember 1979 

ketika milisi Islam mengubah keadaan menjadi chaos, Uni Soviet mengirim 50.000 

                                                            
122 Sarkesian, Op.Cit., hal 14 
123 Amerika selama pemerintahan Presiden Ford yang meneruskan kepemimpinan Nixon, mendorong 
Soeharto masuk ke Timor Leste. Dokumen soal dukungan AS terhadap invasi ke Timor Leste dapat 
dilihat di http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB62/index.html. Ini semua adalah 
dokumen rahasia yang sudah dideklasifikasi 

Dukungan Amerika..., Awigra, FISIPUI,2011



 

61 

 

Universitas Indonesia 

pasukannya untuk menginvasi Afganistan. Sebagai respon terhadap hal ini, Carter 

mempertanyakan kebijakan politiknya sendiri dengan meminta peningkatan 5 persen 

untuk anggaran militer, dari 3 persen yang diminta sebelumnya. Carter dikritik terlalu 

responsive, dan para pengkritiknya menilai apa yang dilakukan Soviet memang 

tercela, namun tidak menjadi jaminan bahwa Soviet akan mengambil alih kendali 

keamanan Teluk Persia.124  

Sementara, Doktrin Reagan mengoreksi dua pendahulunya: Nixon maupun 

Carter. Reagan tidak mau berkompromi dan kerjasama dengan Uni Soviet. Tidak 

sekadar melakukan pembendungan terhadap komunisme, lebih dari itu, Reagan justru 

ingin menghilangkan komunisme dari muka bumi. Ia menghadang bantuan militer 

dari Soviet dan Kuba masuk ke El Savador dan Nikaragua dengan menggelar operasi 

CIA. Pengerahan ini dikneal dengan istilah Contras. Reagan juga terlibat jauh dalam 

konflik di Afganistan dengan memberi dukungan kepada kaum Mujahiddin sebesar 

US$ 120 juta pada tahun 1984. Tahun 1987, bantuan meningkat sampai US $ 630 juta 

dan menjadikan total bantuan militer AS sebanyak US$ 2,1 miliar. Pada akhir masa 

jabatannya, Reagan menjadi partner Michael Gorbachev, dan Gorbachev 

mengirimkan proposal penguranan seluruh senjata nuklir strategis untuk kepentingan 

ofensif.125 

  Di Benua Amerika khususnya di Amerika Latin, setelah Kuba menjadi 

negara penganut sistem komunis, kekhawatiran AS akan menyebarnya pengaruh 

komunisme Kuba akan menyebar ke negara-negara lain meningkat. Kekhawatiran ini 

ini juga terjadi di Chile sesaat sebelum dan setelah terpilihnya Salvador Allende 

sebagai presiden Chile pertama yang berhaluan Marxis. AS di bawah Presiden Nixon 

khawatir, efek domino “going Communist” ini akan menimpa Peru, Argentina dan 

Bolivia. Selain politik pembendungan (containment) terhadap komunisme, dominasi 

kawasan AS di benua Amerika juga ingin dipertahankan selama Perang Dingin. 

Dominasi AS di Amerika Latin telah berlangsung lebih dari 150 tahun, yang 

                                                            
124 Ibid., hal. 30-32 
125 Ibid. 
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kemudian telah dimantapkan dengan Manifest Destiny pada tahun 1845 di mana AS 

harus menyebarkan prinsip-prinsip demokrasi di Amerika Latin.  

Sebelum Pinochet berkuasa, Chile dipimpin oleh Presiden Salvador Allende 

yang berhaluan Marxis (1970-1973). Meski Allende sendiri adalah seorang yang 

mendedikasikan dirinya berkerja untuk Partai Sosialis dan kerap melakukan 

konfrontasi dengan Partai Komunis di Chile, namun AS tetap menganggap Chile di 

bawah Allende adalah berhaluan komunis, dan hal ini jauh lebih berbahaya 

dibandingkan dengan Kuba karena posisi strategis geografis Chile.126  

Terpilihnya Allende secara demokratis merupakan sebuah pukulan telak bagi 

AS di Amerika Latin. Usaha untuk meneruskan dominasinya di kawasan Amerika 

Latin mengalami tantangan yang semakin besar. Sebenarnya, hal ini sudah disadari 

AS jauh sebelum Allende berkuasa.127 Keterlibatan AS dalam mendukung rezim 

diktator sayap kanan di Amerika Latin dimulai ketika Nixon memerintahkan Nelson 

Rockefeller, Gubernur New York pada 13 Februari 1969 sebagai kepala misi untuk 

mempelajari wilayah dan menyediakan sejumlah rekomendasi kepada presiden untuk 

meningkatkan efektifitas dalam kerjasama dengan negara tetangga. Pada bulan April, 

Nixon mengatakan, bahwa negara-negara di benua Amerika Selatan membutuhkan 

kebijakan baru, dengan program dan pendekatan baru. Laporan Nelson Rockefeller 

menyimpulkan;  

“It is factual. Either we meet this challange, or the prospect is 
for revolutionary changes leading we know not where. Right-
wing dictatorships were, therefore, necessary to establish order, 
protect American interests, and prevent any spread of 
communism in the hemisphare”128 

April 1964, CIA melaporkan, “Dari seluruh negara-negara di Amerika Latin, 

Chilelah satu-satunya negara yang menawarkan Komunis sebagai prospek terbaik 

                                                            
126 Richard R. Fagen, The United States and Chile: Roots and Branches, Foreign Affairs, 2001, hal. 
298 
127 Schmitz, Op.Cit, hal. 88  
128 Ibid., hal. 90 
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untuk memasuki dan mendominasi pemerintahan melalui jalur pemilu”. Allende 

menempati urutan kedua pada pemilu 1958 dan mengancam investasi AS di Chile 

yang nilainya mencapai US$ 750 juta. Dikhawatirkan, jika Allende menang akan 

menasionalisasi tambang tembaga. Maka mendukung Frei adalah jalan terbaik, 

dengan menggelontorkan dana US$ 3 juta.129  

Dalam dokumen yang dikenal dengan Church Report,130 AS bahkan melalui 

covert action CIA mendukung sampai US$ 8 juta antara tahun 1970-1973.  

Covert United States involvement in Chile in the decade between 
1963 and 1973 was extensive and continuous. The Central 
Intelligence Agency spent three million dollars in an effort to 
influence the outcome of the 1964 Chilean presidential elections. 
Eight million dollars was spent, covertly, in the three years 
between 1970 and the military coup in September 1973, with 
over three million dollars expended in fiscal year 1972 alone131 

Kebijakan luar negeri AS mendukung covert action yang menghancurkan 

tradisi demokrasi di Chile menjadi persoalan tersendiri dalam hubungan AS-Chile 

sampai hari ini, khususnya jika dikaitkan dengan persoalan etis dan moralitas. Namun 

bagi Kissinger pemilu yang memenangkan Allende adalah tantangan bagi 

kepentingan nasional AS. Baginya, akan sangat susah melakukan rekonsiliasi dengan 

negara kedua komunis di Amerika Latin. Kissinger mengklaim, Allende dapat 

mendukung Kuba, sebagai basis serangan anti Amerika, dan beraliansi dengan Soviet. 

Ia juga khawatir terhadap efek domino di Amerika Selatan karena Chile berbatasan 

dengan Argentina, Peru, dan Bolivia.132 

III.1.2 Politik Stabilitas  

Mendukung Pinochet seorang Jendral Angakatan Darat yang dengan segala 

keterbatasan dalam banyak bidang kenegaraan, namun mampu menerapkan 

                                                            
129 Ibid., hal. 94   
130 http://foia.state.gov/reports/churchreport.asp, diunduh pada 26 April 2011, pukul 19.30 WIB 
131 Ibid.  
132 Schmitz, Op.Cit., hal. 95  

Dukungan Amerika..., Awigra, FISIPUI,2011



 

64 

 

Universitas Indonesia 

kepemimpinan otoriter dan tangan besi adalah cara terbaik bagi politik stabilitas di 

Chile pascakudeta. Dalam dokumen yang dikirim melalui kawat kedutaan AS di 

Santiago ke Washington berjudul the Junta’s Problems in Governing (lampiran 1) 

tertanggal 15 Oktober 1974, eksplisit disebutkan apa saja persoalan Chile pasca 

kudeta. Dokumen tersebut terlebih dahulu diawali dengan analisis singkat menganai 

situasi sosial-politik, ekonomi dan keamanan. Berikut adalah ringkasan dokumen 

yang dibuat oleh acting director yaitu orang yang dalam dokumen ditulis AArenales; 
133  

Mendapat dukungan 43 persen dari pemilu parlemen, koalisi Allende dalam 

Unidad Popular (UP) berpotensi mengubah sistem menjadi sosialis. Seperti usaha 

yang terus ditingkatkan oleh UP, oposisi juga melakukan hal yang sama; di Kongres, 

mahkamah agung, di jalan-jalan, di industri tambang dan transportasi, dan di antara 

para petinggi militer. Hal ini pada giliranya membuat UP mendapatkan serangan 

ganda dari status quo.  Terjadilah polarisasi politik yang memasuki titik kulminasinya 

pada bulan September.134      

Pasca kudeta militer melalui serang udara ke istana Moneda dan di sana 

ditemukan Allende bunuh diri, Junta kemudian menghancurkan kekuatan partai 

sosialis dan komunis. Kongres dileburkan pada 25 September dan pada 27 September 

diistirahatkan (reses). Junta menyalahkan kepemimpinan sipil untuk kondisi Chile 

hari-hari ini; persidennya, Jendral Angkatan Darat Pinochet, mendeklarasikan rezim 

tidak akan menyerahkan kekuasaan kepada sipil sampai ia mendapatkan apa yang ia 

sebut sebagai ‘integral recuperation’ di Chile. Faktanya konstitusi yang baru akan 

ditulis bias menyarankan ‘integral recuperation’ memakan waktu yang lama.135  

                                                            
133 http://www.foia.state.gov/SearchColls/Results.asp?ResultMaxDocs=-
1&ResultCount=50&SortField=DocDate&SortOrder=Desc&Page=1&Collection=state&DocumentCla
ss=Pinochet&DocumentClass=Chile2&DocumentClass=StateChile3&QueryText=1973%2Cjanuary&
Search.x=0&Search.y=0&Search=Search# diunduh pada 16 Maret 2011 pukul 21.30 WIB, dokumen 
ini ada dalam lampiran  
134 Ibid.  
135 Ibid. 

Dukungan Amerika..., Awigra, FISIPUI,2011



 

65 

 

Universitas Indonesia 

Junta memulai perannya dengan sedikit pengalaman dalam mengatur negara. 

Junta mewarisi ekonomi yang hancur dengan manajemen yang keliru. Tugas 

mendesaknya adalah menjaga populasi pekerja dan untuk menyediakan kebutuhan 

minimum penduduk. Tetapi untuk memperoleh percepatan perbaikan ekonomi, rezim 

seharusnya mendapatkan sejumlah pengakuan dari dalam maupun luar negeri. Di satu 

sisi, junta tidak bisa mengambil apa yang diperoleh para buruh saat kepemimpinan 

Allende. Di sisi lain, kekuasaan seharusnya diarahkan pada rekonstruksi nasional; 

membekukan uang yang beredar, meningkatkan produksi, membolehkan 

pengingkatan pangan untuk sektor pertanian. Interaksi dua kebijakan ini akan 

menimbulkan penurunan gaji dan dapat menimbulkan kerusuhan sosial di antara para 

buruh. Konfederasi buruh Chile dilebur pada 25 September 1973. Jumlahnya 

mencapai 1 juta orang dan dipimpimpin secara nasional oleh partai sosialis dan 

komunis (di Santiago, dipimpimpin oleh Partai Kristen Demokrat).136  

Sektor publik Chile (sekitar 44 persen menyumbang GDP) membutuhkan 

pengalaman dan pelatihan teknis. Kebijakan efektif fiscal dan moneter yang tepat 

harus diformulasikan dan dilaksanakan. Kapitalis Chile telah diundang untuk 

menggerakkan sektor pertanian dan industri. Sterilisasi politik dalam birokrasi dan 

kampus dapat mencabut beberapa profesional dan teknisi terbaik. Meski pelayanan 

mereka dapat dijamin, pembaruan ekonomi Chile secara cepat membutuhkan sumber 

daya domestik yang didukung oleh sumber daya privat dan publik dari luar negeri.137  

Pada bagian kebijakan luar negeri, dipaparkan bagaimana Chile sedang 

mencari dukungan dengan merangkul AS yang sedang rusak hubungannya dengan 

Kuba dan Korea Utara. Tetapi, junta juga menjaga relasi dengan China, Uni Soviet, 

dan Negara-negara Eropa Timur. Bagian akhir laporan ini berisi prospek Chile ke 

depan. Di mana tantangan utamanya adalah bagaimana pemerintahan junta dapat 

                                                            
136 Ibid. 
137 Ibid. 
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diterima publik. Pilihannya, apakah junta memilih konsensus atau menggunakan 

tangan besi.138  

Dalam kawat diplomatik yang dirilis pada September 1974 dan diberi judul 

One Year of the Chilean Junta,139 (lampiran 2) kedutaan AS di Santiago melaporkan 

kinerja setahun pemerintahan Pinochet, baik dari sisi ekonomi, politik, dan 

pelaksanaan HAM. Dokumen tersebut sudah tidak lagi utuh karena disunting di 

beberapa bagian. Dalam analisisnya, situasi chaos terjadi di mana-mana dan tidak 

bisa dilepaskan dari persoalan ekonomi di Chile yang juga tidak bisa dipisahkan pada 

komoditas ekspor tunggal Chile yaitu tembaga. Dalam mengevaluasi kinerja junta, 

penting untuk menempatkan situasi yang menyebabkan coup. Seribu hari 

kepemimpinan Allende meninggalkan kekacauan. Keadaan berbalik pada saat 

perselisihan politik terjadi, polarisasi oleh antagonis, buruh yang tak terkendali, dan 

kerusuhan sipil, dan improvisasi kebijakan ekonomi yang tak terpublikasi. Masuk 

akal jika dikatakan situasi terus memburuk secara tajam dan kerusuhan akan terjadi 

segera. Apa yang dilakukan kaum kiri adalah bergerak di bawah tanah dan menunggu 

saat yang tepat dan mengorganisasi diri ke luar negeri.140  

Secara umum, kedutaan AS menilai pemerintahan di bawah junta militer 

sukses secara administratif kecuali urusan di bidang ekonomi dan finansial. Semua 

kantor pemerintahan dikepalai oleh militer aktif dan para purnawirawan. Pinochet 

muncul sebagai kepala negara, dan hal tersebut diasumsikan bahwa ia akan terus 

memperbesar kekuasaannya. Dan kepercayaan diri junta terus meningkat untuk 

persoalan HAM dengan memanipulasi hukum dan peradilan untuk membenarkan 

                                                            
138 Ibid. 
139 http://www.foia.state.gov/SearchColls/Results.asp?ResultMaxDocs=-
1&ResultCount=50&SortField=DocDate&SortOrder=Desc&Page=1&Collection=state&DocumentCla
ss=Pinochet&DocumentClass=Chile2&DocumentClass=StateChile3&QueryText=1973%2Cjanuary&
Search.x=0&Search.y=0&Search=Search#, diunduh pada 19 April 2011 pukul 22.15 WIB 
140 Ibid.  
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tindakan kerasnya. Dalam hari-hari pertama kepemimpinan junta, catatan eksekusi, 

kemudian, dibuatlah undang-undang darurat yang disertai bukti-bukti yang kuat. 141   

Perubahan politik terjadi secara signifikan ketika AS dalam pemerintahan 

George H.W Bush menerbitkan dokumen bernama Action Plan142 (lampiran 3) yang 

dirilis pada 30 Mei 1989, menggarisbawahi kepentingan AS dan tujuannya di Chile 

selama masa transisi menuju demokrasi. Action Plan ini diakses dari kawat-kawat 

diplomatik kedutaan AS yang disebutkan di sana sebagai landasan kebijakan luar 

negeri AS di Chile untuk memberikan dukungan terhadap transisi damai dan 

pemerintahan demokratis yang stabil, yang pemerintahaannya mampu melayani 

kepentingan-kepentingan dasar AS. Di bawah ini adalah tujuan dan insiatif dalam 

sektor politik, keamanan/militer, ekonomi dan budaya. Sumber daya yang digunakan 

untuk mencapai tujuan ini berasal dari anggaran pemerintah mauipun non-official 

sources. Tujuan lainnya untuk mencapai tujuan kunci ini adalah mendukung bi-

partisan terlibnat dalam pembuatan kebijakan dan menikmati kedudukan dalam 

Kongres.143 Action Plan adalah draft rencana structural framework yang berahasil 

dijabarkan dalam formulasi kepentingan AS dengan derajat fleksibilitas. Rencana ini 

telah disetujui oleh Assistant Secretary dan Menteri Pertahanan. Dokumen ini dibuat 

oleh seorang drafter ARA/SC berinisial P DeShazo.144  

Chile Action Plan 1989-1990 bertujuan untuk; (1) mendukung transisi damai 

menjadi pemerintahan demokratis bisa memerintah paling lambat 11 Maret 1990. (2) 

Pemerintah harus dapat melaksanakan pemilihan umum yang bebas dan adil untuk 

menikmati kesetabilan karena persoalan legitimiasi. (3) Pemerintahan baru 

seharusnya merupakan konsensus politik nasional dan memberikan dukungan ke 

angkatan bersenjata. Seharusnya perolehan kekuasaan bebas dari komitmen terhadap 

                                                            
141 Ibid. 
142 http://www.foia.state.gov/SearchColls/Results.asp?ResultMaxDocs=-
1&ResultCount=50&SortField=DocDate&SortOrder=Desc&Page=1&Collection=state&DocumentCla
ss=Pinochet&DocumentClass=Chile2&DocumentClass=StateChile3&QueryText=1973%2Cjanuary&
Search.x=0&Search.y=0&Search=Search# diunduh pada 27 April 2011 pukul 23.35 WIB 
143 Ibid. 
144 Ibid. 
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partai Komunis. (4) Menjaga dukungan bi-partisan di Kongres Chile dan 

pemerintahan di Chile untuk bekerjasama untuk mengembangkan program yang 

dalam mendukung tujuan pemerintahan AS. (5) Pemerintah AS mendukung dan 

memberikan bantuan selama Maret 1989-1990 sampai terpilihnya pemerintahan baru 

yang mengadopsi kebijakan yang mampu melayani kepentingan nasional AS. 

Kepentingan nasional AS terdapat dalam (a) politik. (b) keamanan/militer (c) 

ekonomi, (d) area kebudayaan. Di bawah ini dijelaskan kepentingan nasional AS di 

beberapa bidang tersebut  

a. Politik: memperkuat pemerintahan demokratik di Chile yang memiliki ikatan 

dengan pemerintahan AS dan yang mampu memerintah sesudah masa transisi.  

b. Keamanan/militer: mendukung militer Chile untuk menuju pemerintahan 

moderat dan stabil selama masa transisi menjadi demokrasi penuh. 

Memberikan peningkatan kapasitas militer yang professional, institusi apolitis 

di bawah kontrol sipil. 

c. Ekonomi: mendukung kelanjutan orientasi pasar bebas, fiskal dan moneter, 

perdagangan, dan kebijakan investasi asing yang mempromosikan 

keberlangsungan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lingkungan yang 

kondusif untuk stabilitas politik. 

d. Kebudayaan: menempatkan basis hubungan kebudayaan jangka panajang 

melalui program-program pendidikan. Factor kunci untuk tujuan ini adalah 

terciptanaya “U.S-Chile Educational Development Fund”, serta Mendesak 

pemerintahan Chile menjaga dan meningkatkan pelaksanaan penegakkan 

HAM menindak apa yang terjadi pada 1988.145 

III.2 Kepentingan Ekonomi  

Kepentingan luar negeri AS pada sektor ekonomi di Chile yang terutama 

adalah mengubah sistem ekonomi sosialis menuju sistem pasar bebas atau liberalisasi 
                                                            
145 Ibid. 
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ekonomi, mengingat kepentingan ekonomi AS terancam di Chile pada saat 

kepemimpinan Allende. Robert Reich dalam bukunya yang berjudul Supercapitalism 

menggambarkan bagaimana Milton Freidman bersama Arnold Harberger datang (atas 

undangan Pinochet) untuk mendesak Chile menerapkan pasar bebas pada Maret 1975. 

Dalam beberapa seri kuliahnya di Chile, ia menyemaikan pemahaman bahwa pasar 

bebas adalah pra kondisi untuk mencapai political freedom dan demokrasi yang 

berkesinambungan,146 di mana kapitalisme, bagi Friedman adalah prasyarat yang 

sudah hampir pasti dari sebuah demokrasi.147 Untuk memahami apa yang telah 

terjadi, dan apa yang bisa dilakukan untuk membuat demokrasi berfungsi dengan 

baik, sekali lagi, memerlukan penyelidikan rinci ke dalam perubahan struktur 

ekonomi dan politik.148  

Naomi Klein menemukan sebuah proposal berjudul Milton Freidman’s 

Capitalism and Freedom yang berisi tiga jurus utama pasar bebas yaitu privatisasi, 

deregulasi dan pemotongan anggaran sosial.149 Perubahan sistem ekonomi baru 

tersebut akan didukung oleh para ilmuan ekonomi Chile yang pernah belajar di 

University of Chicago di bawah bimbingan Freidman. Ekonom-ekonom tersebut 

kemudian, kerap dijuluki Chicago Boys.150 Para Chicago Boys menurut Klein, 

membantu mengimplementasikan eksperimen ekonomi Freidman yang disebut shock 

terapy atau doktrin Chicago.151  

Para ekonom yang terkenal dengan sebutan teknokrat Chicago Boys kini 

masih menduduki posisi penting dalam pemerintahan Chile. Salah satunya adalah 

José Piñera, Presiden Chile saat ini. Meski Piñera adalah lulusan Fakultas Ekonomi 

Universidad Católica de Chile dan melanjutkan studinya di Harvard University, 

namun ia mendeklarasikan dirinya sendiri152 sebagai bagian dari Chicago Boys yang 

                                                            
146 Robert Reich, Supercapitalism, Icon Books, 2007, hal. 3 
147 Ibid., hal. 9 
148 Ibid., hal. 7 
149 Klein, Op.Cit, hal. 79 
150 Ibid., hal. 7  
151 Ibid., hal. 85 
152 Ibid., hal. 78 
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pada waktu itu Universidad Católica de Chile memiliki hubungan yang dekat dengan 

Departemen Ekonomi University of Chicago. Dalam kawat-kawat diplomatiknya, 

persoalan Chicago Boys kerap disebut dengan istilah Chicago Group oleh kedutaan 

AS di Santiago, Chile.  

III.2.1 Melawan Proyek Nasionalisasi  

Hal yang paling kontras membedakan Pinochet dari Allende dalam sisi 

ekonomi tak lain adalah konsep ekonomi mereka yang jauh berbeda. Pinochet tidak 

sepakat dengan proyek nasionalisasi yang digagas Allende. Pinochet jauh lebih 

mengakomodasi kepentingan privat ikut bermain dalam perekonomian di Chile 

sementara menarik campurtangan pemerintah di sektor ekonomi. Bagaimana kinerja 

Pinochet dan tim ekonominya, tergambar dalam tabel di bawah ini yang 

menunjukkan kinerja pemerintahan menurut ukuran-ukuran yang biasa digunakan 

dalam mengukur kinerja ekonomi, seperti presentase pertumbuhan pendapatan 

perkapita (GDP), angka pengangguran, dan laju inflasi.  

Tabel III.1 Kinerja Ekonomi Pinochet153 

 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

GDP growh rate (%) -5.6 1.0 -12.9 3.5 9.9 8.2 8.3 7.8 5.5 

Unemployment rate (%) 1.6 9.7 16.2 16.8 13.2 14.0 13.6 11.8 11.1 

Inflation rate (%) 441.0 497.8 379.2 232.8 113.8 50.0 33.4 35.1 19.7 
 

 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

GDP growh rate (%) -14.1 -0.7 6.3 2.4 5.7 5.7 7.4 10.0 n.a 

Unemployment rate (%) 22.1 22.2 19.2 16.4 13.5 12.3 11.0 9.8 n.a 

Inflation rate (%) 9.9 27.3 19.9 30.7 19.5 19.9 14.7 17.0 n.a 

 Sumber: Dominique Hachette and Rolf Ludres, Privatization in Chile, an Economic Appraisal, 1993  

 

                                                            
153 Dominique Hachette and Rolf Ludres, Privatization in Chile, an Economic Appraisal, an 
International Center for Economic Growth Publication, Press, San Francisco, California, 1993 
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Menurut Hachette dan Ludress, akhir tahun 1973, pemerintahan Allende 

meninggalkan kondisi makro dan mikro ekonomi ada pada posisi disekuilibrium. Hal 

ini menjadi tak terelakkan, terjadi mengingat program revolusioner politik 

nasionalisasi154 Allende tidak didukung oleh mayaoritas parlemen di Chile, yang pada 

saat itu mengambil sikap oposisi.  

Proyek nasionalisasi dan pengabilalihan perusahaan-perusahaan swasta oleh 

negara membutuhkan pembiayaan yang tinggi, sementara negara gagal menghimpun 

pajak, terjadi biaya tinggi terhadap subsidi dan melonjaknya upah buruh secara 

signifikan. Sampai Agustus 1973, inflasi menembus 300 persen, defisit anggaran 

mencapai 20 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sesuatu yang belum pernah 

terjadi sebelumnya.155 Pada akhirnya, produksi menurun drastis dari tahun 

sebelumnya; kekurangan modal meningkat pesat di berbagai sektor; cadangan devisa 

menyusut; keuntungan pendapatan riil yang dicapai pada tahun 1971 terkikis, dan 

produktivitas tenaga kerja berkurang secara signifikan sebagai konflik buruh 

meningkat. Penurunan ekonomi diperburuk oleh penurunan harga tembaga dunia, 

yang merupakan ekspor utama Chile, pada tahun 1971 dan 1972, walaupun harga 

                                                            
154 Politik nasionalisasi adalah siasat politik untuk menentukan kawasan-kawasan ekonomi. Kawasan 
ekonomi dibagi menjadi tiga; Pertama, kawasan pemilikan sosial yang dikuasi oleh negara dengan 
jalan nasionalisasi. Kawasan pemilikian sosial meliputi sektor industri pertambangan, seperti; tembaga, 
nitrat, yodium, besi, batu bara. Sektor keuangan negara meliputi bank-bank swasta dan perusahaan 
asuransi. Sektor perdaganggan luar negeri, sektor monopoli strategis termasuk semua kegiatan yang 
mengatur perkembangan sosial negeri ini seperti produksi dan distribusi tenaga listrik, kereta api, 
angkutan laut dan udara, perhubungan, produksi penyulingan, minyak tanah, gas cair, baja, semen dan 
semua kaitannya dengan produk-produk kimia berat. Kawasan pemilikan sosial ini bertujuan untuk 
menghancurkan monolpoli swasta nasional asing dalam kehidupan perekonomian Chile.  Kedua, 
kawasan pemilikan campuran: negara dan swasta. Kawasan ini meliputi industri kecil yang ditujukan 
untuk para borjuasi kecil yang didukung oleh pemerintah untuk mengembangkan usahanya. Ketiga, 
kawasan pemilikan pribadi. Sementara politik pemerataan ditempuh dengan jalan serangan langsung 
terhadap kemiskinan yang merupakan falsafah dari sosialisme. Selain itu, politik pemerataan 
dimaksudkan untuk menarik dukupngan kepada UP, dan mengorganisir buruh dengan baik. Hal ini 
disadari Allende menjadi keharusan struktural yang harus ditempuh dengan jalan memperbesar upah 
atau gaji, mengurangi pengagguran dengan menciptakan lapangan pekerjaan umum, dan pengadaan 
jasa di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan. Impilkasi dari politik pemerataan ini adalah 
menciptakan kebutuhan bahan pokok dan bahan pangan yang membuat pengeluaran pemerintah 
membengkak. Bdk., Arief Budiman dalam desertasinya yang diterbitkan menjadi buku yang berjudul, 
“Jalan Demokratis ke Sosialisme, Pengalaman Chile di Bawah Allende”, Pustaka Sinar Harapan, 1987 
155 Dominique, Op.Cit., hal. 14      
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naik spektakuler pada tahun 1973, dan oleh penarikan kredit internasional dari 

sumber tradisional.156 

Proyek nasionalisasi Allende menjadi ancaman serius bagi kepentingan 

ekonomi AS di Chile. Prediksi masa depan ekonomi Chile di bawah Allende dibahas 

resmi di Senat AS pada 16 Novermber 1970. Dalam dokumen Multinational 

Corporations and United States Foreign Policy157 yang berisi pidato Henry Kissinger 

dalam hearing antara sub komite Multinational Corporations dan komite Hubungan 

Luar Negeri Senat AS yang merespon terpilihnya Salvador Allende sebagi pemenang 

pemilu presiden Chile pada 4 September 1973, Kissinger menilai bahwa Chile di 

bawah Allende adalah pemerintahan yang berorientasi komunis dan dalam jangka 

panjang bisa mempengaruhi stabilitas kawasan di Western Hemisphire, sentimen anti 

AS, dan bergerak ke arah kiri, khususnya Argentina, Bolivia dan Peru. Kissinger 

menilai;   

“So I don’t think we should delude ourselves that an Allende 
takeover in Chile would not present massive problems for us, 
and for democratic forces and for pro-U.S. forces in Latin 
America. What would happen to the Western Hemisphere 
Defense Board, or to Organization of American States, and so 
forth, is extreamly problematical… It is one of those situations 
which are not too happy for American interests.”158      

Kemudian, Departemen Keuangan AS, khususnya di bawah Menteri John 

Connally melakukan koordinasi untuk memberikan sanksi ekonomi kepada 

pemerintahan Allende yang menjalankan politik nasionalisasinya yang mengancam 

aset investasi swasta AS di Chile yang mencapai US$ 1 milyar.159  

Sementara bagi Allende, tujuannya menasionalisai tambang-tambang tembaga 

dimaksudkan sebagai sumber-sumber dana bagi konsekuensinya menjalankan 

                                                            
156 Ibid. 
157 Fagen, Op.Cit., hal. 297   
158 Ibid. 
159 Ibid., hal. 305 
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pemerintahan sosialis. Dan pengambilalihan bank-bank swasta untuk memenuhi 

kredit yang selama ini hanya diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan raksasa.160    

 Nasionalisasi pertama-tama ditujukan pada sektor tambang di Chile. 

Sementara, sejarah pertambangan di Chile tidak bisa dipisahkan dari invasi modal 

perusahaan-perusahaan AS. Bagi Chile, tambang tembaga menjadi pendapatan negara 

paling penting, mengingat Chile merupakan negeri penghasil tembaga terbesar ketiga 

setelah AS dan Soviet. Enam puluh persen pendapatan negara Chile berasal dari 

ekspor tembaga, dan pajak yang delapan puluh persennya adalah berupa valuta asing. 

Meski demikian, tambang Chile dikuasi oleh tiga perusahaan AS yaitu Anaconda, 

Kennecott, dan Cero Corporation. Di lokasi pertambangan tembaga terbesar Gran 

Minera yang menghasilkan 80 persen dari seluruh hasil tambang Chile, Anaconda 

menguasai 66,7 persen sementara Kennecott 29,7 persen. Pemerintah Chile hanya 

mendapatkan pemasukan pajak eksport saja. Tembaga yang dijual ke AS harganya 

hampir dua kali lebih murah dari harga pasaran tembaga dunia di London Market 

Excange (LME). Harga tambang Chile 80 persen dijual dengan harga 27,5 sen setiap 

pon atau US$ 600 per ton, sementara harga pasaran dunia adalah US$ 1.200. Maka 

kerugiannya setahun dapat mencapai US$ 180 juta. Jumlah sebesar ini, adalah 

sebagai “hadiah” yang dipersembahkan kepada AS.161  

Tidak lebih dari setahun Allende memimpin Chile di bawah pemerintahan 

sosialis, tepatnya pada 11 Juni 1971, Allende mengesahkan UU yang mengatur 

nasionalisasi tambang sebagai konsekuensi dijalankannya kebijakan politik 

nasionalisasi. Dan empat hari setelahnya, presiden mengambil alih Gran Minera. Pada 

Agustus 1972 dibentuklah pengadilan tembaga dan pada akhirnya memenangkan 

tuntutan pemerintah Chile. Dari sana, tertutuplah jalan hukum untuk memenangkan 

perkara itu tertutup rapat. Kekalahan ini tentu tidak membuat pihak perusahaan-

perusahaan tersebut diam. Kennecott melakukan kampanye terhadap pasar jika 

membeli tembaga Chile artinya membeli tembaga hasil curian yang akan 

                                                            
160 Budiman, Op.Cit., hal, 81-82 
161 Ibid., hal. 85  
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dipersoalkan ke meja hijau. Anaconda memberi penawaran para pekerja tambang 

untuk bekerja di negara Amerika Latin lain dan dengan gaji yang lebih tinggi. Tidak 

berhenti sampai di sana, pemerintah AS pun turun tangan dengan memboikot 

ekonomi Chile juga dengan tidak membuka kran perdagangan untuk suku cadang 

serta memotong bantuan luar negeri AS ke Chile.162  

Beberapa dokumen korespondensi berupa surat-menyurat antara David 

Rockefeller dan Henry Kissinger tertanggal 10 Agustus 1971 dan 2 September 1971 

menunjukkan bagaimana David Rockefeller sebagai direktur utama The Chase 

Manhattan Bank meminta Kissinger untuk melihat persoalan salah satu perusahaan 

miliknya yaitu Anaconda yang terancam oleh kebijakan ekonomi Allende dan 

mendorong Kissinger untuk mengambil tindakan terhadap pemerintahan Allende 

(lampiran 4).  

Pada pemerintahan Nixon, meski mengaku tidak menjalankan politiknya 

berdasarkan perhitungan ekonomi, namun banyak pihak sepakat bahwa sebagai 

Presiden, Nixon adalah teman sekaligus pelindung bagi perusahaan-perusahaan yang 

beroperasi di Amerika Latin. Di bawah Nixon, pemerintahan justru didominasi oleh 

kepentingan dan ideologi korporasi, dan dengan terbuka, Presiden melakukan kontak 

dengan para pengusaha tersebut.163 Contohnya, relasinya dengan kalangan elit bisnis 

International Telephone and Telegraph, Inc. (ITT) perusahaan telekomunikasi 

terkemuka AS pada saat itu, juga mendukung usaha penggulingan Allende.  

In addition to providing information and cover to the CIA, 
multinational corporations also participated in covert attempts 
to influence Chilean politics. The following is a brief description 
of the CIA's relationship with one such corporation in Chile in 
the period 1963-1973 -International Telephone and Telegraph, 
Inc. (ITT). Not only is ITT the most prominent and public 
example, but a great deal of information has been developed on 
the CIA/ITT relationship. This summary is based on new 
information provided to this Committee and on material 

                                                            
162 Ibid.  
163 Fagen, Op.Cit., hal. 299-300 
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previously made public by the Subcommittee on Multinational 
Corporations of the Senate Foreign Relations Committee.164 

Dukungan terhadap pemerintahan baru –meski ditempuh dengan cara kudeta 

militer– di bawah Pinochet dibenarkan oleh Departemen Luar Negeri AS. Dua hari 

setelah kudeta, Departemen Luar Negeri AS mengirim kawat rahasia kepada 

kedutaannya di Santiago: 

We welcome general Pinochet’s expression of Junta, desire for 
strengthened ties between Chile and the US. You are requested 
to convey at the earliest possible opportunity informal response 
to General Pinochet along the following lines and by whatever 
private means you deem appropriate.  

The USG [US Government] whises make clear its desire to 
cooperate with the military junta and to assist in any appropriate 
way. We agree that it is best initially to avoid too much public 
identification between us. In meantime we will be pleased to 
maintain private unofficial contacts as the junta may desire..165 

Dukungan awal AS terjadi dua hari pasca kudeta Pinochet dilakukan secara 

diam-diam. Hari berikutnya, pemerintahan Nixon membuat satuan tugas (task force) 

bernama Washington Special Action untuk memastikan kebutuhan bantuan jangka 

pendek, menengah dan panjang. Pada 20 September 1973, Kissinger memimpin rapat 

komisi ini dengan memberikan instruksi kepada duta besar AS di Chile:  

... to talk to the Junta… to inform them our goodwill. Our 
intention to recognize and when; when the emergency food 
supplies will be delivered and authorizing the Ambasador to 
discuss with Junta, Chile’s middle and long-term economic 
needed. 166 

Pemerintah Nixon dan Ford menyetujui US$ 186 juta untuk membantu 

Pinochet selama kurun waktu 1974-1976. Angka yang jauh lebih tinggi, 

dibandingkan dengan masa Allende yang hanya US$ 19,8 juta. Kredit internasional 

kembali mengucurkan dananya. IDB menyetujui bantuan senilai US$ 237 juta dan 

                                                            
164 http://foia.state.gov/reports/churchreport.asp, diunduh pada 26 April 2011, pukul 19.45 WIB 
165 Livingstone, Op.Cit, hal. 62  
166 Ibid., hal. 63 
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Bank Dunia US$ 66 juta, selama tiga tahun pertama pemerintahan junta. Selain itu 

pemerintah AS juga membantu pemulihan citra junta, baik di dalam maupun di luar 

negeri dengan menerbitkan buku putih beberapa saat setelah kudeta, dan dikirim ke 

Washington serta negara-negara kapitalis lain.  

III.2.2 Privatisasi dan Deregulasi  

Agenda pertama rezim Pinochet adalah menekan laju disekuilibrium makro 

ekonomi. Hal tersebut ditempuh dengan menetapkan tiga tujuan utama; (1) 

memberikan jaminan yang tinggi terhadap stabilitas pertumbuhan ekonomi, 

mengganti strategi ekonomi yang dinilai keliru pada dekade sebelumnya yaitu 

berdasarkan substitusi import dan keterbatasan pilihan instrumen-instrumen ekonomi 

(tarif, larangan, kontrol harga dan perdagangan), (2) memberantas kemiskinan dan 

mencapai kapasitas produksi maksimal melalui aktivitas produksi yang tinggi, dan (3) 

mencapai stabilitas kebijakan.167 

Tujuan tersebut, baik dipilih maupun dipaksakan oleh Pemerintahan Pinochet, 

dicapai dengan memberikan penghargaan terhadap kepemilikan privat, dan 

persamaan kesempatan atas pendidikan, kesehatan, dan keamanan sosial. Untuk 

mencapainya, maka ditetapkan beberapa langkah praktis di antaranya; (1) restorasi 

pasar sebagai instrumen utama pengambilan kebijakan ekonomi, (2) restorasi sektor 

privat sebagai agen pembangunan, dalam arti bukan sekadar tanggung jawab sektor 

privat melainkan juga persoalan dikuranginya peran negara dalam sektor ekonomi, 

serta divestasi perusahaan-perusahaan publik menjadi tak terhidarkan, (3) 

keterbukaan yang lebih besar terhadap pasar luar negeri, untuk memanfaatkan 

keunggulan komparatif, menuai keuntungan dari spesialisasi yang lebih besar, dan 

meningkatkan efisiensi untuk menghadapi persaingan, (4) tidak melakukan pembeda-

bedaan terhadap seluruh sektor produksi dalam meningkatkan alokasi sumber daya, 

(5) pengembangan pasar finansial (yang sebelumnya tidak ada) untuk meningkatkan 

cadangan dan investasi dan (6) penggunaan alat-alat ekonomi umum, seperti nilai 

                                                            
167 Dominique, Op.Cit., hal. 15 

Dukungan Amerika..., Awigra, FISIPUI,2011



 

77 

 

Universitas Indonesia 

tukar, suku bunga dan jumlah uang beredar, untuk membantu pencapaian tujuan 

ini.168  

Pada pertengahan tahun 1970-an di bawah Pinochet, Chile menjual lebih dari 

550 perusahaan milik negara ke sektor privat dari tahun 1973 sampai 1988 (lampiran 

6). Privatisasi di Chile mengakibatkan hilangnya kontribusi perusahaan-perusahaan 

milik negara ke pendapatan negara dari 39 persen menjadi 16 persen. Tabel di bawah 

ini menunjukkan jumlah privatisasi perusahaan-perusahaan negara atau COFRO 

(Corporación de Fomento de la Producción atau State Development Corporation).  

Tabel III.2 Perbandingan kebijakan ekonomi pemerintahan Pinochet dan Allende 

 1970 1973 1983 1989 

Enterprises related to COFRO 

‐ Subsidiaries  

‐ State-managed enterprises 

‐ Banks 

46 

46 

0 

0 

571 

228 

325 

18 

24 

23 

0 

1 

24 

24 

0 

0 

Other state-owned enterprises 20 22 21 18 

Other Financial Institutions  2 2 2 2 

CODELCO 0 1 1 1 

Total 68 596 48 45 

Sumber: Dominique Hachette and Rolf Ludres, Privatization in Chile, an Economic Appraisal, 1993 

Jika dilihat berdasarkan jenis industri yang diprivatisasi yang berkontribusi 

terhadap PDB adalah sebagai berikut;  

 1965 1973 1981 1988 

                                                            
168 Ibid.  
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Mining  13.0 85.0 83.0 n.a* 

Industry 3.0 40.0 12.0 n.a  

Utilities  25.0 100.0 75.0 n.a 

Transportation  24.3 70.0  21.0 n.a 

Communications  11.1 70.0 96.3 n.a  

Finance  0.0 85.0  28.3 n.a  

All state enterprises and public 

administration 

14.2 39.0 24.1 15.9 

* n.a: not available (tidak tersedia) 
Sumber: Dominique Hachette and Rolf Ludres, Privatization in Chile, an Economic Appraisal, 1993 

Dua tabel di atas menunjukkan perbandingan kebijakan ekonomi 

pemerintahan Pinochet dan pemerintahan sebelumnya. Dalam 100 hari pemerintahan 

sosialis di bawah Allende,  pemerintah membeli dan mengontrol hampir seluruh 

sektor distribusi dan finansial negara antara tahun 1965 sampai 1973 perusahaan yang 

dikelola negara meningkat dari 68 menjadi 596 perusahaan.169  

Kepemimpinan Pinochet membawa perubahan drastis dalam persoalan 

nasionalisasi yang dilakukan Allende. Tak lama sesudah mengambil alih kekuasaan, 

Pinochet langsung menerapkan program privatisasi terhadap badan-badan usaha milik 

negara. Privatisasi di Chile, sebagai bagian dari proses pembersihan dan reformasi 

institusi yang diambil alih oleh rezim militer, bertujuan untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi, pengurangan tingkat pengangguran, dan menurunkan angka 

kemiskinan. Keyakinan terhadap pencapaian tujuan tersebut didukung oleh 

penghargaan atas hak-hak individu, seperti kepemilikan privat, mengadopsi prinsip-

prinsip liberal seperti: non diskriminasi, pasar adalah instrumen utama dalam 

pengambilan keputusan ekonomi, sektor privat sebagai agen pembangunan, 
                                                            
169 Ibid., hal. 32 
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perdagangan luar negeri sebagai perinsip utama untuk mengeksploitasi keunggulan 

komparatif negara, meningkatkan efektifitas ekonomi domestik, dan lain-lain.170  

Program privatisasi yang didukung dan digawangi oleh para ekonom yang 

kerap disebut Chicago Boys ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi ekonomi. 

Caranya; pertama, membuka persaingan bebas di pasar, agar tercipta kompetisi yang 

kuat atau kebijakan khusus yang didasarkan pada harga marjinal dan menghilangkan 

sistem monopoli. Kedua, perusahaan-perusahaan publik diwajibkan mampu 

melakukan pembiayaan sendiri dan dilarang diberi subsidi. Dan ketiga pemerintah 

menghentikan seluruh campurtangan terhadap sektor ekonomi.171    

Privatisasi ini memiliki dua tahapan proses penting selama kepemimpinan 

Pinochet. Tahap pertama adalah tahun 1974-1979 di mana tujuannya adalah 

mengembalikkan hampir seluruh badan usaha milik negara kepada pemilik lama atau 

dijual ke sektor privat terutama pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di 

sektor-sektor non tradisional. Pada awal kepemimpinannya, Pinochet langsung 

melakukan deregulasi dengan mengeluarkan Dekrit 88 yang berisi negara mengambil 

alih seluruh perusahaan-perusahaan untuk tujuan normalisasi. Februari 1974, 

Pinochet kembali mengeluarkan Dekrit 333 yang membolehkan setiap perusahaan 

menormalisasi status kredit dengan sistem finansial yang ada.172  

Pada tahap pertama ini, ada dua periode privatisasi. Periode pertama pada 

tahun 1974 sebanyak 325 badan usaha milik negara diprivatisasi, dengan nilai buku 

total mencapai US$ 1 milyar, dan dengan catatan perusahaan-perusahaan yang 

diprivatisasi tersebut dijual dengan harga yang cukup murah, karena selama 

pemerintahan Allende, banyak aset dari perusahaan tersebut telah rusak. Mereka yang 

membeli badan-badan usaha milik negara tersebut juga mengajukan kredit lunak.173 

Periode kedua tahap pertama pada 1975-1979, privatisasi kembali dilakukan 

                                                            
170 Ibid., hal. 31 
171 Ibid., hal. 34 
172 Ibid., hal. 46 
173 Ibid., hal. 46-47 
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khususnya pada sektor finansial, industri, perusahaan distribusi, dan lain-lain dengan 

total buku mencapai US$ 1,2 milyar.174     

  Tahap kedua adalah privatisasi-privatisasi sektor publik yang dijalankan 

Pinochet pada tahun 1984-1989 seperti perusahaan minyak Chile atau Petroleum 

Company of Chile (COPEC), sektor pendidikan dan kesehatan, perumahan, dan 

sebagainya dengan total pendapatan negara mencapai US$ 1,2 milyar.175 

 Dalam kawat rahasia berjudul the Junta’s Problems governing disebutkan, 

perlahan-lahan arah kebijakan luar negeri Chile mencari jaminan terhadap pangan 

dan pinjaman. Membalikkan kebijakan Allende, rezim ini mau menerima perjanjian 

dengan International Monetary Fund (IMF), untuk meninjau kembali The Inter-

American Committee for the Alliance for Progress (CIAP). Upaya ini dilakukan 

untuk mencapai beberapa kompromi dalam pembayaran kompensasi pengambilalihan 

beberapa properti di perusahaan tembaga AS, dan beberapa kompromi terkait isu 

pembayaran ulang properti perusahaan tambang tembaga dari AS.176 

Pada dokumen yang dikirim bulan Juni 1974 berjudul Pinochet Views,177 

(lampiran 5) dipaparkan bagaimana Pinochet meminta tambahan bantuan untuk 

peningkatan kapasitas militer Chile kepada Pemerintah AS. Tidak disebutkan siapa 

saja yang mewakili pemerintah AS dalam pertemuan dengan Pinochet. Sementara, 

dokumen tersebut sudah banyak disensor. Rangkuman isi dokumen itu adalah 

Pinochet yang dalam suasana optimis terhadap ekonomi Chile, berharap AS 

meningkatkan bantuan militernya, termasuk kredit Foreign Military Financing 

                                                            
174 Ibid., hal. 47 
175 Ibid., hal. 59 
176 State.gov., Op.Cit  
177 http://www.foia.state.gov/SearchColls/Results.asp?ResultMaxDocs=-
1&ResultCount=50&SortField=DocDate&SortOrder=Desc&Page=1&Collection=state&DocumentCla
ss=Pinochet&DocumentClass=Chile2&DocumentClass=StateChile3&QueryText=1973%2Cjanuary&
Search.x=0&Search.y=0&Search=Search# diunduh pada 17 April 2011 pukul 22.05 WIB  
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(FMF), serta membela persoalan HAM Pemerintah Chile. Pertemuan tersebut sendiri 

berlangsung pada 3 Juni dengan hasil secara garis besar:178  

Dalam sektor ekonomi, Pinochet merasa puas dan optimis tentang 

produktivitas dari perusahaan tambang, pertanian dan industri. Dengan 

memperhatikan untuk tambang, ia mencatat bahwa untuk produksi tembaga negara 

meningkat 1/3 pada bulan lalu sama dengan pencapaian pada bulan yang sama tahun 

sebelumnya. Ekspektasi produksinya mencapai 740.000 ton tembaga.179 

Dari Gran Mineria tahun 1974, yang total produksinya seharusnya mencapai 1 

juta ton, ia menunjukkan tingginya inflasi dan merasa kesulitan untuk mengontrolnya. 

Tahun pertama sejak militer mengambil alih, Brazil memiliki pengalaman mengatasi 

laju inflasinya yang mencapai 600 persen. Ia berpikir untuk melaksanakan program 

pengawasan laju inflasi yang telah berjalan dan harus diselesaikan.180  

Pinochet mengatakan, investasi asing diperlukan guna memperbanyak 

lapangan pekerjaan meski ia menyadari kalau investasi dapat menyebabkan 

bertambahnya laju inflasi. Ia mencatat bahwa investasi asing dari Jepang dan Spanyol 

diperlukan, namun dengan banyaknya persyaratan. Sementara ia berjanji akan segera 

mengesahkan regulasi baru tersebut, yang mempermudah masuknya investasi AS. 

Dalam referensinya untuk menegosiasi tembaga, ia mengkonfirmasi hal tersebut bisa 

diteruskan.181  

Kedutaan AS di Chile menyebutkan bahwa diperlukan bantuan untuk nutrisi, 

pertanian, dan berharap dapat merealisasikan permintaan pemerintahan Chile untuk 

bahan makanan. Pinochet mengatakan, ia sangat mengapresiasi hal tersebut. 

Kedutaan juga berharap dapat member bantuan militer, dan berharap dapat terus 

dilanjutkan. Secara khusus Pinochet meminta tambahan bantuan untuk tahun 1974 

FMS. Kedutaan telah mengatakan ada keterbatasan dan Pinochet memahaminya. 
                                                            
178 Ibid.  
179 Ibid. 
180 Ibid.  
181 Ibid.  
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Namun, ia mengatakan bahwa di negara-negara latin lain tidak membutuhkan dana 

FMS lagi.182  

Menyangkut persoalan perdagangan Senjata183 untuk Chile berubah pada 

masa kepemimpinan Carter, yang mengaitkan sanksi bantuan dengan pelanggaran 

HAM, yang mempengaruhi  implementasi UU bantuan luar negeri tahun 1961 

sebagai acuan pengiriman senjata selama Perang Dingin. Berdasarkan Doktrin 

Truman tentang pembendungan, UU ini menyediakan prosedur legal bagi AS dalam 

menjual atau mengirimkan persenjataan kepada pemerintahan negara lain yang 

mendukung kepentingan keamanan nasional AS. Tahun 1969, Doktrin Nixon yang 

tercipta dalam bayang-bayang trauma Perang Vietnam, mengajukan gagasan bahwa 

AS akan menggunakan pengiriman persenjataan untuk membendung pengaruh 

Soviet. Negara-negara sekutu AS dibolehkan mendapatkan persenjataan untuk 

mempertahankan dirinya sendiri, meski tanpa mempengaruhi kehidupan AS. 

Konsekuensi dari Doktrin Nixon adalah debat sengit di antara para pembuat 

kebijakan AS. William Hartung berargumen, pengiriman persenjataan ini 

berkontribusi terhadap rezim otoriter dalam merepresi warga sipil. Tahun 1976, 

terdapat regulasi yang mengatur kontrol terhadap transfer persenjataan yang diajukan 

oleh Senator Hubert H. Humphrey (D-Minn.). Dalam UU ini kewenangan Presiden 

dibatasi dalam mengirim bantuan persenjataan, dengan cara memberi kekuasaan pada 

Kongres untuk memiliki hak veto selama 30 hari masa pengiriman senjata. Hal ini 

bertentangan dengan kebijakan Pemerintahan Ford, di mana beberapa negara 

menerima bantuan meski mereka tetap melakukan berbagai pelanggaran HAM.184  

Apa yang terjadi di Chile pada tahun 1976, diatur dalam UU nomor 94-329. 

Pengaturan ini merujuk pada amandemen (Robert F) Kennedy yang melarang 

                                                            
182 Ibid.  
183 http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/apj/apj99/spr99/mora.html  diunduh pada 24 
April 2011 pukul 22.30 WIB  
184 Ibid. 
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bantuan keamanan, pelatihan militer, dan penjualan senjata terhadap Jenderal 

Augusto Pinochet yang telah melakukan represi militer di Chile.185  

Tahun 1977, Presiden Presiden Jimmy Carter menggugat peraturan PD-13 

dengan tujuan untuk mengganti Doktrin Nixon. Carter ingin memastikan bahwa 

transfer atau pengiriman senjata harus dihubungkan dengan kepentingan nasional AS 

dan pelaksanaan standar HAM negara penerima. Di antara pembatasan ini jelas 

merugikan industri senjata dalam negeri AS. Kritik paling keras terhadap kebijakan di 

Amerika Latin untuk Carter, tak lain datang dari kebijakannya melakukan 

pembatasan ini. Kepresidenan Carter dinilai tidak konsisten menjalankan PD-13, 

yang menciptakan oposisi bahkan di pihaknya sendiri. Ketika Presiden Carter 

membatasi penjualan pesawat udara di Amerika Latin, ia menginginkan pengiriman 

dalam jumlah yang lebih besar ke Israel, Saudi Arabia, dan Mesir pada musim panas 

tahun 1978.186 

Presiden Ronald Reagan melihat persyaratan pengiriman dan penjualan 

persenjataan berbeda dari presiden-presiden sebelumnya. Ia membingkai dalam satu 

kebijakan keamanan global dan membalikkan banyak pembatasan terhadap apa yang 

diberlakukan dalam aturan PD-13. Pemerintahan Reagan mendukung penguatan 

persenjataan AS dan negara-negara aliansinya, untuk mendukung pemberontakan 

terhadap rezim atau kelompok komunis di mana-mana.  

Di bawah ini adalah data-data resmi187 pemerintah AS sejak Pemerintahan 

Nixon sampai Bush Sr, yang mendukung pemerintahan Chile di bawah Pincochet. 

Bantuan-bantuan yang diberikan memiliki tujuan strategis utama yaitu promosi 

demokrasi dan perlindungan terhadap HAM. Berikut ini data bantuan luar negeri AS 

ke Chile selama 1974-1990.  

 

                                                            
185 Ibid. 
186 Ibid. 
187 U.S. Overseas Loans and Grants (Greenbook), May 2011 
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Tabel III.3 Bantuan‐bantuan Luar Negeri AS untuk Chile Semasa Pinochet 
 

in millions, historical $US 

          
Program or account 1974 1975 1976 1976TQ 1977 1978 1979 1980 1981 
Economic and 
Military Assistance, 
Total 25.9 96.1 78.3 5.1 33.25 7 13.44 10.18 12.04 
Non‐Concessional 
U.S. Loans, Total 57 23 1.8 . . . . . . 
Export‐Import Bank 
Loans 57 23 1.8 . . . . . . 
Export‐Import Bank 
Loans Program 
Account 57 23 1.8 . . . . . . 

                    

Program or account 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Economic and 
Military Assistance, 
Total 6.76 2.82 1.69 1.25 1.14 1.09 1.39 5.37 2.57 
 Non‐Concessional 
U.S. Loans, Total . . . 1.28 . . 1.66 . 24.11 
Export‐Import Bank 
Loans . . . 1.28 . . 1.66 . 24.11 
Export‐Import Bank 
Loans Program 
Account . . . 1.28 . . 1.66 . 24.11 

 

 

Program or account 1974 1975 1976 1976TQ 1977 1978 1979 1980 1981

Economic Assistance, 
Total 9.8 95.5 78.3 5.1 33.25 7 13.44 10.18 12.04 

    

Program or account 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Economic Assistance, 
Total 6.76 2.82 1.69 1.25 1.14 1.09 1.39 5.32 2.57 
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Program or account 1974 1975 1989 

Military Assistance, Total 16.1 0.62 0.05 

            Military Assistance Program (MAP) Grants . . . 

            International Military Education and Training 1.14 0.62 0.05 

            Foreign Military Financing Program . . . 

            Transfer from Excess Stock . . . 

            Foreign Military Financing, Direct Loan Program Account 15 . . 
 

Source: US Overseas Loans & Grants [Greenbook] 

Jika dianalisis secara singkat, pemerintah AS mulai dari Presiden Nixon 

sampai Bush Sr tetap memberikan bantuan baik berupa utang maupun hibah kepada 

pemerintahan Pinochet. Khusus untuk bantuan ekonomi kecenderungan AS 

memberikan bantuannya menurun. Dukungan besar diberikan saat awal rezim 

Pinochet berkuasa, ketika AS masih berada pada masa kepemimpinan Nixon, Ford, 

dan Carter. Meski Carter memotong banyak sekali anggaran, namun jumlah 

keseluruhan selama ia memimpin masih cukup signifikan yaitu US$ 44.66 juta. 

Berikut ilustrasinya;  

Grafik III.1 Perbandingan Paket Bantuan Ekonomi ke Chile dari Nixon sampai Bush Sr. 

 

Sumber: data diolah sendiri oleh penulis  

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Econ. Ass. 9.8 95.5 83.4 33.2 7 13.4 10.1 12.0 6.76 2.82 1.69 1.25 1.14 1.09 1.39 5.32 3.27
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III.3 Kepentingan HAM 

Politik luar negeri AS tak pernah bisa dilepaskan dari persoalan HAM. HAM 

dan demokrasi dalam politik luar negeri AS selalu menjadi agenda utama. Persoalan 

HAM di suatu negara dijadikan tolok ukur pemberian paket kebijakan bantuan 

ekonomi dan militer. HAM dalam politik luar negeri AS menjadi persoalan yang 

terus-menerus dipantau oleh kedutaan AS di Chile, khususnya sejak kepemimpinan 

Pinochet.  

Dalam dokumen yang berjudul Pinochet Views188 kedutaan AS telah 

mengatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan HAM akan menjadi persoalan, namun 

Pinochet menginterupsi dengan mengatakan bahwa pemerintah Chile adalah 

pemerintahan Kristen yang tidak menyukai rezim komunis, dan memberikan respek 

terhadap persoalan kemanusiaan. Pinochet bersikeras, bahwa persoalan HAM telah 

dibatasi satu bulan pasca kudeta dan hal itu dapat dimaknai sebagai bentuk 

kemarahan atas perilaku rezim sebelumnya. Untuk hal ini, secara retorik ia 

menanyakan berapa jumlah orang yang peduli akan HAM dan akan ditunjukkan 

perhatian yang sama. Pinochet dan militer merasa akan menjadi korban dari otoritas 

Marxis. Pinochet menjamin, pelanggaran HAM hanya berlangsung sebulan dan 

sekarang (pada saat pengakuan dalam Pinochet Views) sudah berakhir. Ia menyadari, 

insiden tersebut perlu diisolasi karena sebagai manusia tak ada yang sempurna.  

Pinochet mengatakan, orang-orang yang ada dalam penahanan di Chile adalah 

orang-orang utama yang masuk dalam tuduhan pelanggaran HAM. Pinochet 

mengekspresikan beberapa gangguan, yaitu tuduhan bahwa pemerintah Chile adalah 

pemerintahan sayap kanan. Ia menegaskan bahwa tidak ada satu rezim kanan yang 

peduli akan orang miskin, persoalan pengangguran, dan ia akan menunjukkan apakah 

                                                            
188 http://www.foia.state.gov/SearchColls/Results.asp?ResultMaxDocs=-
1&ResultCount=50&SortField=DocDate&SortOrder=Desc&Page=1&Collection=state&DocumentCla
ss=Pinochet&DocumentClass=Chile2&DocumentClass=StateChile3&QueryText=1973%2Cjanuary&
Search.x=0&Search.y=0&Search=Search#   
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akan melanjutkan reformasi agraria seperti yang dilakukan oleh pemerintahan 

sebelumnya atau tidak.189 

Dalam dokumen berjudul Human Rights in Chile, yang dirilis pada awal 

1982, dijelaskan secara rinci bagaimana catatan pelanggaran HAM di bawah rezim 

Pinochet. Dengan kata lain, pemerintah AS tidak hanya mengetahui namun juga 

mengakui banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi semasa Pinochet berkuasa. 

Dalam laporan tersebut secara eksplisit juga disebut kepentingan nasional AS di 

Chile. Prioritas utamanya adalah orientasi pasar bebas yang harus dipertahankan. 

Berikut rangkuman dari isi laporan tersebut:  

Sejak 1973, sesaat setelah kudeta, banyak orang hilang setelah ditahan 

pasukan keamanan. Awalnya, militer melakukan operasi keamanan secara 

independen. Tahun 1974, pusat intelijen dan agen keamanan Dirección de 

Inteligencia Nacional (DINA) mulai didirikan. Hampir seluruh kasus orang hilang 

dihubungkan dengan keterlibatan DINA di bawah kepemimpinan Manuel Contreas 

Sepuldeva. Di mana, estimasi jumlah seluruh orang yang hilang sekitar 1500, daftar 

tersebut disediakan oleh lembaga yang didukung oleh Gereja Katolik bernama 

Vicaría de la Solidaridad. Daftar jumlah orang hilang seperti tabel III.4 di bawah ini 

dari tahun ke tahun berdasarkan lokasinya mencapai 699  

Tabel III.4 Daftar Orang Hilang selama 1973‐1977 

Year Provinces Santiago Total 

1973 182 65 247 

1974 22 201 223 

1975 21 55 76 

1976 5 106 111 

1977 7 5 12 

TOTAL 237 432 699 

Sumber: www.foia.state.gov  
 

                                                            
189 Ibid.  
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Jumlah seluruh orang hilang tahun 1973 menurun menjadi 213 karena 

ditemukan kuburan massal berisi 15 mayat di Lonquen dan 19 mayat di Yumbel. 

Jadi, 635 orang hilang tersebut diperkirakan tewas setelah penahanan.  Pada para 

korban tersebut diyakini telah dilakukan bentuk-bentuk penyiksaan sebelumnya. 

Setidaknya, target resmi tersebut adalah para anggota atau pendukung Movimiento de 

la Izquierda Revolucionaria atau Revolutionary Leftist Movement (MIR), sebuah 

kelompok teroris yang menginginkan berdirinya sebuah negara berhaluan Marxis. 

Meski tidak secara langsung masuk dalam UP, tetapi mereka mendukung beberapa 

program yang dijalankan semasa pemerintahan Allende. Para pemimpin MIR telah 

dibunuh pada akhir 1974. Target penghilangan berikutnya adalah para anggota tetap 

Partai Komunis dan Partai Sosialis.190  

Periode 1974-1976 pemerintah Chile bekerjasama dengan International 

Committee of the Red Cross (ICRC), Inter-Governmental Committee of European 

Migration (ICEM), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), dan 

pemerintahan lain untuk mempercepat keluarnya para pencari suaka politik dan 

orang-orang yang ditahan tanpa melakukan kejahatan kriminal. ICEM berhasil datang 

tahun 1974, sementara pada tahun 1975 UNHCR tidak berhasil masuk ke Chile 

karena pemerintah Chile tidak mengizinkan para pemimpin-pemimpin kelompok 

untuk menyampaikan pernyataan. Hampir seluruh pencari suaka politik dipindahkan 

pada awal 1975. Penahanan tanpa proses peradilan dihentikan pada 1976.191  

Tahun 1976 pemerintah Chile tampak mengakhiri berbagai bentuk kejahatan 

HAM yang mencolok. Semua tahanan politik, kecuali yang mereka yang diyakini 

komunis dan sedang dalam masa pencobaan, dibebaskan. Imbasnya, angka tahanan 

politik menurun hingga 400 orang. Agustus 1977 Pemerintah Chile menghapuskan 

DINA dan menggantinya dengan National Information Center (CNI). Manuel 

Contreras digantikan oleh Jenderal Purnawirawan Odlanier Mena. Mena adalah orang 

penting dalam operasi-operasi DINA. Maret tahun 1978 pemerintah Chile 

                                                            
190 Ibid. 
191 Ibid. 
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menghentikan status keadaan darurat (state siege) sejak kudeta 1973, dan mengganti 

status negara menjadi “state emergency” dengan jaminan bahwa pemerintah tidak 

akan melakukan proses penahanan tanpa proses peradilan. Ad Hoc Working Group 

UNHCR akhirnya dapat dibolehkan masuk ke Chile secara bebas. Sejak 1978, 

perhatian HAM di Chile terfokus pada pemenuhan hak-hak dasar dari orang-orang 

yang terlibat dalam insiden 1973-1976 serta persoalan hak sipil dan politik. Dengan 

represi yang dikendurkan, banyak pihak bersuara bahkan melakukan demonstrasi 

yang berakhir pada proses penahanan, dan dikenakan sanksi tidak boleh menjalankan 

aktivitas politik. Tetapi tahun 1979 beberapa eks kombatan Kuba yang dulunya 

tergabung dalam MIR pulang dan melakukan sejumlah aksi, termasuk perampokan 

bank yang menewaskan 9 personil polisi dan tentara. Sebagian dari mereka diberi 

suaka politik ke luar negeri.192  

Beberapa warga Chile berharap, rezim militer segera berakhir dan kembali 

pada pemerintahan sipil melalui pemilu. Tahun 1976, menjadi jelas ada intensi dari 

pemerintah Chile untuk kembali pada sistem demokrasi dengan beberapa catatan 

khusus perubahan sistem politik dan ekonomi. Draft konstitusi baru dibuat pada 

1978. Dewan Negara yang diketuai mantan Presiden Jorge Alessandri 

menyelesaikannya selama hampir dua tahun. Sementara, konstitusi baru dirilis pada 

11 September 1980 dalam plebiscite nasional. Tabel di bawah ini adalah data 

mengenai jumlah tahanan politik: 

Tabel III.5 Daftar Tahanan Politik dari 1978‐1981 

Year Political Prisoners 
1978 1612 
1979 1331 
1980 1129 
1981 909 (10 months) 

Sumber: www.foia.state.gov 

Sejak tahun 1979 dan 1980 orang-orang yang ditahan adalah mereka yang 

terlibat dalam kelompok oposisi dan melakukan berbagai aksi demonstrasi. Beberapa 

dari mereka yang tertangkap pada 1980-1981 terindikasi memiliki hubungan erat 
                                                            
192 Ibid. 
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dengan MIR. Dari 909 orang yang ditahan pada Oktober 1981, 80 persennya 

dibebaskan hanya dalam waktu lima hari, karena kurangnya bukti. Meski demikian, 

penyiksaan secara fisik dan non fisik terus berlangsung. Tercatat data dalam tiga 

tahun: tahun 1979 ada 85 kasus, 1980 terdapat 100 kasus dan 68 kasus pada tahun 

1981. Ada sekitar 1000 orang tidak bisa pulang ke Chile tanpa adanya kejelasan 

status dari pemerintah Chile. Izin tidak diberikan jika para pencari suaka terlibat 

dalam kegiatan anti pemerintah ketika berada di luar negeri.   

Kepentingan AS pada dasarnya ingin meningkatkan standar penerapan HAM 

dan mengembalikan Chile menjadi tempat yang aman untuk western community, 

mempromosikan perdamaian dengan negara-negara tetangga, dan menguatkan 

kepentingan-kepentingan keamanan Barat (Western) di belahan bumi ini. 

Kepentingan ini saling melengkapi dan menguatkan. Kepentingan AS menguatkan 

pemerintah Chile dalam meningkatkan penghargaan terhadap HAM, dan untuk 

menuju ke masyarakat dengan standar demokrasi. Hal ini hanya dapat dianggap 

berhasil jika AS terlihat sebagi pendukung kepentingan keamanan Chile dan 

menyiapkan peningkatan kinerja HAM pemerintah Chile.  

Beberapa dukungan dan pengakuan dapat dijelaskan dengan tidak 

menempatkan Chile sebagai negara yang diasingkan, tetapi sebagai bagian dari 

komunitas barat, yang mana menjadi jelas bahwa ukuran standar yang tinggi 

diberlakukan untuk politik dan ekonomi dibandingkan dengan negara-negara lawan. 

Beberapa dukungan dan pengakuan dapat ditunjukkan dengan mencoba menurunkan 

tensi regional dan menyediakan perimbangan bantuan militer regional untuk 

melokalisir kerentanan menjadi ancaman nasional. Dukungan aktif AS terhadap 

pemerintah Chile dan beberapa negara lain tidak hanya berkontribusi pada penciptaan 

suasana HAM yang kondusif, melainkan juga untuk menguatkan posisi 

kepemimpinan Barat di kawasan ini dan usaha membentengi kecenderungan elemen-

elemen yang ada dalam kepemimpinan nasional dan militer untuk mengejar nilai-nilai 

demokrasi. 
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Selama periode ini Pemerintah AS menekan Chile untuk mencari tiga orang 

(Contreras, Espinoza dan Fernandez) dalam pemerintahan Chile yang terlibat aktif 

dalam kasus terbunuhnya warga AS, yaitu Orlando Letelier dan Moffitt.                

Pada periode kepemimpinan Presiden Ford tahun 1975, persoalan HAM 

menjadi semacam pengganggu dalam hubungan AS dan Chile. Pada 1 Juli 1975, 

terbongkarlah sebuah memorandum rahasia dari Dewan Keamanan Nasional yang 

mengungkapkan adanya pemberontakan di dalam kedutaan besar AS. “Sejumlah 

petugas kedutaan besar di Santiago telah menulis sebuah perbedaan pendapat."193 

Memo tersebut disiapkan untuk Penasihat Keamanan Nasional Brent Scowcroft yang 

intinya ingin memotong seluruh bantuan ekonomi dan militer untuk Chile sampai 

situasi HAM ditingkatkan. Namun menurut memorandum tersebut, langkah staf 

kedutaan tersebut dijegal oleh Duta Besar David Popper yang ingin melanjutkan 

dukungan bersama dengan meningkatkan representasi tentang HAM.194  

Pada 8 Juni 1976, sehari sebelum Kissinger memaparkan persoalan HAM di 

forum OAS di Santiago, ia bertemu Pinochet secara langsung untuk menyampaikan 

apa isi pidatonya esok dan menyalahkan Kongres yang memaksa ia untuk berbicara 

persoalan HAM di Chile.195 Kissinger mengatakan kepada Pinochet;  

"I can do no less, without producing a reaction in the U.S. which 

would lead to legislative restrictions … the speech is not aimed 

at Chile. I wanted to tell you about this. My evaluation is that 

you are a victim of all left-wing groups around the world and 

that your greatest sin was that you overthrew a government that 

was going Communist."196  

                                                            
193 Peter Kornbuch, Declassifying US Intervention in Chile, NACLA Report on the Americas, 
May/Jun99, Vol. 32  
194 Ibid. 
195 Ibid. 
196 Ibid.  
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Kissinger juga mengingatkan Pinochet, bahwa AS sedang meningkatkan 

perhatiannya pada persoalan HAM. Ia sedang berencana membuat semacam amunisi 

bagi Pemerintahan Ford menghadapi Legislatif menyangkut persoalan HAM di 

Chile.197  

"I want to see our relations and friendships improve… We 

want to help, not undermine you. You did a great service to the 

West in overthrowing Allende."198  

Sejak 1974-1977 pelanggaran HAM banyak dilakukan oleh badan negara 

yaitu DINA. DINA menebar teror pada tengah malam dan melakukan penculikan, 

yang beberapa di antaranya didahului dengan pengiriman semacam kartu pos kecil 

bertulis “Jakarta se Acerca” atau Jakarta sudah mendekat. Tercatat 621 kasus 

penghilangan tokoh buruh dan kelompok oposisi yang menamakan dirinya MIR atau 

gerakan revolusi kiri terdiri dari pimpinan militer radikal dan pemimpin partai politik 

Sosialis dan Komunis di Chile dalam periode ini. Komisi mengidentifikasi 2.279 

state-sponsored murders antara 11 September 1973 sampai 11 Maret 1990.199 

                                                            
197 Ibid.  
198 Ibid. 
199 Ibid. 
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Bab IV 

Capital Securitizing  

 

Bab ini akan membuat uraian analisis memperhatikan data dan sejumlah 

kerangka pemikiran yang ada di bab-bab sebelumnya, untuk menjawab pertanyaan 

penelitian di antaranya: Mengapa AS melakukan dukungan terhadap rezim pelanggar 

HAM dan anti demokrasi di Chile? Bagaimana relevansi dukungan AS pada rezim 

yang anti demokrasi dan HAM terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM yang dianut 

oleh AS? Dan apa makna demokrasi dan HAM dalam politik luar negeri Amerika 

Serikat? 

Dukungan terhadap Chile di bawah rezim Pinochet yang anti demokrasi dan 

pelanggar HAM oleh AS menunjukkan adanya absurditas dari penghormatan AS 

terhadap nilai-nilai ideal bangsa yang diyakininya. Promosi HAM dan demokrasi 

yang sampai hari ini menjadi agenda utama kebijakan luar negeri AS kepada negara-

negara lain, menemui persoalan ketika kepentingan nasionalnya terancam. Bab tiga 

telah menunjukkan sejumlah data berkaitan dengan intervensi AS terhadap Chile 

beberapa saat sebelum dan pada saat Pinochet berkuasa. Data-data tersebut 

menunjukkan, kebijakan politik, ekonomi dan HAM AS merujuk pada satu tujuan 

utama yaitu upaya pengamanan terhadap modal para pengusaha AS di Chile. Upaya 

pengamanan terhadap modal AS ini penulis sebut sebagai capital securitizing sebagai 

tesis dari penelitian ini.  

IV.1 Politisasi Isu Ekonomi 

Dalam kebijakan politiknya (seperti sudah dielaborasi pada Bab III, halaman 

58-68), disebutkan bahwa AS melakukan dua upaya sekaligus. Pertama, melancarkan 

politik pembendungan terhadap bahaya komunisme dan pada saat yang sama bekerja 

sama dengan rezim diktator sayap kanan, yang menjalankan pemerintahan tangan 

besi untuk mengamankan dan menyelamatkan order baru, yaitu liberalisasi ekonomi. 
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Strategi ini muncul dan diinisiasi oleh laporan Nelson Rockeffeler yang telah 

disinggung pada bab sebelumnya yang mengatakan, “Right-wing dictatorships were, 

therefore, necessary to establish order, protect American interests, and prevent any 

spread of communism in the hemisphere” (tentang hal ini sudah dibahas pada 

halaman 62).  

Dengan kata lain, kebijakan politik luar negeri AS mendukung kudeta 

Pinochet dan menggulingkan Allende sebenarnya adalah usaha untuk mencapai dua 

tujuan secara sekaligus. Pertama ingin menghancurkan sistem sosialis (yang 

disamaartikan dengan sistem komunis oleh AS) yang diusung Allende dan 

mengancam kepentingan para pemodal AS. Kedua, menciptakan stabilitas dengan 

mendukung rezim diktator sayap kanan untuk menjaga sebuah order baru yang tak 

lain adalah sistem pasar bebas.   

Kebijakan ekonomi AS pada Chile yang sudah ditunjukkan pada bab 

sebelumnya juga ingin melakukan dua upaya secara bersamaan. Pertama adalah 

melakukan kampanye penolakan terhadap kebijakan nasionalisasi dan kedua 

menginjeksi sistem ekonomi liberal. Secara faktual sejak Allende memimpin Chile, ia 

langsung melakukan politik nasionalisasi dan land reform. Terdapat 528 perusahaan 

milik privat yang dinasionalisasi (seperti sudah dielaborasi pada Bab III halaman 77-

80). Tentu saja, hal ini menjadi ancaman bagi pengusaha AS yang sudah lama 

menguruk keuntungan di Chile, terutama pada sektor tambang tembaga di mana Chile 

adalah penghasil tembaga nomor tiga di dunia setelah AS dan Soviet.  

Kepentingan para pebisnis yang beroperasi di Chile masuk ke dalam agenda 

pembuatan kebijakan luar negeri AS difasilitasi oleh Departemen Luar Negeri AS dan 

didukung oleh pejabat penasehat Presiden bidang Keamanan Nasional. Persoalan ini 

kemudian dipolitisasi dan dikaitkan dengan usaha AS membendung laju komunisme. 

Unsur politisasi dari persoalan banyaknya perusahaan-perusahaan sektor privat yang 

dinasionalisasi oleh Allende yang sosialis, diubah menjadi persoalan politik yang 

mengukuhkan posisi Allende sebagai komunis (lihat halaman 62). Meski dalam kasus 
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Chile, Allende adalah jelas bukan orang komunis. Namun, Kissinger sebagai 

penasehat Presiden Nixon dalam bidang keamanan tetap menilai Allende sebagai 

komunis. Fakta ini diperkuat dengan sebuah temuan dokumen Multinational 

Corporations and United States Foreign Policy pada 16 Novermber 1970. Dalam 

dokumen tersebut Kissinger melihat persoalan kepemimpinan Allende akan menjadi 

ancaman dalam jangka panjang bagi kepentingan nasional AS (lihat halaman 72). 

Kejadian ini mirip dengan labelisasi Soekarno yang komunis meski Soekarno telah 

berulang kali mendeklarasikan dirinya sebagai seorang nasionalis.  

Politisasi persoalan ini mampu membawa dua pergesaran signifikan. Pertama, 

yang terancam pada awalnya adalah kepentingan bisnis para pengusaha AS seperti 

David Rockefeller dan kawan-kawannya yang memiliki perusahaan multinasional 

khususnya sektor ekonomi strategis seperti tambang tembaga dan industri lainnya 

yang beroperasi di Chile. Melalui sistem demokrasi liberal di AS, mereka (para 

pebisnis) mampu mendesakkan persoalannya sampai ke tataran pembuatan kebijakan 

luar negeri. Mereka para pengusaha selain memiliki aset yang harus diamankan, juga 

memiliki akses terhadap pembuatan kebijakan luar negeri. Hal ini persis terbukti dari 

kedekataan yang ditunjukkan melalui surat menyurat antara David Rockeffeler dan 

Kissinger.  

Dengan kata lain, dalam capital securitizing terdapat proses politisasi  di 

dalam negeri AS, yang juga telah menyebabkan dua pergesaran signifikan. Pertama, 

pergeseran dari ancaman terhadap kepentingan privat kolektif para pengusaha yang 

memiliki aset dan akses, berubah menjadi ancaman terhadap kepentingan keamanan 

nasional. Dan kedua, bergeser dari dari isu ekonomi sektor privat menjadi isu 

keamanan nasional. Maka, CIA dengan operasi rahasianya pun dilibatkan dalam 

kasus ini.  

IV.2 Paradoks Demokrasi 

Dari proses capital securitizing ini terjadi sebuah paradoks dalam kultur 

demokrasi liberal AS. Di satu sisi, demokrasi memungkinkan persoalan para pebisnis 
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ini masuk dalam kancah pembuatan kebijakan AS, dan kepentingannya dibahas 

dalam alam dan sistem kenegaraan AS. Namun, pada saat yang sama hasil dari proses 

demokrasi liberal di AS tersebut mampu menghasilkan sebuah keputusan politik yang 

justru anti demokrasi untuk kebijakan luar negeri AS sendiri, yaitu dukungan 

terhadap kudeta militer. Meski untuk kasus dukungan terhadap Pinochet, seberapa 

jauh pemerintah AS mendukung kudeta susah dibuktikan akibat banyak file yang 

telah disensor.  

Apa yang dikorbankan dari proses capital securitizing adalah kepentingan-

kepentingan privat menjadi kepentingan nasional adalah nilai-nilai ideal yang kerap 

disebut U.S. values. Pernyataan ini didukung oleh fakta bahwa Kissinger dalam 

audiensinya di Senat pada 1973, mengkonfirmasi bahwa Pemerintahan Nixon 

menolak tujuan HAM masuk ke dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri. 

Dalam arti tertentu, sikap politik Nixon-Kissinger ini dalam melihat HAM dapat 

dilihat Jack Donnelly sebagai argumen realis yang menolak memasukan moral dalam 

politik luar negeri, dan memandang HAM adalah urusan dalam negeri. Hal ini 

dipertegas dengan doktrin Nixon pada 3 November 1969. Dengan doktrinnya, Nixon 

yang masih dalam suasana kekalahan AS dalam perang Vietnam merasa harus 

mengubah strategi dalam melawan komunisme. Penerjunan pasukan AS langsung ke 

negara yang diindikasikan berhaluan komunis dihentikan. Nixon, mengubahnya 

dengan memberi bantuan ekonomi maupun militer terhadap negara-negara yang ingin 

keluar dari komunisme, dengan syarat negara tersebutlah yang menyediakan sumber 

dayanya sendiri.  

Kawat-kawat diplomatik AS yang sudah dirilis menunjukkan bagaimana AS 

terlibat dalam kudeta tersebut meski seberapa jauh keterlibatannya masih terus 

menjadi perdebatan sampai hari ini. Namun pemerintah AS mengetahui dan 

mendukung kudeta berdarah tersebut. Kawat-kawat lain juga menunjukkan bahwa AS 

mengetahui secara persis dan cenderung membiarkan, bahkan terindikasi memberi 

dukungan terhadap DINA untuk menghancurkan kekuatan sosialis-Marxis di Chile. 

Yang jelas, dengan mengukuhkan dukungan terhadap rezim Pinochet, AS tidak hanya 
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mengetahui berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan semasa Pinochet menduduki 

kursi kepresidenan, melainkan AS juga terkesan melakukan upaya pembiaran. Hal 

yang diutamakan bagi AS di sini adalah stabilitas sosial demi menjaga order baru 

yang dijamin oleh Pinochet, meski harus merepresi hak-hak asasi warganya sendiri.    

Hal yang perlu diungkap lebih jauh adalah mengapa hal ini bisa terjadi ketika 

ada sebuah kebijakan luar negeri bertentangan dengan nilai-nilai AS? Pada masa 

kepemimpinan Nixon-Ford-Kissinger, proses pembuatan kebijakan luar negeri 

cenderung menggunakan model elit ala Sarkesian, yang melihat keamanan nasional 

sebagai bentukan dari lingkaran kecil termasuk Persiden, staf-stafnya, beberapa 

anggota kunci Kongres, elit militer, dan komunitas bisnis yang mampu 

mempengarauhi kebijakan (tentang hal ini sudah dibahas pada halaman 19). 

Sementara, definisi keamanan nasional pada saat itu mengambil definisi yang persis 

diungkapkan Kissinger ketika baru saja menjabat sebagai Penasehat Presiden bidang 

Keamanan Nasional, “What is our national interest to prevent? What should we seek 

to accompish?” (tentang hal ini sudah dibahas pada Bab I halaman 16-17). 

Jawaban dari pertanyaan Kissinger ini tak lain adalah pengamanan terhadap 

modal dan sistem ekonomi liberal (capital securitizing), di mana lebih dari US$ 1 

milyar aset perusahaan-perusahaan milik warga negara AS terancam (lihat halaman 

72). Elit pembuat kebijakan luar negeri waktu itu “dikuasai” oleh para kapitalis, 

melahirkan sebuah kebijakan luar negeri yang berorientasi menguntungkan 

kepentingan pemodal, apa pun caranya meski harus menyetujui jalan kudeta. 

Penjelasan mengenai didominasinya ruang demokarasi liberal AS oleh para penerus 

kepentingan kapital dijelaskan dengan rinci oleh Robert Reich dalam buku 

“Supercapitalism”.   

  Capital securitizing melalui jalan kudeta adalah cara paling ekstrim yang 

menjadi duri dalam daging bagi kebijakan luar negeri AS. Melalui sistem demokrasi 

pula pertama-tama persoalan tersebut digugat di dalam negeri AS oleh para Senat, 

Kongres dan warga AS sendiri. Publik AS yang mengetahui dukungan terhadap rezim 
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Pinochet yang banyak melakukan pelanggaran HAM mempersoalkan kebijakan 

tersebut dan mempermasalahkannya terus-menerus.  

Setelah mengusung persoalan HAM dalam kampanye politiknya, Jimmy 

Carter melenggang ke kursi Presiden AS menggantikan Presiden Ford. Presiden 

Carter adalah orang yang berjuang untuk “mengembalikan” nilai-nilai ideal AS di 

dunia. Dengan doktrinnya, Carter menempatkan HAM sebagai hal absolut bagi 

kebijakan luar negeri AS. Implikasi dari doktrin Carter adalah mengaitkan persoalan 

pelanggaran HAM dengan pemotongan bantuan luar negeri. Chile, tidak 

mendapatkan bantuan militer meski, tetap memberikan hutang dalam paket bantuan 

ekonomi semasa Pemerintahan Carter (lebih dalam tentang hal ini, lihat halaman 48-

52).  

Apa yang dilakukan Carter dengan mengoreksi pemerintahan-pemerintahan  

sebelumnya juga dilakukan oleh Reagan dan Bush Sr. Meski sama-sama memandang 

komunisme sebagai ancaman nasional, namun cara mendefeinisikan ancaman 

tersebut berbeda-beda dan pada akhirnya melahirkan strategi yang berbeda pula. 

Reagan dengan tegas menolak kerjasama dengan Soviet dan terang-terangan 

mendukung setiap usaha penghilangan komunisme di muka bumi.   

Proses mengambil makna dari setiap proses bernegara (lesson learned) sangat 

kontras dalam kultur pembuatan kebijakan luar negeri AS. Meski setiap pemerintahan 

memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam mengimplementasikan visi politiknya, 

namun terdapat sebuah base line yang sama yaitu dukungan mereka terhadap 

ekonomi liberal dengan menghilangkan sebanyak mungkin proteksi negara-negara 

lain atas sektor ekonomi.  

IV.3 Capital Securitizing Sebagai Definisi Operasional  

Jika Noam Chomsky melihat persoalan ambivalensi dari kebijakan luar negeri 

AS ini bisa dijelaskan dengan konsep transcendent purpose yaitu “the establishment 

of equality and freedom in America,” maka penulis dalam penelitian ini ingin 
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membahasakannya dalam tataran definisi operasional di mana, tujuan yang 

transenden ini dalam lanksap hubungan internasional riil dapat dicapai dengan cara 

kerja seperti apa. Melalui dukungannya terhadap rezim diktator sayap kanan seperti 

Pinochet, Marcos, Soeharto, dan lain-lain, kebijakan liberalisasi ekonomi pertama 

diinjeksikan dan dijaga pertumbuhannya oleh para diktator tersebut, meski selama 

rezim kepemimpinan diktator sayap kanan adalah rezim pelanggar HAM. Sementara, 

melalui proses demokrasi iklim liberalisasi ekonomi terjadi dengan mendukung bi-

partisan di Kongres dan sejumlah elit pemerintahan yang pro terhadap AS.  

Sejak pemerintahan Reagen, kebijakan luar negeri AS di Chile berubah 

strateginya. Melalu dokumen Chile Action Plan tertuang jelas garis kebijakan AS di 

Chile. AS tidak lagi merestui rezim otoriter dan pelanggar HAM untuk kemudian 

mendukung jalan demokrasi di Chile dengan percepatan pelaksanaan pemilihan 

umum. AS menyiapkan strategi untuk mendukung bi-partisan di Kongres, dan elit 

pemerintahan yang sejalan dengan garis kebijakan luar negeri AS. Jalan ini ditempuh 

seturut perkembangan berakhirnya masa Perang Dingin dan landasan argumentatif 

perang melawan komunisme akan menjadi kedaluarsa. Demokrasi adalah pilihan 

satu-satunya jika AS tetap ingin “survive” di Chile.   

Menganalisis apa yang terjadi di Chile selama Pinochet didukung oleh AS, 

tergambar bagaimana kultur demokrasi di AS –khusus untuk persoalan hubungan 

dengan negara-negara lain selama Perang Dingin– telah direbut dan dimenangkan 

oleh para kapitalis yang memiliki aset dan akses terhadap pemerintahan, mereka juga 

adalah pemodal yang menjalankan bisnis multinational corporations.  

Capital securitizing sekali lagi adalah mekanisme kerja penulis ajukan 

sebagai tesis dalam penelitian ini, yang bisa dijadikan alat deteksi pada setiap isu 

yang berkaitan dengan ancaman terhadap kepentingan ekonomi para pemodal AS 

yang beroperasi di seluruh belahan dunia, terutama pada masa Perang Dingin. Ketika 

kepentingan bisnisnya terancam, maka yang dilakukan oleh para pemodal tersebut 

tidak langsung menyelesaikannya di negara tempat kepentingan modal itu terancam. 
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Namun, ia akan terlebih dahulu kembali ke AS dan memanfaatkan ruang demokrasi 

liberal di sana untuk melakukan politisasi terhadap isu tersebut. Di sana, persoalan 

tersebut akan dipolitisasi dan digeser bukan lagi sebagai persoalan ancaman ekonomi 

para pengusaha melainkan bisa menjadi persoalan yang mengancam keamanan 

nasional yang memungkinkan militer masuk dalam menyelesaikan persoalan ini. 

Dengan kata lain, isu ancaman kepentingan ekonomi khususnya para pemodal AS 

yang memiliki aset dan akses terhadap pemerintahan dipolitisasi menjadi isu 

keamanan yang mampu memberikan justifikasi hal tersebut, dan pada gilirannya akan 

mengancam kepentingan nasional AS. Operasi militer atau operasi intelijen menjadi 

pilihan cara untuk menyelamatkan kepentingan para pemodal tersebut.  

Capital securitizing juga mencoba menjelaskan mengapa AS mendukung 

rezim pelanggar HAM dan anti demokrasi. Dengan konsep capital securitizing 

menjadi jelas apa arti HAM dan demokrasi dalam kebijakan luar negeri AS selama 

Perang Dingin. Capital securitizing lahir pada sebuah iklim demokrasi yang dikuasi 

oleh para kapitalis. Di mana, hasil dari proses demokratis tersebut pada level 

hubungan antar negara tidak harus ditempuh dengan cara-cara yang demokratis. 

Capital pada akhirnya tidak mengenal logika HAM dan demokrasi. Namun, ia 

cenderung lebih aman jika dilaksanakan tanpa harus berbenturan dengan HAM dan 

demokrasi. Fakta di Chile menunjukkan, capital baru bisa digoyah di dalam negeri 

sendiri ketika terdapat warga AS sendiri yang menjadi korban dukungannya terhadap 

rezim Pinochet (kasus terbunuhnya Orlando Letelier dan Moffitt, lihat halaman 90). 

Dalam hal ini, HAM hanya berlaku bagi kepentingan AS di dalam negeri, sementara 

di luar, hal tersebut harus dikaitkan dengan persoalan ekonomi, dan keamanan.  

Demokrasi yang seharusnya menjadi ajang kontestasi gagasan dan ideologi, 

terhegemoni oleh kepentingan kapital. Kontrol terhadap kebijakan yang seharusnya 

dijalankan di Kongres dan Senat AS harus terbentur dan bertransaksi dengan 

kepentingan modal raksasa. Meski pada era keemasannya ketika Presiden Carter 

mendeklarasikan HAM sebagai sesuatu yang absolut pun pada akhirnya harus 

“berdamai” dengan kepentingan modal raksasa ini. Hal ini ditandai dengan 
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munculnya sebuah klausul dalam kebijakan AS bernama extraordinary circumstances 

(lebih dalam mengenai hal ini, lihat halaman 46).  

Kongres justru menghubungkan bantuan luar negeri dengan keuntungan 

perdagangan (Seperti dijelaskan dalam Bab II, halaman 45). Dengan kesepakatan 

bersama, Kongres berhasil mengamandemen Foreign Assistance Act (FAA) pada 

bagian 32 sebagai ‘sense of Congress’ di mana hal tersebut merujuk pada instruksi 

bahwa bantuan ekonomi dan militer seharusnya ditunda terhadap negara-negara yang 

menahan warganya sendiri atas alasan politik. Reaksi Nixon adalah menolak instruksi 

Kongres untuk menghubungkan antara pemberian bantuan luar negeri kepada negara-

negara yang memiliki catatan HAM dengan argumentasi bahwa tidak ada gunanya 

membedakan pemerintahan baik dan buruk sejak pelanggaran HAM menyebar dan 

secara diam-diam. Pada akhirnya hasil transaksi tersebut menjadi: jika negara akan 

memberikan bantuan luar negeri terhadap negara pelanggar HAM, maka eksekutif 

harus menyertakan alasan extraordinary circumstances kepada Kongres. Arti dari 

extraordinary circumstances adalah beberapa hal yang berkaitan dengan kepentingan 

keamanan nasional AS. AS telah dan akan terus (tak terhitung jumlahnya) 

mempertahankan kepentingan keamanan nasionalnya di seluruh dunia, dengan 

pertimbangan geografis, ideologis, mineral, ekonomi, strategis, atau militer.   

Negara-negara yang dimasukkan dalam kategori extraordinary circumstances 

ini seolah lolos dari kontrol publik AS sendiri. Setidaknya upaya apa pun di negara 

tersebut adalah sudah legitimate. Dasar legitimasi inilah yang membuktikan bahwa 

untuk mencapai transcendence purposes, AS bisa melakukan apa pun di belahan 

dunia manapun meski harus berbenturan dengan nilai-nilai AS.  

Yang paling penting diperhatikan untuk persoalan HAM dalam politik luar 

negeri AS dalam kasus dukungannya terhadap Pinochet adalah persoalan standar 

ganda (double standard). Di satu sisi AS mendukung rezim pelanggar HAM dan anti 

demokrasi. Sementara di sisi lain, AS terus mengontrol dan memastikan bahwa rezim 

HAM perlahan-lahan bisa diterapkan di sana secara bertahap. Dalam arti tertentu, 
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kebijakan HAM dalam politik luar negeri AS bisa dibaca sebagai investasi jangka 

panjang ketika rezim militer sudah tidak mampu lagi menjaga order. Apalagi rezim 

tersebut tidak lagi mendapat kepercayaan dari rakyatnya sendiri, seturut tuntutan 

perubahan yang menghendaki adanya perlakuan yang baik bagi setiap warga oleh 

pemerintahaannya dengan mekanisme HAM.    

Jika selama ini analisis-analisis HAM dan demokrasi dalam kebijakan luar 

negeri AS pada masa Perang Dingin lebih didominasi pada wacana American 

exceptionalism (seperti dijelaskan pada halaman 43), maka tesis ini berkontribusi 

terhadap mekanisme operasional dan logika yang bermain di level praktis 

berdasarkan fakta yang ditemukan. Bahwa selama ini sudah banyak analisis yang 

membuktikan terdapat hubungan di antara pembuat kebijakan dan para pemodal AS, 

namun tesis ini ingin berkontribusi untuk membuktikan persoalan tersebut dalam 

ranah kajian ekonomi dan keamanan internasional, khususnya pada diskursus studi 

kebijakan luar negeri AS.  

Kebijakan luar negeri AS dalam kasus Chile semasa rezim Pinochet berkuasa 

memang memberikan warna yang berbeda-beda. Namun, ada satu struktur yang sama 

antar pemerintahan yaitu keberpihakkannya terhadap para pemodal AS. Baik 

Presiden yang berasal dari Partai Demokrat sekalipun yang memiliki asosiasi dan 

komitmen tinggi terhadap nilai-nilai yang ideal dipaksa harus bersikap “realistis” 

terhadap fakta kepentingan penyelamatan modal-modal AS di luar negeri. Maka, 

HAM dalam kebijakan luar negeri yang selama ini diistilahkan sebagai unintended 

consequences (lihat halaman 39) selama masa Perang Dingin menjadi jauh lebih 

masuk akal, karena konsekuensi yang diinginkan AS adalah stabilitas untuk 

menunjang iklim ekonomi liberal. Fakta bahwa para presiden yang mengemban order 

stabilitas itu melaksanakannya dengan cara-cara represi adalah konsekuensi yang 

sebenarnya tidak diinginkan namun disukai. Artinya, dengan menyingkirkan lawan-

lawan politik melalui cara-cara represi, stabilitas akan lebih cepat terjadi dan 

konsensus nasional tidak begitu susah dicapai karena para diktator membuat setiap 

kebijakannya dengan sistem otoriter. Proses yang searah dan tidak transparan justru 
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menguntungkan para pemodal yang ingin melakukan berbagai proyek privatisasi 

tanpa diketahui publik. Susahnya mengakses berapa harga perusahaan-perusahaan itu 

dijual pada sektor privat membenarkan fakta ini.  

Capital Securitizing adalah sebuah konsep yang penulis ajukan merujuk pada 

bagaimana AS memainkan strategi kebijakan luar negerinya dan dengan cara seperti 

apa. Prosesnya menunjukkan beberapa kesamaan dengan apa yang ditemukan oleh 

Barry Buzzan dengan konsep sekuritisasinya. Dalam bukunya Security a New 

Frameworks for Anlaysis, ia menyebut;  

“Securitization is a process-oriented conception of security. In 

other words, while classical approaches of security focus on 

the material dispositions of the threat including distribution of 

power, military capabilities, and polarity, securitization 

examines how a certain issue is transformed by an actor into a 

matter of security. Securitization is an extreme version of 

politicization that enables the use of extraordinary means in 

the name of security”200 

Sekurutisasi dalam arti sederhana adalah perluasan cakupan keamanan 

nasional ke dalam berbagai bidang sehingga semua masalah bisa dilihat sebagai 

masalah keamanan melalui proses politik. Sekuritisasi di sini telah melewati beberapa 

tahap di antaranya munculnya sebuah masalah, dipolitisasi, semua elemen berdebat, 

dan negara melakukan action dan terjadilah proses sekuritisasi. Unsur politisasi dan 

perdebatan dalam tahapan di atas membutuhkan speech act, karena tanpa adanya 

speech act yang baik, tidak mungkin suatu isu dapat disekuritisasi. 

Perbedaan antara konsep securitization dan capital securitizing di antaranya; 

pertama, aktor yang aktif dalam konsep capital securitizing adalah para pelaku bisnis 

bukan pemerintah. Kedua, capital securitizing tidak mengenal speech act. Presiden 

                                                            
200 Barry Buzan, Ole Waever, and Jaap de Wilde, Security: A New Framework for Analysis, Boulder: 
Lynne Rienner Publishers, 1998, hal. 25 
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Nixon dan presiden-presiden setelahnya tidak pernah secara eksplisit menyebut 

persoalan Chile di bawah Pinochet sebagai hasil kerja sekuritisasi. Ketiga, capital 

securitizing lebih berfokus pada bagaimana cara kerja para pemodal tersebut 

memainkan peran untuk mengamankan asetnya dengan memainkan aksesnya dalam 

alam demokrasi liberal AS, dengan melakukan politisasi demi memenangkan 

kepentingannya.  

Konsep capital securitizing hanya berlaku untuk persoalan ekonomi yang 

menimpa para pebisnis AS di luar negeri. Capital securitizing justru menjadikan 

pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lainnya di AS sebagai mitra untuk 

mencapai tujuan ekonomi para pemodal-pemodal tersebut. Upaya yang dilakukan 

capital securitizing adalah politisasi untuk mengubah persoalan ancaman ekonomi 

para pemodal menjadi ancaman terhadap kepentingan nasional, serta mengubah isu 

ekonomi menjadi isu keamanan. Meski, tujuan akhirnya adalah persoalan ekonomi 

yaitu pengamanan aset dan injeksi sistem ekonomi liberal. Dalam kasus dukungan AS 

terhadap Chile di bawah Pincohet, isu keamanan yang digunakan adalah upaya 

pembendungan terhadap persebaran komunisme.   
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Bab V 

Penutup 

   

Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan analisis temuan data 

pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan ini juga akan menjawab pertanyaan penelitian 

mengapa politik luar negeri AS di Chile, pada masa pemerintahan Richard Nixon 

sampai George H.W. Bush, mendukung rezim Augusto Pinochet, seorang yang anti 

demokrasi dan telah banyak melakukan berbagai pelanggaran HAM yang jelas 

bertentangan dengan nilai-nilai AS yaitu pemajuan demokrasi dan penghormatan 

serta perlindungan terhadap HAM? Bagaimana relevansi dukungan AS pada rezim 

anti demokrasi dan HAM terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM yang dianut oleh 

AS? Dan apa makna HAM dan demokrasi dalam politik luar negeri AS –yang 

memiliki iklim demokrasi di dalam negerinya? 

V.1 Kesimpulan  

Kesimpulan tesis ini adalah;  

1. Pemerintah AS selama periode Presiden Nixon sampai Bush Sr mendukung 

rezim Pinochet yang anti demokrasi dan pelanggar HAM karena Pemerintah 

AS lebih memilih untuk meneruskan kepentingan para pemodalnya dengan 

melakukan upaya pengamanan modal (capital securitizing) yang terancam 

oleh kepemimpinan Allende yang melakukan berbagai proyek nasionalisasi 

dan meneruskan usahanya dengan mendukung pemerintahan Pinochet.  

2. AS mendukung Pinochet dalam menerapkan sebuah order baru dengan 

menempatkan Pinochet sebagai penjaga stabilitas sosial dan politik. Order 

baru tersebut tak lain adalah liberalisasi ekonomi melalui paket program 

privatisasi, deregulasi dan pengurangan intervensi negara terhadap sektor 

ekonomi, salah satunya dengan cara pemotongan subsidi.  
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3. Dukungan AS terhadap Pinochet tidak memiliki relevansi terhadap politik 

ideal AS dan justru mencederai nilai-nilai AS sendiri.   

4. Makna HAM dan demokrasi dalam politik luar negeri AS dalam konteks 

kasus dukungannya terhadap Pinochet adalah HAM dan demokrasi 

dikalahkan oleh kepentingan ekonomi para pebisnis AS. 

5. Yang paling bisa mengubah kultur HAM AS adalah warga AS sendiri 

memanfaatkan ruang demokrasi di AS sendiri. Fakta tekanan publik AS yang 

kuat pada masa pemerintahan Clinton membuktikan, persoalan Chile berhasil 

diungkap. 

V.2 Rekomendasi  

Rekomendasi dari tesis ini antara lain:   

1. HAM dan demokrasi sebagai nilai-nilai universal yang diyakini mampu 

membawa peradaban dunia ke arah yang lebih baik berdasarkan kekuatan 

konsensus diharapkan tidak sekadar menjadi isu dan retorika politik semata.  

2. Bahwa promosi HAM dan demokrasi dalam konteks hubungan internasional 

tidak bisa dilepaskan dari isu-isu lain. Maka komitmen penegakan HAM dan 

demokrasi juga harus melibatkan sebanyak mungkin pihak untuk sadar bahwa 

persoalan HAM dan demokrasi selalu kompleks.  

3. Fakta bahwa ruang demokrasi liberal AS telah dimonopoli oleh kekuatan 

kapitalis, kursi Kongres dan Senat dalam sistem demokrasi di AS harus 

direbut oleh sebanyak mungkin orang yang memiliki komitmen tinggi 

terhadap promosi HAM dengan tujuan untuk mempertahankan citra nilai-nilai 

AS.  

4. Kebijakan luar negeri AS harus benar-benar menunjukkan sisi humanisnya ke 

depan, karena satu nyawa di negara lain adalah jauh lebih berharga dan tidak 

bisa dikonversikan dengan keuntungan ekonomi berapa pun nilainya 
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5. Dibutuhkan lebih banyak lagi penelitian serupa di negara-negara lain 

khususnya pada masa Perang Dingin untuk memperkuat argumentasi 

dijalankannya konsep capital securitizing oleh para pebisnis raksasa dari AS. 
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APPENDIX A 

Enterprises with State Participation 
in 1970, 1973, 1983, and 1989 

Subsidiaries of CORFO 

1. Empresa Forestal Arauco Ltda. 
2. Forestal Pilpilco S.A. 
3. Industrias Forestales S.A. (INFORSA) 
4. Celulosa Constituci6n (CELSO) 
5. Celulosa Arauco 
6. Industria Nacional de C -nento S.A. (INACESA) 
7. Empresa Pesquera Arauco S.A. 
8. Empresa Pesquera TarapacAi S.A. 
9. Pesqueras Unid,s S.A. 

10. Pesquera Indo S.A. 
11. Manufacturas de Neum~ticos S.A. (MANESA) 
12. Sociedad Chilena de Fertilizantes Ltda. (SOCHIF) 
13. Fibrica de Acido Sulftirico S.A. (FASSA) 
14. Empresa Electr6nica Nacional Ltda. (ELECNA) 
15. Empresa Nacional de Computaci6n e Inform~itica Ltda. (ECOM) 
16. Sociedad Agricola CORFO Ltda. (SACOR) 
17. Industria Azucarera Nacional S.A. (IANSA) 
18. Sociedad de Operaciones Agropecuarias S.A. (SOCOAGRO) 
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19. Empresa Nacional del Carb6n (ENACAR) 
20. Empresa Nacional de Energia (ENDESA) 
21. Compafia Chilena de Electricidad S.A. 
22. Implementos Agricolas Ransomes Chilena Ltda. 
23. Maestranza y Fundici6n Antofagasta 
24. Compafifa Acero del Pacifico S.A. (CAP) 
25. Industria Conjuntos Mecdnicos Aconcagua S.A. 
26. Hotelera Nacional S.A. (HONSA) 
27. Chile Films S.A. 
28. Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (ENTEL) 
29. Cuero y Curtiembre del Norte 
30. Centro de Estudios Metal6rgicos Ltda. 
31. Empresa Minera Mantos Blancos S.A. 
32. Compafifa Sudamericana de Fosfatos S.A. (COSAF) 
33. Empresa Nacional de Semillas S.A. 
34. Empresa Nacional de Frigorificos S.A. (ENAFRI) 
35. Sociedad Lechera Nacional (SOLECHE) 
36. Sociedad Auxiliar de Cooperativas Ltda. (SACOOP) 
37. Vinos de Chile S.A. (VINEX) 
38. Minera Carolina de Michilla S.A. 
39. Minera Chafiaral Taltal S.A. 
40. Hormigones Industrializados (VIBROCRET) 
41. Petroquirnica Chilena S.A. 
42. Quimica AIquil S.A. 
43. Astillerog del Norte S.A. 
44. Frontel S.A. 
45. Sociedad Austral de Electricidad S.A. (SAESA) 
46. Sociedad Quimica y Minera de Chile (SOQUIMICH) 

Other state-owned enterprises 

1. Empresa Nacional de Petr6leo (ENAP) 
2. Empresa Nacional de Mineria (ENAMI) 
3. Ferrocarriles del Estado (FFCC) 
4. Empresa Portuaria de Chile (EMPORCHI) 
5. Empresa Maritima del Estado (EMPREMAR) 
6. Linea Adrea Nacional (LAN) 
7. Empresa de Correos de Chile 
8. Empresa de Comercio Agricola (ECA)
 
). Empresa de Obras Sanitarias (EMOS)
 

10. Empresa de Obras Sanitarias V Regi6n (EOS V Regi6n) 
11. Polla Chilena de Beneficencia (POLLA) 
12. Instituto de Seguros del Estado (ISE) 
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13. Televisi6n Nacional de Chile (TVN) 
14. Radio Nacional de Chile (RIICH) 
15. Empresa Transporte Colectivo del Estado (ETCE) 
16. Astilleros y Maestranza de la Armada (ASMAR) 
17. Fbricas y Maestranza del Ej(rcito (FAMAE) 
18. Empresa Periottstica La Naci6n 
19. Laboratorio Chile 
20. Planta Faenadora de Carnes Lo Valledor S.A. 
21. Copper Mines 

Other financial institutions 

1. Corporaci6n de Fomento a la Producci6n (CORFO) 
2. Banco del Estado 

1973 

Subsidiariesof CORFO 

A. CORFO majority shareholders With over 50 percent 
1. Empresa Forestal Arauco Ltda. 
2. Forestal Pilpilco S.A. 
3. Papelera del Pacffico Ltda. (PADELPA) 
4. Industrias Forestales S.A. (INFORSA) 
5. Bosques e Industrias Madereras S.A. (BIMA) 
6. Industrias de ]a Madera S.A. (IMPREGMA) 
7. RALCO S.A.I. de Maderas 
8. Celulosa Constituci6n S.A. (CELSO) 
9. Celulosa Arauco S.A. 

10. Complejo Forestal y Maderero Panguipulli Ltda. 
11. Maderas y Materiales de Construcci6n S.A.C. (MCM) 
12. Elaboradora de Maderas y Sint6ticos Ltda. 
13. Sociedad Agrfcola y Forestal Lebu Ltda. 
14. Sociedad Forestal y Maderera Chilo6 (FOMACHIL) 
15. Fibrica Nacional de Loza de Penco S.A. (FANALOZA) 
16. Compafia de Industrias y Maderas S.A. (CIMSA) 
17. Refractarios Lota Green S.A. 
18. Cemento Cerro Blanco de Polpaico S.A. 
19. Industria Nacional de Cemento S.A. (INACESA) 
20. FNbrica de Cemento El Mel6n S.A. 
21. Empresa Pesquera Arauco S.A. 
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22. 	 Productos Congelados del Mar Ltda. (PROMAR) 
23. 	 Conservera CORFO-Quell6n Ltda. 
24. 	 Empresa Pesquera Tarapac6i S.A. 
25. 	 Sociedad Terminales Pesqueros Ltda. (SOTEPES) 
26. 	 Compahia Pesquera Ays6n Ltda. 
27. 	 Sociedad Pesquera Guanaye S.A. 
28. 	 Pesqueras Unidas S.A. 
29. 	 Pesquera Indo S.A. 
30. 	 Pesqu-ra Iquique S.A. 
31. 	 Manufactuias de Neumticos S.A. (MANESA) 
32. 	 Sociedad Chilena de Fertilizantes Ltda. (SOCHIF) 
33. 	 Fiibrica de Acido Sulfdrico S.A. (FASSA) 
34. 	 Empresa Nacional de Explosivos S.A. (ENAEX) 
35. 	 Sociedad Quimica y Minera de Chile (SOQUIMICH) 
36. 	 Empresa Electr6nica Nacional Ltda. (ELECNA) 
37. 	 Rema Rittig S.A. 
38. 	 Industrias de Radio y Televisi6n S.A. (IRT) 
39. 	 Empresa Nacional de Computaci6n e InformAtica Ltda. (ECOM) 

40. 	 PROALIM Ltda. 
41. 	 Sociedad Agricola CORFO Ltda. (SACOR) 
42. 	 Cecinas Valdivia S.A. (Ex-Loewer) 
43. 	 Empresa Nacional Avicola Ltda. (ENAVI) 
44. 	 Cecinas Til Ltda. 
45. 	 Empresa de Desarrollo Ganadero Ltda. 
46. 	 Industria Azucarera Nacional S.A. (IANSA) 
47. 	 Embotelladora Andina S.A. 
48. 	 Alimentos Purina S.A. 
49. 	 Sociedad de Operaciones Agropecuarias S.A. (SOCOAGRO) 

50. 	 Sociedad Productora de Alimentos Ltda. (SOPROA) 
51. 	 Algodones Hirmas S.A. 
52. 	 Textiles Iquitex Ltda. 
53. 	 Sociedad Industrial de Los Andes S.A. (SILA) 

54. 	 Empresa de Comercio Exterior Textil Ltda. 
55. 	 Empresa Nacional del Carb6n (ENACkR) 
56. 	 Empresa Nacional de Energfa (ENDESA) 
57. 	Compaifia Chilena de Electricidad S.A. (CHILECTRA) 

58. 	 Empresa de Fabricaci6n y Reparaci6n Maquinaria Agricola 
Ltda. (ENFREMA) 

59. 	 Industria ManufaL,,i. ra de Maquinaria Agrfcola e Industrial 
S.A.I.C. (MAGRINSA) 

60. 	 Industria Maquinaria Agrfcola CORFO Ltca. (IMACOR) 

61. 	 Implementos Agricolas Ramsomes Ltda. 

62. 	 Empresa de Tractores y Repuestos Ltda. (ENATIR) 
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63. 	 Empresa CORFO-SEAM Ltda. 
64. 	 Industria Farmaceiirca de CORFO Ltda. (FARMACORFO) 
65. 	 Sociedad Fxploiacion,s Mineras Ltda. 
66. 	 Empresa Mineia .\3.36n SCM 
67. 	 Sociedad Eyp"Itdura de Minerales de Cal Ltda. (SOMINCA) 
68. 	 Sociedad A, rifera Flores CORFO 
69. 	 Compafiia Minera Tamaya S.A. 
70. 	 Compafiia Minera Amolana 
71. 	 Astilleros CORFO Ltda. 
72. 	 Empresa Nacional de Instrumentos de Precisi6n Ltda. 
73. 	 Maestranza y Fundici6n Antofagasta S.A. 
74. 	 Fbrica Nacional de M~iquinas y Herramientas Ltda. 

(FANAMHE)
 
i,. Fibrica de Maquinarias Mohrfoll S.A.
 
76. 	 Niquel y Bronce Sudamericana S. A. (NIBSA) 
77. 	 Compafifa de Aceio del Pacifico S.A. (CAP) 
78. 	 Fibrica Electronica S.A. (FEMSACO) 
79. 	 Empresa Asesora Comercial Automotriz Ltda. (EMAC) 
80. 	 Industria Conjuntos Mecinicos Aconcagua S.A.
 

(CORMECANICA)
 
81. 	 Industria Automotriz Arica Ltda. (CORARICA) 
82. 	 Automotriz CORFO Citroen S.A. 
83. 	 Empresa Nacional de rapiceria Ltda. (ENATAP) 
84. INDUSCAR Ltda.
 
8F. ENARA Ltda.
 
86. 	 Sociedad Industrial Siam di Tella S.A. (SIAM) 
87. 	Empresa de Inversiones Consumo Corriente 
88. 	 Turismo Bio-Bio 
89. 	 Empresa Editora Nacional Quimanttia Ltda. 
90. 	 Hotelera Nacional S.A. (HONSA) 
91. 	 Compafifa Chilena dc Navegaci6n Interocelnica S.A. 
92. 	 Chile Films S.A. 
93. 	 Compafiia Nacional de Tel~onos S.A. (CONATEVAL) 
94. 	 Compafifa Sudamericana de Vapores S.A. 
95. 	 Empresa Nacional de Comercializaci6n y Distribuci6n S.A.
 

(DINAC)
 
96. 	 Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (ENTEL) 
97. 	Sociedad Turismo Chilo6-CHILOTUR Ltda. 
98. 	 Empresa Nacional de Trabajadores Artesanales Ltda. 
99. 	 Cuero y Curtiembre del Norte 

100. Envases del Pacifico S.A. (Ex-FRUGONE) 
101. Empresa Via Sur Ltda. 
102. Centro de Estudios Metalirgicos Ltda. 
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B. CORFO majority shareholders with 10 to 50 percent 
1. Fundici6n y Elaboraci6n de Metales S.G.M. S.A. 
2. Termo Metalurgia S.A. 
3. Maderas y Sinteticos S.A. (MASISA) 
4. Tejidos Caupolicin S.A. 
5. Fibrica de Pafios Oveja Tom6 S.A. 
6. Empresa Minera Mantos Blancos S.A. 
7. Manufacturas de Cobre S.A. (MADECO) 
8. Compafifa Minera Caleta del Cobre S.A. 
9. Compafiia Cervecerias Unidas S.A. 

10. Compaftia Industrial Indus S.A. 
11. Compafiia Refineria de Azilcar S.A. 
12. FAbrica de Fideos Carozzi S.A. 
13. Industria Nacional de Neum~iticos (INSA) 
14. Compafifa Sudamericana de Fosfatos S.A. (COSAF) 
15. Compafifa de Tel6fonos de Chile S.A. (CTC) 
16. Enoteca de Chile Ltda. 
17. Sociedad de Ferias y Exposiciones Ltda. 
18. Cristalerias de Chile S.A. 

C. CORFO majority shareholders with 10 percent or less 
1. Automotriz Carriel Sur S.A. 
2. Fbrica de Envases S.A. (FESA) 
3. Comercial Gascon S.A. 
4. Compafiia Industrial y Comercial del Pacifico Sur S.A. 
5. Industrias Varias S.A. 
6. Inmobiliaria Portillo S.A. 
7. Agencias Graham S.A. 
8. Sociedad Constructora Establecimientos Educacionales S.A. 
9. Sociedad El Tattersall S.A. 

10. Sociedad Constructora Establecimientos Hospitalarios S.A. 
11. Compafiia de Muelles Poblaci6n Vergara S.A. 
12. Sociedad Comercial Saavedra Benard S.A. 
13. Sociedad Inmobiliaria San Cristobal S.A. 
14. Compafiia Comercial S.A. (CICOMA) 
15. Industrias Generales y Complementarias de Gas S.A. (INDUGAS) 
16. Compafia General de Electricidad Industrial S.A. 
17. Compafiia de Gas de Concepci6n S.A. 
18. Compafiia de Gas de Valparaiso S.A. 
19. Compafifa de Petr6leos de Chile S.A. 
20. Sumar S.A. 
21. Yarur S.A. 
22. Compafia Industrial Hilos Cadena S.A. 

Dukungan Amerika..., Awigra, FISIPUI,2011



183 Enterprises with State Participation in 1970, 1973, 1983, atid 1989 

23. Sociedad Agricola La Rosa de Sofruco S.A. 
24. Consorcio Nieto S.A. 
25. COIA S.A. 
26. Compafifa Chilena de Tabaco S.A. 
27. Compafifa de F6sforos 
28. Chiprodal S.A. 
29. Farmoquirnica del Pacifico S.A. 
30. Compafifa Industrias Chilenas S.A. (CIC) 
31. FAbrica de Enlozados S.A. (FENSA) 
32. Manufactura de Metales S.A. (MADEMSA) 
33. Aceros Andes S.A. 
34. Compafia Industrial El Volcin S.A. 
35. Vidrios y Cristales Lirqu6n S.A. 
36. Cemento Bio-Bio S.A. 
37. Pizarrefio S.A. 
38. Forestal Quifienco S.A. 
39. Forestanac C.S. 
40. Papeles y Cartones S.A. 
41. Maderas Cholgun S1. 
42. Laminadora de Maderas S.A. 
43. Ganaderos Tierra del Fuego S.A. 
44. Sociedad Ganadera Laguna Blanca S.A. 
45. Mineri Valparaiso S.A. 
46. Compafhia Naviera Arauco S.A. 
47. Industria Nacional de Ray6n S.A. (RAYONHIL) 
48. Elaboradora de Productos Quirnicos SINTEX S.A. 
49. Pesquera Robinson Crusoe S.A. 

D. CORFO minority shareholders 
1. Sociedad de Fomento y Mejoramiento Urbano Ltda. 
2. Empresa Nacional de Sernillas S.A. 
3. Empresa Nacional de Frigorificos S.A. (ENAFRI) 
4. Sociedad Lechera Nacional (SOLECHE) 
5. Sociedad Auxiliar de Coopei-ativas Sacoop Ltda. 
6. Vinos de Chile S.A. (VINEX) 
7. Industria de Viviendas El Belloto Ltda. 
8. Minera Carolina de Michilla S.A. 
9. Minera Cerro Negro 

10. Minera Chafiaral Taltal S.A.
 
11, Vibrocret S.A.
 
12. ENADI Ltda. 
13. Embotelladora Concepci6n Ltda. 
14. Industria Nacional de Flotadores Ltda. (FLOTEX) 
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15. Petroquimica Chilena S.A. 
16. Qufmica Alquil S.A. 
17. Compafia Consumidores de Gas de Santiago S.A. (GASCO) 
18. Compaiiia de Telkfonos de Coyhaique S.A. 
19. Astilleros del Norte S.A. 
20. Pesquera Coloso S.A. 
21. Marco Chilena S.A. 

E. Subsidiaries of CORFO-controlled subsidiaries 
1. Agencias Universales S.A. 
2. Agencias Graham S.A. 
3. Distribuidora Gibbs S.A. 
4. Distribuidora Williamson Balfour S.A. 
5. Empresa Nacional de Aceites Ltda. 
6. Biriplast Ltda. 
7. Ilesco Ltda. 
8. Dinacem Ltda. 
9. Empresa de Prototipos Ltd,. 

10. Armco S.A.I. 
11. Equiterm S.A. 
12. Prodinsa S.A. 
13. AZA S.A. 
14. Furdici6n Libertad S.A. 
15. Inmar S.A. 
16. Indac S.A. 
17. Indesa S.A. 
18. Mademeq S.A.I.C. 
19. Maestranza Cerrillos Ltda. 
20. Maestranza Maip6 
21. Maestranza Lo Espejo Ltda. 
22. Mestranza Santa M6nica Ltda. 
23. Manganesos Atacama S.A. 
24. ESI Ltda. 
25. Socometal S.A. 
26. Ingenieria del Pacifico Limitada 
27. Extrumetal S.A. 
28. Inchalan S.A. 
29. Sociedad de Ingenieria S.A. 
30. Sigdo Koppers S.A. 
31. Compaflia de Productos de Acero S.A. (COMPAC) 
32. Frontel S.A. 
33. Sociedad Austral de Electricidad S.A. (SAESA) 
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34. Corpesca S.A. 
35. Minera Las Chivas SCM 

F. Subsidiariesof CORFO subsidiaries 
1. Petroquimica Dow S.A. 
2. Sociedad Industrial Pizarrefio S.A. 
3. Unidades y Complementos de Refrigeraci6n 

State-managed CORFO-relatedcompanies 

1. Aceite y Alcoholes Patria S.A. 
2. American Screw S.A. 
3. Aluminio Las Am6ricas S.A. 
4. Acumuladores Helvetia 
5. Asociaci6n Fox Warner 
6. Conserveria Agricola e Industrial Cisne Ltda. 
7. Academia Studium y -iceos de Recuperaci6n 
8. Aiuminios y Enlozadcs Fantuzzi S.A. 
9. Aguas Minerales Cachanttn S.A. 

10. Barraca La Frontera 
11. Barraca Los Canelos 
12. Industria El6ctrica Edmundo Benard Ltda. 

S.A. (CORESA)
 

13. Compafiia Chilena de Representaciones AGA S.A. 
14. Confecciones Burger S.A.C.I. 
15. Cobie Cerrillos S.A. (CECESA) 
16. Compafiia Industrial Metalirgicas S.A. (CIMET) 
17. Cristakerias Toro S.A. 
18. Compafiia Compradoia de Maravilla S.A. (COMARSA) 
19. Conservas Copihue S.A. 
20. Cantolla y Compafifa Ltda. 
21. Cristavid S.A. (CRISTAVID) 
22. Compafiia Productora Nacional de Aceites S.A. (COPRONA) 
23. Cummins Distribuidora Diesel S.A. 
24. Compafiia Industrial de Tubos de Acero S.A. (CINTAC) 
25. Captaciones de Aguas Subterrineas Ltda. (CAPTAGUA) 
26. CALAF S.A. 
27. Industria Textil Confecciones Arica S.A. 
28. Conservas Aconcagua S.A. 
29. Componentes El6ctricos S.A. (COELSA) 
30. Compafifa de Stencil S.A. 
31. Columbia Pictures of Chile Inc. 
32. Cinema International Co. Ltda. 
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33. Canteras Lonco Ltda. 
34. Calzados Topzy Ltda. 
35. Cine Central 
36. Cine Hu6rfanos 
37. Cine Florida 
38. Cine Cervantes 
39. Cine City 
40. Cine York 
41. Cine El Golf 
42. Cine Oriente 
43. Cine Huel6n 
44. Compafiia Minera de Exportaci6n S.A. 
45. Constructoia Cerrillos Concepci6n Ltda. 
46. Citroen Bio-Bio Ltda. 
47. Contratistas Cormnol6n Ltdc.. 
48. Constructora Miguel Calvo Ltda. 
49. Calzados Florentina Ltda. 
50. Cimtram y Quiroga Ltda. 
51. Calzados Verona Ltda. 

(COMINEX)
 

52. Cornando Nacional contra la Inflaci6n Ltda. (CONCI) 
53. Carburo y Metalurgica S.A. 
54. Cornpafifa Pesquera Taltal S.A. 
55. Compafiia Electrometalt6irgicas S.A. (ELECMETAL) 
56. Fundici6n Metalhirgica Jos6 Kainet S.A. 
57. Compafiia Pesquera Carnanchaca Ltda. 
58. Compafiia Pesquera Pedro de Valdivia S.A. 
59. Compafiia Pesquera Llanquihue S.A. 
60. Compaffia Pesquera Kon-Tiki S.A. 
61. Compafiia Chilena de Tejidos S.A. (CHITECO) 
62. Dow Quimica S.A. 
63. Distribuidora de Repuestos Autoniticos S.A. (DISTRA) 
64. Ingenieria Industrial Edwards y Cerutti S.A. 
65. Electrtn Chilena S.A. 
66. Empresa Distribuidora Juan Yarur S.A.C. 
67. Establecimientos Gratry Ltda. 
68. Editorial Nacimiento Ltda. 
69. Estructuras Metilicas Arca de No6 Ltda. 
70. EstructuI'as Ruiz Ltda. 
71. Elaboradora de Vinos el Ingenio Ltda. 
72. Estaci6n de Servicios Germin Mayo 
73. Estaci6n de Servicio Tristin Matta 
74. Electrom6canica Arica S.A. 
75. Electroquimicas Unidas S.A. 
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76. Estructuras Met~ilicas Monsevelli Ltda. 
77. Astilleros y Maestranza Las -labas S.A. 
78. Aceros y Cuchillerfas S.A. (ACSA) 
79. Distribuidora de Alirnentos King Ltda. 
80. Empresa Conservera Perlak S.A. 
81. Fibrica de Envases de Papel de Aluminio S.A. (ALUSA) 
82. Fbrica (,e Confecciones el AS Ltda. 
83. Fibrica de Materiales El6ctricos S.A. (ELECTROMAT) 
84. F~ibrica de Confecciones Ronitex S.A. 
85. Fibrica de Productos de Loza Blanza Ferriloza S.A. 
86. Fundici6n de Aceros SIMA Ltda. 
87. FEBRATEX S.A. 
88. Fibrica de Paios Continental S.A. 
89. Fibrica de Resortes SUR Ltda. 
90. Fbrica de Muebles Arcadio Beltraih Ltda. 
91. Fibrica Nacional de Oxigeno Ltda. 
92. Fibrica de Muebles Sindumet L.da. 
93. Fibrica de Tejidos Evita e Irufia Ltda. 
94. Fibrica de Muebles Roma Ltda. 
95. Fibrica de Tejidos Plumatcx Ltda. 
96. Fibrica de Envases E. Chamy Ltda. 
97. Sociedad Agricola e Industria Farrnio Chilena S.A. 
98. Ford Motor Company 
99. 'erreterias Montero S.A. 

100. Fibrica -iormig6n Pre-Mezclado Ready Mix S.A. 
101. Fibrica de Confites Rosemblut y Cornpaiifa. Ltda. 
102. Fibrica de Camisas Sarnur e Hijos Ltda. 
103. Granja Avicola Cerrillos Ltda. 
104. Gas Lisur S.A. 
105. Fundaci6n de Viviendas Hogar de Cristo 
106. Hilanderia Andina S.A. 
107. Hilados y Pafios de Lana Cornandari S.A. 
108. Industria Cerrajera Deva Ltda. 
109. Ingenieria Electrornecinica Airolite S.A. 
110. Industrias Electr6nicas Codensa S.A. 
111. Ingenieria y Construcci6n Metilica S.A. (FERROCRET) 
112. Industria de Complernentaci6n Electr6nica S.A. (INCESA) 
113. Industria Metaltirgica Incopa S.A. 
i14. Industria Procesadora de Acero S.A. (IPAC) 
115. Industria Metaltirgica Espafiola S.A. (INDUMET) 
116. Industria del Aluminio S.A. (INDALUM) 
117. Industria Chilena de Soldadura S.A. (INDURA) 
118. Sociedad Industria Metal6rgica S.A. (INMETAL) 
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119. Integradora Electr6nica de T.V. S.A. (INELSA) 
120. Industria Nacional de Pistones Ltda. (INAPIS) 
121. Industria Electr6nica Andina S.A. 
122. Industria Maderera San Carlos 
123. Industria Chilena de T.V. S.A. (CHILEVISION) 
124. Industria KORES Ltda. 
125. Instituto Profesional John Kennedy 
126. Industria Textil Pollak Hnos. S.A. 
127. Industrias Alejandro Riquelme 
128. Industrias Electr6nicas Maxwell 
129. Industria de Pinturas Ceresita S.A. 
130. Industria Textil Jacard y P6rez 
131. Industria Cerrajera Ferromet 
132. Industria Montero Ltda. 
133. Industria de Corcho Velisquez 
134. Industria Maderera de la Sociedad Puyehue 
135. Industria de Corcho Pedro Torrens 
136. Laboratorio INTERIFA Ltda. 
137. Importadora Mellafe Y Salas S.A. 
138. Industrias Conserveras Parina 
139. Industrias Conserveras Unidas Perlak S.A. 
140. Sociedad Industria Componentes de T.V. S.A. (SINTEL) 
141. Industrias Metaltirgicas Sorena S.A. 
142. Laboratorio Sanderson S.A. 
143. Laboratorio Geka S.A. 
144. Laminadora de Maderas S.A. (LAMINSA) 
145. Industria Maderera Leopoldo Miguel e Hijo Ltda. 
146. Lanera Austral S.A. (Coquimbo) 
147. Muebles Easton Chile Ltda. 
148. Mangueras Schiaffino S.A. 
149. Modeleria Metal6rgicas Ltda. (MODETAL) 
150. Manufacturas de Repuestos Automotrices Pedreros S.A. (MAPESA) 
151. Molinos y Fideos Luchetti S.A. 
152. Mina La Torre 
153. Mina La Fortuna 
154. Mina El Molle 
155. Mina Julia Taltal 
156. Mina Palqui 
157. Mina El Enchufe 
158. Mina La Culebra 
159. Mina La Africana 
160. Compafifa Molinera Santa Rosa 
161. Molino San Bernardo 
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162. Molino Talca 
163. Molino Ideal 
164. Molino San Francisco 
165. Molino San Jos6 
166. Sociedad Molinera y Panadera Ltda. (SOMOPAN) 
167. Molino Maipui 
168. Molino San Miguel 
169. Molino Puente Alto 
170. Molino San Pedro 
171. Molino Linderos 
172. Molino Rengo 
173. Molino Caupolicin 
174. Molino San Juan 
175. Molino Koke 
176. Molino La Compafhia 
177. Molino Maipo 
178. Industria Metalurgica Sylleros Ltda. 
179. Matadero Industrial San Miguel Ltda. 
180. Maestranza Jemo Ltda. 
181. Maestranza Ali Ltda. 
182. Maestranza Standard Ltda. 
183. Maestranza Valenzuela Ltda. 
184. Maestranza General Velisquez Ltda. 
185. Metal!lrgica Cerrillos Concepci6n S.A. 
186. Mecinica Concepci6n Ltda. 
187. Muebles Galaz S.A.C.I. 
188. Muebles Mortonffy S.A. 
189. Metro Goldwin Mayer 
190. Manufacturas Chilenas de Caucho S.A. 
191. Manufacturas Textiles de Arica S.A. (MANUTEXA S.A.) 
192. Matadero de Aves Viluco 
193. Pinturas T6cnicas S.A. (PINTESA) 
194. Planta Elisa de Boldos 
195. Planta de Elaboraci6n La Patagua 
196. PREFACO Ltda. 
197. Pinturas El Adaga S.A. 
198. Productos de Goma Vulco S.A. 
199. Qufmica Industrial S.A. 
200. Recauchados Charler Ltda. 
201. Radio Taxi 33 
202. Ray6n Said, Industrias Qufmicas S.A. 
203. Sociedad Agrfcola y Lechera de Loncoleche S.A. 
204. Sociedad Productora de Leche S.A. (SOPROLE) 
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205. Sociedad Industrias Elctricas Nacionales S.A. (SINDELEN) 
206. Electr6nica Satel S.A. 
207. Sindelen Electr6nica S.A. 
208. Soldaduras Gonz~lez 
209. Linea Interprovincial Transportes Ltda. (LIT) 
210. Salinas y Fabres S.A.C.I. (SALFA) 
211. Sociedad Pesquera Stelaris S.A. 
212. Sociedad Pesquera San Antonio S.A. (SOPESA) 
213. Sociedad Construcciones Navales S.A. (SOCUNAVE) 
214. Sociedad %,grfcolaHacienda Venecia Ltda. 
215. Textil Bamvarte S.A. 
216. Textil Sabal S.A. 
217. Textil Progreso S.A. 
218. Textil Laban S.A. 
219. Thcnica Industrial S.A. (TISOL) 
220. Textiles Artela S.A. 
221. Textil Sudamericana Ltda. 
222. Tejidos Caupolicin S.A. 
223. Tejidos Salvador S.A. (COTESA) 
224. Tapas, Bebidas y Envases Crown Cork de Chile S.A. 
225. Textiles Deik Junis S.A. 
226. United Artists South American Corp. 
227. Vifia Concha y Toro S.A. 
228. Vifia Santa Carolina S.A. 
229. Fibrica de Confecciones Beytfa 
230. Criadero de Ayes Las Pataguas 
231. Grandes Almacenes Populares 
232. Figueroa y Alemparte S.A. (FIGALEM) 
233. Empresa Constructora Desco S.A. 
234. Viviendas Econ6micas Desco Ltda. 
235. Empresa Constructora Tecsa S.A. 
236. Empresa Atevo Bolsi Ltda. 
237. Empresa Constructora Autopi{ta de Valparafso (ECAVAL) 
238. Empresa Constructora Belfi S.A. 
239. Super Rogas 
240. Sociedad Agricola y Forestal Alphine 
241. Sodima S.A. 
242. Fdbrica de Chuiros C6ndor 
243. Industria Agricola y Maderera Neltume Ltda. 
244. Industria Metaltirgica Aconcagua 
245. Industria Montespino 
246. F~brica de Tejidos de Punto El Abanico 
247. Sociedad Industrial de Parquet Ltda. (SIP) 
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248. Manuplastic 
249. Sociedad Marftima Guillermo Prochelle 
250. City Servi 
251. Mina Rebote 
252. Empresa El6ctrica de Quintero Ltda. 
253. Maestranza M. Mundy Ltda. 
254. F~brica de Confecciones Miriam 
255. Astilleros Ahrend Ltda. 
256. Accesorios de Autom6viles Zeus S.A. 
257. Litografia Nuestro Tiempo Ltda. 
258. Maderas Monte Verde 
259. Central Maderera Alaska 
260. Planta Minera Aconcagua 
261. FAbrica Casas Prefabricadas Rail Acosta 
262. Planta Relave del Rio Salado 
263. Mina Delirio 
264. Distribuidora Notrogas S.A. 
265. Ren6 Rosati B. 
266. Fundici6n Mec~nica Bodilla 
267. Mina San Pedro 
268. Mina Los Maquis 
269. Compofiia Industrial de Tratamientos de Minerales 
270. Mina Lo Aguirre 
271. Mina Los Maquis Norte 
272. Empresa Hidr6fila Chilena Ltda. 
273. Planta Lixviadora de Cobre Sta. Hortensia 
274. Mina 9uena Esperanza 
275. Mina Cerrado 
276. Bahfa Arica 
277. Compafiia Minera Dos Amigos 
278. Restorgn Nogar6 
279. Recauchajes y Gomas Santiago Ltda. 
280. Minas Cerrillos y Tralca 
281. Club Hfpico S.A. 
282. Asociaci6n Duefios de Taxis Segundo Ltda. 
283. Canteras Kinguer 
284. Terminal Buses Chafiaral 
285. Empresa Ostrfcola Belmard Ltda. 
286. Sociedad Forestal Siberia S A. 
287. Compa~fa Maritima Tdcnica Ltda. 
288. Mina Tr~nsito 
289. Empresa de Turismo Ltda. Far West 
290. Laboratorio Supra 

Dukungan Amerika..., Awigra, FISIPUI,2011



192 Appendix A 

291. 	 Vifia San Carlos 
292. 	 Mataderos de Aves Ltda. (MAVETA) 
293. 	 Estructuras Martin 
294. 	Construcciones Econ6micas Copreva Ltda. 
295. 	 Sociedad Productora y Distribniidora de Maderas (SOPRODIMA) 
296. 	 Planta Beneficadora de Metales A. Gilvez 
297. 	 Sociedad Maderera F6nix Ltda. 
298. 	 Productos ATV Ltda. 
299. 	 COCAVI Ltda. 
300. 	 Cooperativa Campesina de Marchigue 
301. 	 Sociedad L.ooperativa Agropecuaria de Quill6n Ltda. 
302. 	 Molinera Punta Arenas 
303. 	 Industria de Confites Ro-Ro Ltda. 
304. 	 Molinera del Norte S.A. 
305. 	 Pesquera Chilena S.A. 
306. 	 $ociedad del Lino La Uni6n S.A. 
307. 	 FAbrica Chilena de Sederias Vifia del Mar S.A. (SEDAMAR) 
308. 	 FAbrica de Confecciones Velarde S.A. 
309. 	 Forestaci,.,i Nacional S.A. (FORESNAC) 
310. 	 Muebles Novart S.A. 
311. 	 Industria Nacional de Prensados y Construcciones Ltda. 

(INAPRECO) 
312. 	 Manufactura de Esmeriles y Abrasivos S.A. (ISESA) 
313. 	 TcRmometalirgica de Valdivia S.A. 
314. 	 Fundici6n y Maestranza Austral S.A. 
315. 	 Sociedad Nacional de Oleoductos Ltda. (SONACOL) 
316. 	 Sociedad Quimica Nacional S.A. (SOQUINA) 
317. 	 Metaltirgica Vulco Ltda. 
318. 	 Gildemeister S.A. 
319. 	 Importaci6n y Comercio S.A. (IMCO) 
320. 	 Guias y Publicidad de Chile S.A. 
321. 	 Transportes Migue! Calvo y Compafiia Ltda. 
322. 	 Financiera Automotrices 
323. 	 Ferias de Ganado 
324. 	 Distribuidora de Cigarrillos de Santiago y Valparaiso 
325. 	 Distribuidora de Peliculas 

Banks related to CORFO 

1. Chile 
2. Espafiol 
3. Talca 
4. O'Higgins 
5. Israelita 
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6. Osorno y La Uni6n 
7. Continental 
8. Sud Americano 
9. Cr6dito e Inversiones 

10. 	 Nacional del Trabajo 
11. 	 Austral 
12. 	 Concepci6n 
13. 	 Edwards 
14. 	 Regional de Linares 
15. 	 Constituci6n 
16. 	 Llanquihue 
17. 	 Curic6 
18. 	 Fomento de Valparaiso 

Other state-owned enterprises 

1. Empresa Nacional de Petr6leo (ENAP) 
2. Empresa Nacional de Mineria (ENAMI) 
3. Ferrocarriles del Estado (FFCC) 
4. Empresa Portuaria de Chile (EMPORCHI) 
5. Empresa Maritima del Estado (EMPREMAR) 
6. Linea A6rea Nacional (LAN) 
7. Emprcsa de Correos de Chile 
8. Empresa de Comercio Agricola (ECA) 
9. Empresa de Obras Sanitarias (EMOS) 

10. 	 Empresa de Obras Sanitarias V Regi6n (EOS V Regi6n) 
11. 	 Polla Chilena de Beneficencia (POLLA) 
12. 	 Instituto de Seguros del Estado (ISE) 
13. 	 Televisi6n Nacional de Chile (TVN) 
14. 	 Radio Nacional de Chile (RNCH) 
15. 	 Empresa Transporte Colectivo del Estado (ETCF) 
16. 	 Astilleros y Maestranza de la Armada (ASMAR) 
17. 	 F~bricas y Maestranza del Ej6rcito (FAMAE) 
18. 	 Empresa Periodistica La Naci6n 
19. 	 Laboratorio Chile 
20. 	 Planta Faenadora de Carnes Lo Valledor S.A. 
21. 	 Sociedad de Transporte Maritimo Chilo6-Ays6n Ltda. 

(TRANSMARCHILAY) 
22. 	 Pesquera Nueva Aurora 
23. 	 Copper Mines 

Otherfinancial institutions 

1. Corporaci6n de Fomento a la Producci6n (CORFO) 
2. Banco del Estado 
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1983 

Subsidiaries of CORFO 

1. Compafiia Chilena de Electricidad 
2. Compafia Acero del Pacifico S.A. de Inversiones (CAP) 
3. Compafifa de Tel6fonos de Coyhaique S.A. 
4. Compaifa de Telkfonos de Valdivia S.A. 
5. Compafia de Telhfonos de Chile (CTC) 
6. Empresa Nacional del Carb6n (ENACAR) 
7. Empresa Nacional de Energia (ENDESA) 
8. Empresa Nacional de Coniputaci6n (ECOM) 
9. Empresa de Telecomunicaciones (ENTEL) 

10. Industria Azucarera Nacional (IANSA) 
11. Empresa Nacional de Explosivos (ENAEX) 
12. Sociedad Quirnica y Minera de Chile (SOQUIMICH) 
13. Sociedad Agrfcola CORFO (SACOR) 
14. Compafifa Chilena de Litio 
15. Complejo Forestal y Maderero Panguipulli Ltda. 
16. Sociedad Factibilidad Celulosa Panguipulli 
17. Compafifa Chilena de Navegaci6n InteorceAnica (CCNI) 
18. Fabricaci6n de Viviendas Econ6micas Prefabricadas Ltda. 
19. Empresa Minera Ays6n Ltda. 
20. Sociedad Constructera de Establecimientos Educacionales S.A. 
21. Estudios CinernatogrAficos de Chile S.A. 
22. Hotelera Nacional S.A. 
23. Telex-Chile 

Banks related to CORFO 

1. Continental 

Other state-owned enterprises 

1. Empresa Nacional de Petr6leo (ENAP) 
2. Empresa Nacional de Minerfa (ENAMI) 
3. Ferrocarriles del Estado (FFCC) 
4. Empresa Portuaria de Chile (EMPORCHI) 
5. Empresa Maritima del Estado (EMPREMAR) 
6. Linea A&ea Nacional (LAN) 
7. Empresa de Correos de Chile 
8. Empresa de Comercio Agricola (ECA) 
9. Empresa de Obras Sanitarias (EMOS) 
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10. 	 Empresa de Obras Sanitarias V Regi6n (EOS V Regi6n) 
11. 	 Polla Chilena de Beneficencia (POLLA) 
12. 	 Instituto de Seguros del Estado (ISE) 
13. 	 Televisi6n Nacional de Chile (TVN) 
14. 	 Radio Nacional de Chile (RNCH) 
15. 	 Empresa Tran-porte Colectivo del EstaLi (ETCE) 
16. 	 Astilieros y Maestranza de la Armada (ASMAR) 
17. 	 Fibricas y Maestranza del Ejdrcito (FAMAE) 
18. 	 Empresa Periodistica La Naci6n 
19. 	 Laboratorio Chile 
20. 	 Sociedad de Transporte Maritimo Chilo6-Aysdn Ltda.
 

(TRANSMARCHILAY)
 
21. 	 Sociedad Agricola y Servicios Isla de Pascua Ltda. (SASIPA) 
22. 	 Corporaci6n Nacional del Cobre de Chile (CODELCO) 

Other financial institutions 

1. Corporaci6n de Fomento a la Producci6n (CORFO) 
2. Banco del Estado 

Subsidiaries of CORFO 

1. Comercializadora de Trigo S.A. (COTRISA) 
2. Empresa E16ctrica de Aysdn S.A. (EDELAYSEN) 
3. Empresa El6ctrica Colbtin-Machicura S.A. (COLBUN) 
4. Lrnpresa EI6ctrica del Norte Grande S.A. (EDELNOR) 
5. Empresa Maritima del Sur S.A. (EMPREMAR SUR) 
6. Transporte por Containers S.A. (TRANSCONTAINER) 
7. Empresa Minera Ays6n Ltda. (EMA) 
8. Empresa Nacional del Carb6n S.A. (ENACAR) 
9. Carbonifera Victoria de Lebd S.A. (CARVILE) 

10. 	 Isapre del Carb6n S.A. (ISCAR) 
11. 	 Empresa de Servicios Sanitarios de Tarapacg S.A. 
12. 	 Empresa de Servicios Sanitarios de Atacama S.A. 
13. 	 Empresa de Servicios Sanitarios de Coquimbo S.A. 
14. 	 Empresa de Servicios Sanitarios del Libertador S.A. 
15. 	 Empresa de Servicios Sanitarios del Maule S.A. 
16. 	 Empresa de Servicios Sanitarios del Bfo-Bfo S.A. 
17. 	 Empresa de Servicios Sanitarios de la Araucanfa S.A. 
18. 	 Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. 
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19. Empresa de Servicios Sanitarios de Ays~n S.A. 
20. Empresa de Servicios Sanitarios de Magallanes S.A. 
21. Empresa de Transporte Ferroviario S.A. (FERRONOR) 
22. Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 
23. Sociedad Agricola SACOR Ltda. (SACOR Ltda.) 
24. Zona Franca de Iquique S.A. (ZOFRI) 

Other state-owned enterprises 

1. 	Empresa Maritima S.A. (EMPREMAR) 
2. 	 Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias (EMOS) 
3. 	 Sociedad Agricola y Servicios Isla de Pascua Ltda. 
4. 	 Sociedad de Transporte Maritimo Chilod-Ays6n Ltda.
 

(TRANSMARCHILAY Ltda.)
 
5. 	 Polla Chilena de Beneficencia S.A. (Polla) 
6. 	 Empresa Nacional de Petr6leo (ENAP) 
7. 	 Empresa Nacional de Minerfa (ENAMI) 
8. 	 Empresa cie Comercio Agricola (ECA) 
9. 	 Einpresa Portuaria de Chile (EMPORCHI) 

10. Correos y Tel6grafos 
11. Ferrocarriles del Estado (FFCC) 
12. Empresa Obras Sanitarias V Regi6n (EOS) 
13. Radio Nacional de Chile (RNCH) 
14. Empresa Periodistica "La Naci6n" 
15. Fibrica y Maestranza del Ej6rcito (FAMAE) 
16. Astilleros v Maestranza de la Armada (ASMAR) 
17. Televisi6n Nacional de Chile (TVN) 
18. Linea Area Nacional (LAN) (only as minority shareholder) 
19. Corporaci6n Nacional del Cobre de Chile (CODELCO) 

Other financialinstitutions 

1. 	Corporaci6n de Fomento a la Producci6n (CORFO) 
2. 	Banco del Estado 
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